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LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI SEKRETARIAT JENDERAL NOMOR LPK-6/PPID.KK/2023 

 

Pada hari Rabu, tanggal 12 (dua belas), bulan April tahun 2023, telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik 

pada Sekretariat Jenderal untuk tahun 2023 melalui video conference, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini: 

 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

1.  Daftar Riwayat 

Hukuman Disiplin 

Pegawai. 

 

Kode Arsip: KP3.1 – 

Sanksi/Hukuman 

Disiplin Pegawai 

 

 

Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik beserta 

penjelasannya juncto Pasal 

79 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh pegawai 

yang bersangkutan, Badan 

Kepegawaian Negara (BKN), 

pengelola kepegawaian, dan 

Inspektorat Jenderal. 

 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau satu 

pihak tertentu. 

b. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

Melindungi data 

perseorangan 

sebagaimana diatur 

dalam Pasal 58 ayat 

(2) huruf ee Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 tahun anggaran 

setelah penciptaan 

arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

2.  Keputusan Menteri 

Keuangan/Keputus

an Pimpinan Unit 

Eselon I/II/III 

mengenai 

penjatuhan 

hukuman disiplin 

dan salinannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: KP3.1 – 

Sanksi/Hukuman 

Disiplin Pegawai 

 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4 dan/atau angka 

5, serta huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya, untuk 

dokumen 

pendukungnya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau satu 

pihak tertentu. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya  untuk 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau 

satu pihak 

tertentu. 

b. Pegawai  

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 

3 tahun anggaran 

setelah penciptaan 

arsip, kecuali BAP 

dan SK akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya.  

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh pegawai 

yang bersangkutan, BKN, 

pengelola kepegawaian, dan 

Inspektorat Jenderal. 

3.  Nilai Kinerja 

Pegawai (NKP) dan 

dokumen 

pendukungnya.  

Kode Arsip: 

KP1.1.2 – Evaluasi 

Kinerja Pegawai 

 

 

a. Pasal 17 huruf h angka 

4 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya.  

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan   Publik, 

beserta penjelasannya 

juncto Pasal 44 ayat (1) 

huruf h dan huruf i, 

a. Dapat mengungkap 

rahasia pribadi 

pegawai berkaitan 

dengan hasil 

evaluasi 

kapabilitas/kinerja 

pegawai.  

b. Mengganggu proses 

penilaian terhadap 

evaluee. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

a. Melindungi 

rahasia pribadi 

pegawai berkaitan 

dengan hasil 

evaluasi 

kapabilitas/ 

kinerja pegawai. 

b. Mencegah 

terganggunya 

proses penilaian 

terhadap evaluee. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

4 tahun setelah 

penetapan NKP. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

serta dan ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Permintaan data NKP dapat 

dilakukan oleh pegawai 

yang bersangkutan, dengan 

berkoordinasi dengan Unit 

Pengelolaan Kepegawaian. 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

4.  Hasil Kerja 

berdasarkan 

Kualitas Komitmen 

Kinerja (K3) dan 

dokumen 

pendukungnya.  

 

Kode Arsip: 

KP1.1.2 – Evaluasi 

Kinerja Pegawai 

 

 

a. Pasal 17 huruf h angka 

4 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

a. Dapat mengungkap 

rahasia pribadi 

pegawai berkaitan 

dengan hasil 

evaluasi 

kapabilitas/kinerja 

pegawai.  

b. Mengganggu proses 

penilaian terhadap 

evaluee. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

a. Melindungi 

rahasia pribadi 

pegawai berkaitan 

dengan hasil 

evaluasi 

kapabilitas/ 

kinerja pegawai. 

b. Mencegah 

terganggunya 

proses penilaian 

terhadap evaluee. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

4 tahun setelah 

penetapan K3. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Permintaan data Nilai Hasil 

Kerja berdasarkan K3 

dapat dilakukan oleh 

pegawai yang 

bersangkutan, dengan 

berkoordinasi dengan Unit 

Pengelolaan Kepegawaian. 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

5.  Biodata, Analisa 

Profil Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) 

dan Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) 

Kementerian 

Keuangan, staf 

khusus/tenaga 

ahli, serta pegawai 

dipekerjakan di 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode Arsip: 

KP1.0.2 – Profiling 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 4, dan/atau 

angka 5 Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

a. Dapat  terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan, teror, 

intimidasi, dan 

pemerasan kepada 

pegawai yang 

bersangkutan. 

b. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya  untuk 

melakukan 

penipuan, teror, 

intimidasi, dan 

pemerasan 

kepada pegawai 

yang 

bersangkutan. 

b. Melindungi data 

perseorangan 

sebagaimana 

diatur dalam 

3 tahun setelah 

perubahan data 

terakhir. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pegawai dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Pasal 58 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

6.  Biodata peserta 

campaign, peserta 

magang, peserta 

rekrutmen Calon 

Pegawai Negeri 

Sipil 

(CPNS)/Pegawai 

Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja 

(PPPK), peserta 

seleksi jabatan 

administrasi dan 

jabatan pimpinan 

tinggi, peserta 

seleksi atase 

keuangan, peserta 

seleksi hakim 

pajak, peserta 

seleksi komisi 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 4, dan/atau 

angka 5 Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

proses seleksi. 

b. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk, misalnya 

melakukan penipuan 

kepada peserta 

seleksi. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

proses seleksi. 

b. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya 

melakukan 

penipuan kepada 

peserta seleksi. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

4 tahun setelah 

kegiatan selesai. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pengawas 

perpajakan, 

peserta seleksi 

internal 

pemenuhan 

kebutuhan pegawai 

untuk jabatan 

administrasi dan 

jabatan fungsional, 

seleksi pengisian 

jabatan non-

Eselon, serta talent 

di lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode Arsip: KP0.3 

Rekrutmen SDM 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Melindungi data 

perseorangan 

sebagaimana 

diatur dalam 

Pasal 58 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

7.  Daftar Urut 

Kepangkatan 

Pegawai (meliputi 

data pangkat, 

jabatan, masa 

kerja, diklat, 

pendidikan, dan 

usia). 

 

Kode Arsip: KP5.1 – 

Dokumen Identitas 

Pegawai 

a. Pasal 17 huruf h angka 

5 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan terkait 

kepegawaian. 

b. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan, intimidasi, 

dan pemerasan 

kepada pegawai. 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan terkait 

kepegawaian. 

b. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan, 

intimidasi, dan 

pemerasan 

kepada pegawai. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

3 tahun setelah 

tanggal penciptaan 

arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

8.  Dokumen 

pendukung hasil 

Assessment Center. 

 

Kode Arsip: 

KP1.0.1 – 

Assessment 

Sumber Daya 

Manusia 

 

 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

a. Dapat menimbulkan 

kesalahpahaman 

karena 

membutuhkan 

keahlian khusus 

untuk 

menerjemahkan 

dokumen pendukung 

hasil Assesment 

Center.  

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Mencegah 

timbulnya 

kesalahpahaman 

dalam 

menerjemahkan 

data pada 

dokumen 

pendukung hasil 

Assessment 

Center.  

b. Pegawai  

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

3 tahun setelah 

penetapan hasil 

assesment, kecuali 

SK akan dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

9.  Hasil Assessment 

Center. 

 

Kode Arsip: 

KP1.0.1 – 

Assessment 

Sumber Daya 

Manusia 

 

 

a. Pasal 17 huruf h angka 

4 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh pegawai 

yang bersangkutan, 

pengelola Assessment 

Center, dan atasan 

langsung pegawai. 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  meraih 

keuntungan pribadi 

dan memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau satu 

pihak tertentu. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Melindungi hasil 

evaluasi 

sehubungan 

dengan 

kapabilitas, 

intelektualitas, 

dan rekomendasi 

kemampuan 

seseorang. 

b. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

meraih 

keuntungan 

pribadi dan 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau 

satu pihak 

tertentu. 

c. Pegawai  

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

3 tahun setelah 

penetapan hasil 

assesment, kecuali 

SK akan dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

10.  Tata cara penilaian 

rekrutmen Calon 

Pegawai Negeri 

Sipil 

(CPNS)/Pegawai 

Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja 

(PPPK) untuk 

tahapan seleksi 

kompetensi, 

beserta dokumen 

pendukungnya.  

 

Kode Arsip: KP0.3 – 

Rekrutmen SDM 

 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i, 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

proses seleksi. 

b. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, untuk  

memanipulasi 

jawaban dalam 

seleksi rekrutmen 

CPNS. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

proses seleksi. 

b. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, untuk 

memanipulasi 

jawaban dalam 

seleksi rekrutmen 

CPNS. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

4 tahun setelah 

pengangkatan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

11.  Hasil penilaian di 

setiap tahapan dari 

rekrutmen Calon 

Pegawai Negeri 

Sipil 

(CPNS)/Pegawai 

Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja 

(PPPK) yang 

tercantum pada 

masing-masing 

akun peserta. 

 

Kode Arsip: KP0.3 – 

Rekrutmen SDM 

 

 

 

a. Pasal 17 huruf h angka 

2, angka 4, dan/atau 

angka 5 Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

a. Merupakan informasi 

yang dapat diakses oleh 

seluruh peserta sampai 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk mengganggu 

privasi peserta 

rekrutmen 

CPNS/PPPK. 

b. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan kepada 

peserta rekrutmen 

CPNS/PPPK. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

mengganggu 

privasi peserta 

rekrutmen 

CPNS/PPPK. 

b. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan kepada 

peserta 

rekrutmen 

CPNS/PPPK. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

4 tahun setelah 

pengangkatan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dengan tanggal 

pengangkatan sebagai 

CPNS/PPPK. 

b. Hasil tes setiap tahapan 

rekrutmen CPNS/PPPK 

dapat diakses oleh 

peserta yang 

bersangkutan, Panitia 

Rekrutmen, BKN, serta 

Kementerian 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

12.  Tata cara penilaian 

pada setiap 

tahapan seleksi 

internal 

pemenuhan 

kebutuhan pegawai 

untuk jabatan 

administrasi dan 

jabatan fungsional, 

seleksi pengisian 

jabatan pimpinan 

tinggi, seleksi 

penerimaan hakim 

pengadilan pajak, 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i, 

dan ayat (2) Undang-

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi oleh 

peserta untuk 

memanipulasi 

jawaban seleksi, 

misalnya 

memanipulasi 

jawaban psikotes, 

sehingga hasil 

tahapan seleksi 

menjadi bias. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

a. Mencegah 

terjadinya 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memanipulasi 

jawaban psikotes. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

4 tahun setelah 

pengangkatan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dan seleksi 

pengisian jabatan 

non-Eselon, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: KP0.3 – 

Rekrutmen SDM 

 

 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Hanya dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

terkait dan panitia seleksi.  

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

13.  Hasil penilaian 

setiap tahapan 

seleksi internal 

pemenuhan 

kebutuhan pegawai 

untuk jabatan 

administrasi dan 

jabatan fungsional, 

seleksi pengisian 

jabatan pimpinan 

tinggi, seleksi 

penerimaan hakim 

pengadilan pajak, 

dan dan seleksi 

pengisian jabatan 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

a. Dapat menimbulkan 

kesalahpahaman 

peserta seleksi 

karena hasil seleksi 

tidak hanya 

ditentukan oleh nilai 

kuantitatif. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

a. Mencegah 

terjadinya 

kesalahpahaman 

dalam 

menerjemahkan 

hasil penilaian. 

b. Pegawai terhindar 

dari  ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

4 tahun setelah 

pengangkatan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

non-Eselon, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: KP0.3 – 

Rekrutmen SDM 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Hanya dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

terkait dan panitia seleksi.  

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

beserta 

penjelasannya. 

14.  Hasil rapat Panitia 

Seleksi Pengisian 

Jabatan Pimpinan 

Tinggi, Panitia 

seleksi internal 

pemenuhan 

kebutuhan pegawai 

untuk jabatan 

administrasi dan 

jabatan fungsional, 

Panitia Seleksi 

Atase Keuangan, 

Panitia Seleksi 

Komite Pengawas 

Perpajakan, serta 

tim penilai kinerja 

untuk jabatan 

administrasi, 

jabatan fungsional, 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i dan ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

keputusan yang 

diambil oleh Panitia 

Seleksi dalam proses 

seleksi. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

a. Mencegah 

terhambatnya 

pelaksanaan 

keputusan yang 

diambil oleh 

Panitia Seleksi 

dalam proses 

seleksi. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

4 tahun setelah 

pengangkatan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

jabatan pimpinan 

tinggi pratama, dan 

jabatan non-Eselon 

antara lain namun 

tidak terbatas 

pada: 

a. notula; 

b. berita acara; 

dan 

c. naskah dinas 

lainnya. 

 

Kode Arsip: KP0.3 – 

Rekrutmen SDM 

penjelasannya. 

15.  Tata cara penilaian 

pada setiap 

tahapan dari 

seleksi Komite 

Pengawas 

Perpajakan, seleksi 

dewan 

pengawas/dewan 

komisaris internal 

dan seleksi atase 

keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf I 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi oleh 

peserta untuk 

memanipulasi 

jawaban seleksi, 

misalnya 

memanipulasi 

jawaban psikotes, 

sehingga hasil 

tahapan seleksi 

menjadi bias. 

b. Pegawai yang tidak 

a. Mencegah 

terjadinya 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memanipulasi 

jawaban psikotes. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

4 tahun setelah 

pengangkatan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

Kode Arsip: KP0.3 – 

Rekrutmen SDM 

 

 

 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Hanya dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

terkait dan panitia seleksi.  

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

 

16.  Hasil penilaian 

pada setiap 

tahapan dari 

seleksi Ketua, 

Wakil Ketua, dan 

Anggota  Komite 

Pengawas 

Perpajakan, seleksi 

dewan 

pengawas/dewan 

komisaris internal 

dan seleksi atase 

keuangan beserta 

dokumen 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

a. Dapat menimbulkan 

kesalahpahaman 

peserta seleksi, 

karena hasil seleksi 

tidak hanya 

ditentukan oleh nilai 

kuantitatif. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

a. Mencegah 

terjadinya 

kesalahpahaman 

dalam 

menerjemahkan 

hasil penilaian. 

b. Pegawai terhindar 

dari  ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

4 tahun setelah 

pengangkatan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: KP0.3 – 

Rekrutmen SDM 

 

 

 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Hanya dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

terkait dan panitia seleksi.  

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

17.  Materi yang 

digunakan sebagai 

alat ukur dalam 

proses penilaian 

psikotes calon 

Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS), 

CPNS, dan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) 

Kementerian 

Keuangan, yang 

diperoleh dari 

pihak ketiga dan 

pihak internal. 

 

Kode Arsip: KP0.3 – 

Rekrutmen SDM 

 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi  oleh 

peserta untuk 

memanipulasi 

jawaban psikotes 

sehingga hasil tes 

menjadi bias. 

b. Dapat melanggar 

hak atas kekayaan 

intelektual.  

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

a. Mencegah 

terjadinya 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memanipulasi 

jawaban psikotes. 

b. Mencegah 

pelanggaran hak 

atas kekayaan 

intelektual. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

4 tahun setelah 

pengangkatan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

 

 

Keterangan: 

Hanya dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian. 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

18.  Hasil psikotes 

pegawai yang 

bertujuan untuk 

pemetaan pegawai, 

Ujian Penyesuaian 

Kenaikan Pangkat 

(UPKP), dan 

kebutuhan 

tertentu lainnya. 

 

Kode Arsip: 

KP1.1.5 – 

Pemetaan Pegawai 

 

 

a. Pasal 17 huruf h angka 

4 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

meraih keuntungan 

pribadi dan 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau satu 

pihak tertentu. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

a. Melindungi hasil 

evaluasi 

sehubungan 

dengan 

kapabilitas, 

intelektualitas, 

dan rekomendasi 

kemampuan 

seseorang. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

3 tahun setelah 

diperbarui. 



22 
 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Hasil psikotes dapat 

diakses oleh pegawai yang 

bersangkutan dan 

pengelola kepegawaian dan 

atasan yang bersangkutan. 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

19.  Dokumen 

pendukung hasil 

psikotes yang 

bertujuan untuk 

pemetaan pegawai, 

Ujian Penyesuaian 

Kenaikan Pangkat 

(UPKP), dan 

kebutuhan 

tertentu lainnya. 

 

Kode Arsip: 

KP1.1.5 – 

Pemetaan Pegawai 

 

 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf I 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Hanya bisa diakses oleh 

pengelola kepegawaian. 

a. Dapat menimbulkan 

kesalahpahaman 

karena 

membutuhkan 

keahlian khusus 

untuk 

menerjemahkan 

dokumen pendukung 

hasil psikotes. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

a. Mencegah 

terjadinya 

kesalahpahaman 

karena 

membutuhkan 

keahlian khusus 

untuk 

menerjemahkan 

dokumen 

pendukung hasil 

psikotes. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

3 tahun setelah 

diperbarui. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

penjelasannya.  

20.  Informasi terkait 

sidang Tim Penilai 

Kinerja, yang 

terdiri dari daftar 

usul, bahan 

sidang, daftar 

hadir, JPM (Job 

Person Match) dan 

berita acara, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.3 – Tim 

Penilai Kinerja 

Jabatan 

 

 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

yang menangani sidang Tim 

Penilai Kinerja. 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

proses baperjakat. 

b. Dapat menimbulkan 

polemik antar 

pegawai. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

proses 

baperjakat. 

b. Mencegah 

timbulnya 

polemik antar 

pegawai. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

6 tahun setelah 

ditetapkan. 

21.  Daftar 

rekomendasi 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

Sesuai dengan 

kebijakan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Inspektorat 

Jenderal atau 

clearance test dan 

rekam jejak, rekam 

jejak digital, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.1 – 

Manajemen Talenta 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

yang menangani 

Baperjakat. 

informasi, misalnya  

untuk  melakukan 

penipuan, intimidasi, 

dan pemerasan 

kepada pegawai. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan, 

intimidasi, dan 

pemerasan 

kepada pegawai. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

22.  Daftar usul 

pengangkatan, 

kenaikan jabatan, 

mutasi, 

pemberhentian, 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

pengangkatan, 

kenaikan jabatan, 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

pengangkatan, 

kenaikan 

3 tahun setelah 

ditetapkan, kecuali 

SK akan dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dan pengangkatan 

kembali pegawai 

dalam jabatan 

fungsional, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.2 – Mutasi 

dan Promosi 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian. 

mutasi, 

pemberhentian dan 

pengangkatan 

kembali dalam 

jabatan fungsional. 

b. Dapat menimbulkan 

polemik antar 

pegawai. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

jabatan, mutasi, 

pemberhentian 

dan 

pengangkatan 

kembali dalam 

jabatan 

fungsional. 

b. Mencegah 

timbulnya 

polemik antar 

pegawai. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 

23.  Keputusan Menteri 

Keuangan/Pimpina

n Unit Eselon I 

mengenai 

pengangkatan, 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4, dan/atau 

angka 5, serta huruf i 

Undang-Undang Nomor 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, untuk 

melakukan 

penipuan, teror, 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

melakukan 

penipuan, teror, 

3 tahun setelah 

ditetapkan, kecuali 

SK akan dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

kenaikan jabatan, 

mutasi, 

pemberhentian, 

dan pengangkatan 

kembali dalam 

jabatan fungsional, 

termasuk salinan 

dan petikannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.2 – Mutasi 

dan Promosi 

 

 

 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

intimidasi, dan/atau 

pemerasan kepada 

pegawai yang 

bersangkutan. 

b. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

proses 

pengangkatan, 

promosi, mutasi, dan 

pemberhentian 

dalam jabatan 

struktural. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

intimidasi, 

dan/atau 

pemerasan 

kepada pegawai 

yang 

bersangkutan. 

b. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

proses 

pengangkatan, 

promosi, mutasi, 

dan 

pemberhentian 

dalam jabatan 

struktural. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang tersebut 

dalam keputusan. 

d. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

 

d. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

24.  Laporan Transaksi 

Keuangan 

Mencurigakan 

(TKM) terkait 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

Sesuai dengan 

kebijakan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dengan proses 

seleksi jabatan, 

mutasi/promosi. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.1 – 

Manajemen Talenta 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

terkait proses seleksi 

jabatan, mutasi/promosi. 

penipuan, intimidasi, 

pemerasan, dan 

mengganggu privasi 

pegawai. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

melakukan 

penipuan, 

intimidasi, 

pemerasan, dan 

mengganggu 

privasi pegawai. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

Kementerian 

Keuangan. 

25.  Informasi dari 

Komisi 

Pemberantas 

Korupsi (KPK), 

Badan Intelijen 

Negara (BIN), dan 

Inspektorat 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan, intimidasi, 

pemerasan, dan 

mengganggu privasi 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya  untuk 

melakukan 

penipuan, 

intimidasi, 

Sesuai dengan 

kebijakan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Jenderal terkait 

proses seleksi 

jabatan 

tertentu/Jabatan 

Pimpinan Tinggi 

(JPT), beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.1 – 

Manajemen Talenta 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

terkait proses seleksi 

jabatan tertentu/ Jabatan 

Pimpinan Tinggi (JPT). 

pegawai. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

pemerasan, dan 

mengganggu 

privasi pegawai. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

26.  Usul penunjukan 

pejabat di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan yang 

menjadi Dewan 

Komisaris/Dewan 

Pengawas pada 

Badan Usaha Milik 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  melakukan 

penipuan. 

b. Dapat menurunkan 

motivasi ASN yang 

semula diusulkan, 

tetapi tidak terpilih 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

3 tahun setelah 

ditetapkan, kecuali 

SK akan dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Negara dan sebagai 

Dewan Pengawas 

pada Badan 

Layanan Umum di 

luar pembinaan 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.2 – Mutasi 

dan Promosi 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Hanya dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian. 

untuk ditetapkan. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

27.  Usul pengaturan 

status, 

perpanjangan 

status, dan 

pengakhiran status 

kepegawaian 

penugasan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) 

Kementerian 

Keuangan pada 

instansi 

pemerintah lainnya 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

a. Dapat menimbulkan 

lingkungan kerja 

yang tidak kondusif 

karena usul masih 

dapat berubah.  

b. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

pengaturan status, 

perpanjangan status, 

dan pengakhiran 

status kepegawaian 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

pengaturan 

status, 

perpanjangan 

status, dan 

pengakhiran 

status 

kepegawaian 

penugasan PNS 

Kemenkeu. 

3 tahun setelah 

ditetapkan, kecuali 

SK akan dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dan di luar instansi 

pemerintah, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.2 – Mutasi 

dan Promosi 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Hanya dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian. 

penugasan PNS 

Kemenkeu. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

28.  Daftar calon talent, 

mentor tetap, dan 

mentor tidak tetap 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.1 – 

Manajemen Talenta 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

a. Dapat menimbulkan 

lingkungan kerja 

yang tidak kondusif 

karena daftar 

calon/usul masih 

dapat berubah.  

b. Dapat menghambat 

pelaksanaan dalam 

penetapan talent dan 

mentor. 

c. Pegawai yang tidak 

a. Mencegah 

timbulnya 

polemik antar 

pegawai. 

b. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

penetapan talent 

dan mentor. 

c. Pegawai yang 

telah 

Sesuai dengan 

kebijakan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Hanya dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian. 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

melaksanakan 

ketentuan Pasal 

44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

29.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai 

pengaturan status, 

perpanjangan 

status, dan 

pengakhiran status 

Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) 

Kementerian 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

3 tahun setelah 

ditetapkan, kecuali 

SK akan dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Keuangan 

ditugaskan pada 

instansi 

pemerintah lainnya 

termasuk salinan 

dan petikannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.2 – Mutasi 

dan Promosi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang tersebut 

dalam KMK. 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

30.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai 

pengaturan status, 

perpanjangan 

status, dan 

pengakhiran status 

Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) 

Kementerian 

Keuangan 

ditugaskan di luar 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

1 tahun setelah 

Keputusan Menteri 

Keuangan 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

instansi 

pemerintah 

termasuk salinan 

dan petikannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya.  

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang tersebut 

dalam KMK. 

31.  Informasi yang 

berkaitan dengan 

proses seleksi 

talent Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.1 – 

Manajemen Talenta 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

penetapan talent. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

penetapan talent. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

Sesuai dengan 

kebijakan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 



37 
 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Hanya dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

terkait. 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

 

32.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai: 

a. Tim Penilai 

Kinerja; 

b. Tim Rekrutmen 

Calon Pegawai 

Negeri Sipil 

(CPNS)/ 

Pegawai 

Pemerintah 

dengan 

Perjanjian Kerja 

(PPPK); 

c. Tim seleksi 

internal 

pemenuhan 

kebutuhan 

pegawai untuk 

a. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i, 

dan  ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan: 

1) upaya intervensi 

atau menjanjikan 

iming-iming 

kepada pejabat 

terkait di dalam 

Tim; dan/atau 

2) penipuan. 

b. Secara tegas 

dinyatakan dalam 

Keputusan Menteri 

Keuangan bahwa 

Keputusan Menteri 

Keuangan dimaksud 

hanya diperuntukan 

bagi pihak-pihak 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

melakukan upaya 

intervensi atau 

menjanjikan 

iming-iming 

kepada pejabat 

terkait di dalam 

Tim. 

b. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

1 tahun setelah 

Keputusan Menteri 

Keuangan 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

jabatan 

administrasi 

dan jabatan 

fungsional,  

d. Tim seleksi 

pengisian 

Jabatan 

Pimpinan 

Tinggi; 

e. Tim seleksi 

penerimaan 

hakim pajak; 

f. Tim seleksi 

komisi 

pengawas 

perpajakan; 

g. Tim seleksi 

dewan 

pengawas/ 

dewan 

komisaris 

internal; dan 

h. Tim seleksi 

atase keuangan,  

beserta salinannya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang tersebut 

dalam KMK. 

yang tersebut dalam 

Keputusan Menteri 

Keuangan. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

33.  Usul pengangkatan 

dan pemberhentian 

Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) pada 

unit organisasi 

non-Eselon, dan 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip:  

1. KP0.5 – 

Penetapan 

Calon Pegawai 

Negeri Sipil 

(CPNS) dan 

Menjadi Pegawai 

Negeri Sipil 

(PNS) 

2. KP6.0 – 

Pemberhentian 

Pegawai dengan 

Hak Pensiun 

3. KP6.1 – 

Pemberhentian 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Hanya dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian  

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

proses pengangkatan 

dan pemberhentian 

pegawai dalam 

organisasi non-

Eselon. 

b. Dapat menimbulkan 

polemik antar 

pegawai. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

proses 

pengangkatan 

dan 

pemberhentian 

pegawai dalam 

organisasi non-

Eselon. 

b. Mencegah 

timbulnya 

polemik antar 

pegawai. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

a. KP0.5: 3 tahun 

setelah 

penciptaan 

arsip. 

b. KP6.0: 1 tahun 

setelah 

penciptaan arsip 

c. KP6.1: 3 tahun 

setelah 

penciptaan 

arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pegawai Tanpa 

Hak Pensiun 

penjelasannya. penjelasannya. 

 

 

34.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai 

pengangkatan dan 

pemberhentian 

Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) pada 

unit organisasi 

non-Eselon 

termasuk salinan 

dan petikannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

pendukungnya  

b. Pasal 17 Huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

proses proses 

pengangkatan dan 

pemberhentian 

pegawai dalam 

organisasi non-

Eselon. 

b. Dapat menimbulkan 

polemik antar 

pegawai. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

proses proses 

pengangkatan 

dan 

pemberhentian 

pegawai dalam 

organisasi non-

Eselon. 

b. Mencegah 

timbulnya 

polemik antar 

pegawai. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

1 tahun setelah 

Keputusan Menteri 

Keuangan 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

penjelasannya. 

d. Pejabat 

pemerintah yang 

telah 

melaksanakan 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pihak-pihak yang tersebut 

dalam KMK. 

35.  Usul 

pengangkatan/ 

penunjukan 

perwakilan 

Kementerian 

Keuangan, dan 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.1 – 

Manajemen Talenta 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Hanya dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian  

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

proses 

pengangkatan/penu

njukan perwakilan 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Dapat menimbulkan 

polemik antar 

pegawai. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

proses 

pengangkatan/ 

penunjukan 

perwakilan 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Mencegah 

timbulnya 

polemik antar 

pegawai. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

Sesuai dengan 

kebijakan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

36.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai 

pengangkatan/ 

penunjukan 

Perwakilan 

Kementerian 

Keuangan 

termasuk salinan 

dan petikannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya.  

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan proses 

pengangkatan/ 

penunjukan 

perwakilan 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Dapat menimbulkan 

polemik antar 

pegawai. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Pejabat pemerintah 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

proses 

pengangkatan/ 

penunjukan 

perwakilan 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Mencegah 

timbulnya 

polemik antar 

pegawai. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pejabat 

pemerintah 

1 tahun setelah 

Keputusan Menteri 

Keuangan 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang tersebut 

dalam KMK. 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

37.  Usul lowongan a. Pasal 17 huruf i a. Dapat menimbulkan a. Mencegah 5 tahun setelah 



45 
 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

jabatan dalam 

rangka seleksi 

internal 

pemenuhan 

kebutuhan pegawai 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya.  

 

Kode Arsip: KP0.0 – 

Pengelolaan 

Kebutuhan 

Pegawai 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Hanya dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian  

polemik antar 

pegawai. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

timbulnya 

polemik antar 

pegawai. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

tahun anggaran. 

38.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai 

pemberhentian 

sebagai Calon 

Pegawai Negeri 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya untuk 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau satu 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau 

1 tahun setelah 

Keputusan Menteri 

Keuangan 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Sipil 

(CPNS)/Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) 

yang terkait 

dengan kasus 

pidana termasuk 

salinan dan 

petikannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

 

 

 

dokumen pendukung 

berupa naskah dinas. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

pihak tertentu, 

meraih keuntungan 

pribadi, dan 

mengganggu privasi 

seseorang. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

satu pihak 

tertentu, meraih 

keuntungan 

pribadi, dan 

mengganggu 

privasi seseorang. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

pihak-pihak terkait lainnya, 

misalnya pengelola 

keuangan, serta hanya 

diperuntukan bagi pihak-

pihak yang tersebut dalam 

KMK. 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

39.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai izin 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, dan/atau 

angka 3, serta huruf i 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

1 tahun setelah 

Keputusan Menteri 

Keuangan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

perceraian 

termasuk salinan 

dan petikannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya untuk 

dokumen pendukung. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau satu 

pihak tertentu. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau 

satu pihak 

tertentu. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

pihak-pihak terkait lainnya, 

misalnya pengelola 

keuangan, serta hanya 

diperuntukan bagi pihak-

pihak yang tersebut dalam 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

KMK. 

40.  Surat keterangan 

melakukan 

perceraian, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.2 – Mutasi 

dan Promosi 

 

 

 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, dan/atau 

angka 3, serta huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

terkait dan pegawai yang 

bersangkutan. 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau satu 

pihak tertentu. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau 

satu pihak 

tertentu. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

3 tahun setelah 

ditetapkan, kecuali 

SK dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

41.  Rekaman dan/atau 

transkrip pada: 

a. seleksi 

rekrutmen 

Calon Pegawai 

Negeri Sipil 

(CPNS)/ 

Pegawai 

Pemerintah 

dengan 

Perjanjian Kerja 

(PPPK); 

b. seleksi internal 

pemenuhan 

kebutuhan 

pegawai untuk 

jabatan 

administrasi 

dan jabatan 

fungsional; 

c. seleksi 

pengisian 

Jabatan 

Pimpinan 

Tinggi; 

d. seleksi 

penerimaan 

Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik beserta 

penjelasannya juncto Pasal 

79 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

 

 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

mengganggu privasi 

peserta seleksi. 

b. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  melakukan 

penipuan. 

c. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

mengganggu 

privasi peserta 

seleksi. 

b. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi 

misalnya 

melakukan 

penipuan. 

c. Melindungi data 

perseorangan 

sebagaimana 

diatur dalam 

Pasal 58 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan. 

4 tahun setelah 

pengangkatan  

PNS. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

hakim pajak; 

e. seleksi komisi 

pengawas 

perpajakan; 

f. seleksi dewan 

pengawas/ 

dewan 

komisaris 

internal; dan  

g. seleksi atase 

keuangan. 

 

Kode Arsip: KP0.3 – 

Rekrutmen SDM 

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

42.  Usul Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) 

Kemenkeu yang 

pindah ke instansi 

lain, antar unit 

eselon I 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.2 – Mutasi 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

a. Dapat menimbulkan 

lingkungan kerja 

yang tidak kondusif 

karena usul masih 

dapat berubah. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

a. Mencegah 

timbulnya 

polemik antar 

pegawai. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

3 tahun setelah 

ditetapkan, kecuali 

SK dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan.. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dan Promosi dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Hanya dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

terkait. 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

 

beserta 

penjelasannya. 

 

43.  Usul Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) 

Kemenkeu 

mengikuti seleksi 

terbuka pada 

Kementerian/ 

Lembaga/ 

Pemerintah 

Daerah/Instansi 

Lainnya, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: KP2.0 – 

Pengembangan 

Karier 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

a. Dapat menimbulkan 

polemik antar 

pegawai. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Mencegah 

timbulnya 

polemik antar 

pegawai. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

Sesuai dengan 

kebijakan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Hanya dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian. 

 

 

44.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai: 

a. pemindahan 

Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) 

Pelaksana antar 

unit eselon I di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan; dan 

b. pemberhentian 

dengan hormat 

sebagai pegawai 

Kementerian 

Keuangan, 

termasuk salinan 

dan dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan.  

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

1 tahun setelah 

Keputusan Menteri 

Keuangan 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang tersebut 

dalam KMK. 

45.  Usul pengangkatan 

Tenaga Ahli 

dan/atau Staf 

Khusus Menteri 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.2 – Mutasi 

dan Promosi 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

pengangkatan 

Tenaga Ahli 

dan/atau Staf 

Khusus Menteri 

Keuangan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

pengangkatan 

Tenaga Ahli 

dan/atau Staf 

Khusus Menteri 

Keuangan. 

b. Pegawai  

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

3 tahun setelah 

ditetapkan, kecuali 

SK dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan.. 

46.  Materi yang a. Pasal 17 huruf b dan a. Dapat terjadi a. Mencegah Sesuai dengan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

digunakan sebagai 

alat ukur dalam 

proses penilaian 

pada assessment 

center Kementerian 

Keuangan, yang 

diperoleh dari 

pihak ketiga dan 

pihak internal. 

 

Kode Arsip: 

KP1.0.1 –  

Assessment 

Sumber Daya 

Manusia 

 

 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses pengelola 

kepegawaian terkait dan 

pengelola Assessment 

Center dan JF Assessor 

SDM Aparatur di 

lingkungan Kementerian 

Keuangan. 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk memanipulasi 

jawaban dalam 

proses assessment. 

b. Dapat melanggar 

hak atas kekayaan 

intelektual. Pegawai 

yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

terjadinya 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memanipulasi 

jawaban dalam 

proses 

assessment. 

b. Mencegah 

timbulnya 

pelanggaran atas 

hak atas 

kekayaan 

intelektual. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

kebijakan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

47.  Keputusan Menteri a. Pasal 17 huruf i a. Dapat terjadi a. Mencegah 1 tahun setelah 



58 
 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Keuangan 

mengenai 

pemberhentian 

sementara Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) 

apabila ditahan 

karena menjadi 

tersangka tindak 

pidana, termasuk 

salinan dan 

petikannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

penyalahgunaan 

informasi, untuk 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau satu 

pihak tertentu. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau 

satu pihak 

tertentu. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Keputusan Menteri 

Keuangan 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian atau 

ahli waris PNS 

bersangkutan, dan petikan 

KMK diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang tersebut 

dalam KMK. 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

48.  Keputusan Menteri a. Pasal 17 huruf i a. Dapat terjadi a. Mencegah 1 tahun setelah 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Keuangan 

mengenai 

pemberhentian 

Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) karena 

tidak lapor setelah 

Cuti di Luar 

Tanggungan 

Negara (CLTN) dan 

salinannya, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

penyalahgunaan 

informasi untuk  

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau satu 

pihak tertentu. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau 

satu pihak 

tertentu. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Keputusan Menteri 

Keuangan 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang tersebut 

dalam KMK. 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

49.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 3, 

dan/atau angka 5, serta 

a. Dapat mengganggu 

privasi pegawai yang 

bersangkutan. 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

data dan/atau 

1 tahun setelah 

Keputusan Menteri 

Keuangan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pemberhentian 

dengan hormat 

atas permintaan 

sendiri dan salinan 

atau tembusannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

 

 

 

 

 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

informasi untuk 

mengganggu 

mengganggu 

privasi pegawai 

yang 

bersangkutan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang tersebut 

dalam KMK. 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

50.  Penetapan sanksi 

kode etik dan kode 

perilaku oleh 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4, dan atau angka 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

3 tahun anggaran, 

kecuali BAP dan 

SK dinilai kembali 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

atasan langsung 

atau pejabat yang 

berwenang berupa: 

a. berita acara 

dialog 

penguatan kode 

etik dan kode 

perilaku, 

dan/atau 

b. keputusan 

pengenaan 

sanksi moral; 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: KP3.1 – 

Sanksi/Hukuman 

Disiplin Pegawai 

5, serta  huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

memperlemah 

kewibawaan, 

melakukan 

intimidasi dan 

pemerasan kepada 

pegawai yang 

dikenakan sanksi 

kode etik dan kode 

perilaku. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

memperlemah 

kewibawaan, 

melakukan 

intimidasi dan 

pemerasan 

kepada pegawai 

yang dikenakan 

sanksi kode etik 

dan kode 

perilaku. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

51.  Laporan terkait 

penjatuhan 

hukuman disiplin 

dan pengenaan 

sanksi kode etik, 

yaitu: 

a. Laporan Hasil 

Pemeriksaan 

(LHP) 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya, untuk 

dokumen 

pendukungnya. 

b. Pasal 17 huruf j 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau satu 

pihak tertentu. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau 

satu pihak 

tertentu. 

b. Pegawai terhindar 

1 tahun anggaran, 

kecuali SK akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pelanggaran 

Hukuman 

Disiplin; 

b. Laporan Hasil 

Penelitian 

terkait 

pelanggaran 

Kode Etik dan 

Kode Perilaku; 

dan 

c. Laporan Hasil 

Sidang Majelis 

Kode Etik dan 

Kode Perilaku; 

beserta dokumen 

pendukung 

lainnya. 

 

Kode Arsip: KP3.1- 

Sanksi/Hukuman 

Disiplin Pegawai 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

52.  Keputusan Menteri 

Keuangan yang 

diterbitkan 

berdasarkan 

Peraturan 

Pemerintah Nomor 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya (untuk 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau satu 

a. Mencegah 

informasi untuk 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau 

satu pihak 

1 tahun setelah 

ada perubahan 

dan dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

11 Tahun 2017 

tentang 

Manajemen 

Pegawai Negeri 

Sipil (PNS), 

mengenai: 

a. pemberhentian 

dengan hormat 

(Pasal 249 ayat 

(3), 254 ayat 

(4)); 

b. pemberhentian 

dengan hormat 

tidak atas 

permintaan 

sendiri sebagai 

PNS (Pasal 251, 

258, 259 ayat 

(2)) atau 

c. pemberhentian 

tidak dengan 

hormat (Pasal 

250, 255 ayat 

(4)), 

dan salinannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

dokumen 

pendukungnya). 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

h dan huruf i, serta 

ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

pihak tertentu. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

tertentu. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

 

 

 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang tersebut 

dalam KMK, serta 

Inspektorat Jenderal. 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

53.  Keputusan 

mengenai 

keberatan atas 

penjatuhan 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4, dan/atau 

angka 5,  serta huruf i 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi untuk  

memperlemah 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memperlemah 

1 tahun anggaran, 

kecuali SK akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

hukuman disiplin 

kepada Pegawai 

Negeri Sipil di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan dan 

salinannya, beserta 

dokumen 

pendukungnya.  

 

Kode Arsip: KP3.1 – 

Sanksi/Hukuman 

Disiplin Pegawai 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya, untuk 

dokumen 

pendukungnya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

h dan huruf i, serta 

ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

kewibawaan 

seseorang atau satu 

pihak tertentu. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

kewibawaan 

seseorang atau 

satu pihak 

tertentu. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang tersebut 

dalam keputusan, serta 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Inspektorat Jenderal. 

54.  Dosir Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) 

dan Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) 

Kementerian 

Keuangan, staf 

khusus/tenaga 

ahli, serta PNS 

yang ditugaskan 

pada instansi 

pemerintah dan di 

luar instansi 

pemerintah. 

 

Kode Arsip: KP7 – 

Berkas 

Perseorangan 

 

  

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 4, dan/atau 

angka 5 Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh pegawai 

yang bersangkutan, BKN, 

Setkab, Setneg dan 

pengelola kepegawaian 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

melakukan 

penipuan, teror, 

intimidasi, dan 

pemerasan kepada 

pegawai yang 

bersangkutan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

melakukan 

penipuan, teror, 

intimidasi, dan 

pemerasan 

kepada pegawai 

yang 

bersangkutan. 

b. Melindungi 

privasi pegawai 

yang 

bersangkutan. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

3 tahun setelah 

berhenti/pensiun, 

kecuali Pejabat 

Eselon I dan 

Pejabat lain yang 

secara individual 

ditentukan oleh 

instansi dan PNS 

yang 

berjasa/terlibat 

peristiwa berskala 

nasional. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

terkait. 

55.  Keputusan 

pimpinan unit 

eselon I di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan 

mengenai 

izin/penolakan 

untuk masuk 

bekerja selama 

menjalani proses 

banding 

administratif dan 

salinannya, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

 

 

 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4, dan/atau 

angka 5, serta huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau satu 

pihak tertentu dan 

kredibilitas institusi.  

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau 

satu pihak 

tertentu dan 

kredibilitas 

institusi. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

1 tahun setelah 

izin/penolakan 

untuk masuk 

bekerja dicabut, 

kecuali SK akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pihak-pihak yang tersebut 

dalam keputusan. 

56.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai 

izin/penolakan 

untuk beristri lebih 

dari satu orang 

dan salinannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

 

 

 

 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, dan/atau 

angka 3, serta huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i dan ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau satu 

pihak tertentu. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau 

satu pihak 

tertentu. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

1 tahun setelah 

izin/penolakan 

untuk beristri lebih 

dari satu orang 

dicabut, kecuali SK 

akan dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pihak-pihak yang tersebut 

dalam KMK. 

57.  Rencana formasi 

Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 

Kementerian 

Keuangan yang 

meliputi formasi 

Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) 

dan formasi 

Pegawai 

Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja 

(PPPK), beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: KP0.0 – 

Pengelolaan 

Kebutuhan 

Pegawai 

 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

panitia rekrutmen. 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi  untuk 

melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

5 tahun anggaran 

setelah kegiatan 

selesai 

dilaksanakan.  

58.  Keputusan Menteri 

Pendayagunaan 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

5 tahun anggaran 

setelah kegiatan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Aparatur Negara 

dan Reformasi 

Birokrasi (PAN-RB) 

mengenai Formasi 

Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 

Kementerian 

Keuangan yang 

meliputi formasi 

Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) 

dan formasi 

Pegawai 

Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja 

(PPPK). 

 

Kode Arsip: KP0.0 – 

Pengelolaan 

Kebutuhan 

Pegawai 

 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

selesai 

dilaksanakan.  
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya.  

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

panitia rekrutmen. 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

59.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai 

pengangkatan 

direksi/komisaris 

Badan Usaha Milik 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4, dan/atau 

angka 5, serta huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan dan 

pemerasan. 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan dan 

1 tahun setelah 

direksi/komisaris 

tidak lagi 

menjabat, kecuali 

SK akan dinilai 

kembali oleh unit 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Negara 

(BUMN)/lembaga 

di bawah 

Kementerian 

Keuangan atau 

perusahaan yang 

sahamnya dimiliki 

oleh Kementerian 

Keuangan, dan 

Dewan Pengawas 

pada Badan 

Layanan Umum, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

 

 

 

 

 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

b. Dapat menurunkan 

motivasi ASN yang 

semula diusulkan, 

tetapi tidak terpilih 

untuk ditetapkan. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

pemerasan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang tersebut 

dalam KMK. 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

60.  Surat izin 

mengikuti seleksi 

beasiswa mandiri 

dan Surat Tugas 

Belajar, beserta 

a. Pasal 17 huruf h angka 

2, angka 4, dan/atau 

angka 5 Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  melakukan 

penipuan dan 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

3 tahun anggaran 

setelah kegiatan 

selesai 

dilaksanakan.  
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dokumen 

pendukungnya 

sesuai dengan 

Pasal 5 angka 1 

Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 

18/PMK.01/2009 

tentang Tugas 

Belajar.  

 

Kode Arsip: 

KP1.0.3 – 

Pendidikan 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

terkait, pegawai yang 

bersangkutan dan pihak 

yang berkepentingan. 

pemerasan. penipuan dan 

pemerasan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

61.  Pengumuman 

penempatan calon 

pegawai hasil 

rekrutmen 

Aparatur Sipil 

a. Pasal 17 huruf h angka 

5 dan huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan. 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

4 tahun setelah 

semua diangkat 

PNS. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Negara (ASN) 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: KP0.0 – 

Pengelolaan 

Kebutuhan 

Pegawai 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

angka 5 dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Merupakan informasi yang 

dapat diakses oleh calon 

pegawai sampai dengan 

tanggal pengangkatan 

sebagai CPNS. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

penipuan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

62.  Usul Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) 

Kementerian/ 

Lembaga lain atau 

Pemerintahan 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4, dan/atau 

angka 5, serta huruf i 

Undang-Undang Nomor 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  melakukan 

penipuan. 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

3 tahun setelah SK 

ditetapkan, kecuali 

Nota dan SK 

masuk berkas 

perseorangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Daerah yang 

sedang dalam 

proses pindah ke 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP0.3.1 -Pegawai 

Pindah Instansi 

masuk/keluar 

Kementerian 

Keuangan 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

penipuan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

63.  Surat izin 

mengikuti 

pendidikan di luar 

kedinasan, beserta 

dokumen 

pendukungnya 

sesuai dengan 

Pasal 5 angka 3 

Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 

148/PMK.01/2012 

a. Pasal 17 huruf h angka 

2, angka 4 dan/atau 

angka 5, serta huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan dan 

pemerasan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan dan 

pemerasan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

3 tahun setelah 

berhenti/pensiun, 

kecuali Pejabat 

Eselon I dan 

Pejabat lain yang 

secara individual 

ditentukan oleh 

instansi dan PNS 

yang 

berjasa/terlibat 

peristiwa berskala 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

tentang Izin 

Mengikuti 

Pendidikan Di Luar 

Kedinasan untuk 

Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode Arsip: 

KP1.0.3 – 

Pendidikan 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

terkait, pegawai yang 

bersangkutan dan pihak 

yang berkepentingan. 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

 

nasional. 

64.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai kenaikan 

pangkat pegawai di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan 

termasuk salinan 

dan petikannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

a. Pasal 17 huruf h angka 

3 dan/atau angka 5, 

serta huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

3 tahun setelah 

berhenti/pensiun, 

kecuali Pejabat 

Eselon I dan 

Pejabat lain yang 

secara individual 

ditentukan oleh 

instansi dan PNS 

yang 

berjasa/terlibat 

peristiwa berskala 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

 

 

 

 

 

 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

nasional. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

terkait dan hanya 

diperuntukan bagi pihak-

pihak yang tersebut dalam 

KMK. 

65.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai 

penetapan talent di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat menurunkan 

motivasi pegawai 

lain yang diusulkan 

namun tidak masuk 

ke dalam talent. 

b. Dapat menimbulkan 

polemik antar 

pegawai. 

c. Dapat menimbulkan 

lingkungan kerja 

a. Mencegah 

timbulnya 

polemik antar 

pegawai. 

b. Mencegah 

timbulnya 

lingkungan kerja 

yang tidak 

kondusif. 

c. Pegawai terhindar 

Sesuai dengan 

kebijakan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

 

 

 

 

 

 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

yang tidak kondusif. 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

e. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Hanya dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

terkait. 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

66.  Informasi di dalam 

Surat Perjanjian 

Tugas Belajar, 

beserta dokumen 

pendukungnya 

sesuai dengan 

Pasal 11 huruf a 

Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 

18/PMK.01/2009 

tentang Tugas 

Belajar. 

 

Kode Arsip: 

a. Pasal 17 huruf h angka 

2, angka 4, dan/atau 

angka 5 Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan dan 

pemerasan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan dan 

pemerasan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

3 tahun setelah 

berhenti/pensiun, 

kecuali Pejabat 

Eselon I dan 

Pejabat lain yang 

secara individual 

ditentukan oleh 

instansi dan PNS 

yang 

berjasa/terlibat 

peristiwa berskala 

nasional. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

KP1.0.3 – 

Pendidikan 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

terkait, pegawai yang 

bersangkutan dan pihak 

yang berkepentingan. 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

67.  Dokumen soal Uji 

Kompetensi 

Manajerial secara 

online dan 

dokumen soal Uji 

Kompetensi Sosial 

Kultural secara 

online. 

 

Kode Arsip: 

KP1.0.4 – Pelatihan 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf i Undang 

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j Undang 

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk 

menyebarluaskan 

soal uji kompetensi, 

sehingga terdapat 

kemungkinan hasil 

uji kompetensi tidak 

sesuai dengan 

kemampuan dan 

kompetensi peserta. 

b. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

a. Melindungi 

keabsahan soal 

uji kompetensi. 

b. Mencegah 

penyalahgunaan 

dokumen 

dan/atau 

informasi untuk 

memperoleh 

keuntungan 

pribadi 

atau pihak 

tertentu. 

c. Melindungi hak 

5 tahun setelah 

kegiatan selesai 

dilaksanakan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 40 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Hanya dapat diakses oleh 

Pengelola Kepegawaian 

Pusat (Biro SDM) di 

lingkungan 

Kementerian Keuangan. 

informasi, misalnya 

untuk memperoleh 

keuntungan pribadi 

atau pihak tertentu. 

c. Dapat melanggar 

hak atas kekayaan 

intelektual (hak 

cipta). 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

atas kekayaan 

intelektual (hak 

cipta). 

d. Pegawai 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

68.  Dokumen hasil Uji 

Kompetensi 

Manajerial secara 

online dan 

a. Pasal 17 huruf h angka 

4 dan huruf i Undang 

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memanipulasi 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

memanipulasi 

5 tahun setelah 

kegiatan selesai 

dilaksanakan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dokumen hasil Uji 

Kompetensi Sosial 

Kultural secara 

online 

 

Kode Arsip: 

KP1.0.4 – Pelatihan 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j Undang 

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

1. Adapun yang dimaksud 

dengan Dokumen Hasil 

Uji Kompetensi adalah 

Level Kompetensi, Nilai 

Job Person Match (JPM) 

dan Data Kesenjangan 

(gap) Kompetensi 

pegawai; 

2. Dokumen hanya dapat 

diakses oleh: (a). 

hasil Uji Kompetensi, 

dan/atau 

memperoleh 

keuntungan pribadi 

dan/atau kelompok. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

hasil Uji 

Kompetensi. 

b. Melindungi 

kebijakan terkait 

penggunaan 

hasil Uji 

Kompetensi 

untuk 

pengelolaan 

Sumber Daya 

Manusia. 

c. Pegawai 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pegawai dan Atasan 

Langsung yang 

bersangkutan, Pengelola 

Kepegawaian 

Pusat (Biro SDM) dan 

Pengelola Kepegawaian 

Unit Eselon I di 

lingkungan 

Kementerian Keuangan 

untuk Level  

Kompetensi, Nilai Job 

Person Match (JPM) dan 

Data Gap Kompetensi 

pegawai, (b), Unit 

Pengelola Diklat untuk 

Level Kompetensi dan 

Data Gap Kompetensi. 

69.  Hasil Feedback 

Assessment Center, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP1.0.1 – 

Assessment 

Sumber Daya 

Manusia 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk melakukan 

intimidasi dan 

mengganggu privasi 

seseorang. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

intimidasi dan 

mengganggu 

privasi seseorang. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

3 tahun setelah SK 

ditetapkan, kecuali 

SK masuk berkas 

perseorangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses pengelola 

kepegawaian terkait di 

lingkungan Kementerian 

Keuangan. 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

70.  Laporan 

pelaksanaan 

rekrutmen Calon 

Pegawai Negeri 

Sipil (CPNS)/ 

Pegawai 

Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja 

(PPPK) Kemenkeu. 

 

Kode Arsip: KP0.3 – 

Rekrutmen SDM 

 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk  melakukan 

penipuan kepada 

Calon Aparatur Sipil 

Negara (CASN). 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, untuk 

melakukan 

penipuan kepada 

Calon Aparatur Sipil 

Negara (CASN). 

 

4 tahun setelah 

semua diangkat 

PNS. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

71.  Laporan 

pelaksanaan 

seleksi penerimaan 

Hakim Pengadilan 

Pajak. 

 

Kode Arsip: KP0.3 – 

Rekrutmen SDM 

 

 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta (2) 

Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  melakukan 

penipuan kepada 

calon Hakim 

Pengadilan Pajak. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan kepada 

calon Hakim 

Pengadilan Pajak. 

b. Pegawai  

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

4 tahun setelah 

semua diangkat 

PNS. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

 

72.  Usul Penerimaan 

Mahasiswa Baru 

(PMB) Politeknik 

Keuangan Negara 

STAN (PKN-STAN), 

Izin Prinsip PMB 

PKN-STAN, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: KP0.0 – 

Pengelolaan 

Kebutuhan 

Pegawai 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

panitia PMB PKN STAN. 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk penipuan 

kepada calon 

mahasiswa PKN 

STAN. 

b. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan mengenai 

penerimaan 

mahasiswa baru PKN 

STAN. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

penipuan kepada 

calon mahasiswa 

PKN STAN. 

b. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan 

mengenai 

penerimaan 

mahasiswa baru 

PKN STAN. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

5 tahun anggaran 

setelah kegiatan 

selesai 

dilaksanakan.   
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

73.  Permintaan alokasi 

lulusan Politeknik 

Keuangan Negara 

STAN (PKN STAN) 

dari Kementerian/ 

Lembaga/ 

Pemerintah Daerah 

(K/L/Pemda) lain 

dan Surat Alokasi 

ke K/L/Pemda 

lain. 

 

Kode Arsip: KP0.0 – 

Pengelolaan 

Kebutuhan 

Pegawai 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

Kementerian Keuangan, 

K/L/Pemda lain terkait, 

dan pengelola kepegawaian 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  untuk 

penipuan kepada 

lulusan PKN STAN. 

b. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan 

penempatan lulusan 

PKN STAN. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

penipuan kepada 

lulusan PKN 

STAN. 

b. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan 

penempatan 

lulusan PKN 

STAN. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

5 tahun anggaran 

setelah kegiatan 

selesai 

dilaksanakan.  
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

terkait pada Kementerian 

PAN-RB. 

74.  Lampiran nota 

kesepahaman 

terkait penempatan 

lulusan Politeknik 

Keuangan Negara 

STAN (PKN STAN) 

di Luar 

Kementerian 

Keuangan 

dan/atau surat 

rahasia alokasi 

Lulusan PKN STAN 

di Luar 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode Arsip: KP0.0 – 

Pengelolaan 

Kebutuhan 

Pegawai 

 

 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4 dan/atau angka 

5, serta huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan kepada 

lulusan PKN STAN.  

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan kepada 

lulusan PKN 

STAN. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

Sesuai dengan 

kebijakan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kementerian Keuangan, 

pengelola kepegawaian 

K/L/Pemda lain terkait, 

pengelola kepegawaian 

terkait pada Kementerian 

PAN-RB, dan lulusan PKN 

STAN yang bersangkutan. 

75.  Usul penugasan 

pejabat 

Kementerian 

Keuangan sebagai 

Dewan Komisaris/ 

Dewan Pengawas 

pada Badan Usaha 

Milik Negara dan 

sebagai Dewan 

Pengawas pada 

Badan Layanan 

Umum di 

Lingkungan 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.2 – Mutasi 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan terkait 

penugasan pejabat 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan terkait 

penugasan 

pejabat 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

3 tahun setelah SK 

ditetapkan, kecuali 

SK masuk berkas 

perseorangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dan Promosi Hanya diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

76.  Hasil 

pengembangan 

setiap talent di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.1 – 

Manajemen Talenta 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan terkait 

pengembangan 

talent. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan terkait 

pengembangan 

talent. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

Sesuai dengan 

kebijakan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

77.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai roadmap 

perencanaan 

Sumber Daya 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan karena 

adanya 

pengungkapan 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan terkait 

perencanaan 

Sumber Daya 

1 tahun setelah SK 

dicabut, kecuali SK 

akan dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Manusia (SDM) 

termasuk kertas 

kerja perencanaan 

SDM, data e-

formasi, dan 

formasi pegawai 

pada unit eselon I, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

secara prematur. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif  ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Manusia. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah yang 

telah 

melaksanakan 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

78.  Soal seleksi a. Pasal 17 huruf i a. Dapat terjadi a. Mencegah 5 tahun anggaran 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

rekrutmen pegawai 

Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) yang 

berasal dari 

instansi lain, 

beserta kunci 

jawaban. 

 

Kode Arsip: 

KP0.3.1 Pegawai 

Pindah Instansi 

masuk/keluar 

Kementerian 

Keuangan 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

setelah kegiatan 

selesai 

dilaksanakan. 

79.  Hasil seleksi 

rekrutmen pegawai 

Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) yang 

berasal dari 

instansi lain, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

a. Pasal 17 huruf h angka 

4 dan huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan.  

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

a. Melindungi hasil 

evaluasi 

sehubungan 

dengan 

kapabilitas, 

intelektualitas, 

dan rekomendasi 

kemampuan 

seseorang. 

3 tahun setelah SK 

ditetapkan, kecuali 

Nota dan SK 

masuk berkas 

perseorangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kode Arsip: 

KP0.3.1 Pegawai 

Pindah Instansi 

masuk/keluar 

Kementerian 

Keuangan 

 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i serta ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

b. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

80.  Surat perjanjian 

ikatan dinas 

lulusan program 

Diploma Politeknik 

Keuangan Negara 

STAN (PKN-STAN) 

bagi Calon Pegawai 

Negeri Sipil 

Kementerian 

Keuangan. 

a. Pasal 17 huruf h angka 

5 dan huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  mengganggu 

privasi seseorang. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

a. Melindungi 

rahasia pribadi 

pegawai. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

3 tahun setelah 

berhenti/pensiun, 

kecuali Pejabat 

Eselon I dan 

Pejabat lain yang 

secara individual 

ditentukan oleh 

instansi dan PNS 

yang berjasa/ 

terlibat peristiwa 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

Kode Arsip: KP0.3 – 

Rekrutmen SDM 

 

 

 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

masing-masing pihak 

dalam perjanjian. 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

berskala nasional. 

81.  Surat perjanjian 

penyerahan dan 

penyimpanan 

ijazah peserta lulus 

rekrutmen Calon 

Pegawai Negeri 

Sipil Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: KP0.3 – 

a. Pasal 17 huruf h angka 

4/atau angka 5, serta 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

a. Melindungi 

rahasia pribadi 

pegawai. 

b. Melindungi hasil 

evaluasi 

sehubungan 

dengan 

kapabilitas, 

intelektualitas, 

dan rekomendasi 

kemampuan 

seseorang. 

4 tahun setelah 

semua diangkat 

PNS. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Rekrutmen SDM 

 

 

 

 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

masing-masing pihak 

dalam perjanjian. 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

82.  Biodata pegawai 

non-Pegawai Negeri 

Sipil (non-PNS) di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode Arsip: KP0.3 – 

Rekrutmen SDM 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2 dan/atau 

angka 5 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf  j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk melakukan 

penipuan, teror, 

intimidasi, dan 

pemerasan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

a. Mencegah 

terjadinya 

penyalahgunaan, 

misalnya  untuk 

melakukan 

penipuan, teror, 

intimidasi, dan 

pemerasan. 

b. Pegawai  

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 

4 tahun setelah 

semua diangkat 

PNS. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

83.  Dosir pegawai non 

Pegawai Negeri 

Sipil (non PNS) di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode Arsip: KP7 – 

Berkas 

Perseorangan 

 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 4, 

dan/atau angka 5 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya.  

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

dosir pegawai non 

PNS di lingkungan 

Kementerian 

Keuangan, misalnya 

untuk  melakukan 

penipuan, teror, 

intimidasi, dan 

pemerasan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

dosir pegawai 

non PNS di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan, teror, 

intimidasi, dan 

pemerasan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

3 tahun setelah 

berhenti/pensiun, 

kecuali Pejabat 

Eselon I dan 

Pejabat lain yang 

secara individual 

ditentukan oleh 

instansi dan PNS 

yang 

berjasa/terlibat 

peristiwa berskala 

nasional. 



108 
 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Melindungi data 

perseorangan 

sebagaimana 

diatur dalam 

Pasal 58 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

84.  Rencana formasi 

kebutuhan pegawai 

di lingkungan 

Lembaga National 

Single Window, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: KP0.0 – 

Pengelolaan 

Kebutuhan 

Pegawai 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

  

5 tahun anggaran 

setelah tanggal 

penciptaan arsip. 

85.  Tata cara penilaian 

pada setiap 

tahapan dari 

seleksi rekrutmen 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  melakukan 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi 

misalnya untuk 

5 tahun anggaran 

setelah tanggal 

penciptaan arsip, 

kecuali nota akan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

non Pegawai Negeri 

Sipil (non PNS).  

 

Kode Arsip: KP0.3 – 

Rekrutmen SDM 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

penipuan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

86.  Hasil pada setiap 

tahapan dari 

seleksi rekrutmen 

non Pegawai Negeri 

Sipil (non PNS), 

beserta dokumen 

pendukungnya.  

 

Kode Arsip: KP0.3 – 

Rekrutmen SDM 

a. Pasal 17 huruf h angka 

2, angka 4, dan/atau 

angka 5, serta huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

5 tahun anggaran 

setelah kegiatan 

selesai 

dilaksanakan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

87.  Data dan Informasi 

mengenai 

pemutusan 

hubungan kerja 

pegawai non 

Pegawai Negeri 

Sipil (non PNS), 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip:  

a. KP6.0 – 

Pemberhentian 

Pegawai 

dengan Hak 

Pensiun /  

b. KP6.1 – 

Pemberhentian 

Pegawai Tanpa 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 3, 

dan/atau angka 5, serta 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi oleh pihak 

yang tidak 

bertanggung jawab 

untuk mengganggu 

privasi pegawai non 

PNS. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

a. Melindungi 

informasi pribadi 

pegawai non PNS 

yang 

bersangkutan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

3 tahun setelah SK 

ditetapkan, kecuali 

SK masuk berkas 

perseorangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Hak Pensiun 

 

beserta penjelasannya. 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

88.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai 

pemberhentian 

Calon Pegawai 

Negeri Sipil/ 

Pegawai Negeri 

Sipil dan 

salinannya atau 

tembusannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

 

 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4 dan/atau 

angka 5, serta huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya, untuk 

dokumen 

pendukungnya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk meraih 

keuntungan pribadi, 

dan memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau satu 

pihak tertentu. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya  untuk 

meraih 

keuntungan 

pribadi, dan 

memperlemah 

kewibawaan 

seseorang atau 

satu pihak 

tertentu. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

1 tahun setelah SK 

dicabut, kecuali SK 

akan dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan.  
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang tersebut 

dalam KMK, serta 

Inspektorat Jenderal. 

89.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai kenaikan 

pangkat 

pengabdian/ 

anumerta, 

pemberhentian 

Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dan 

pemberian pensiun 

PNS serta 

janda/dudanya 

termasuk petikan 

atau tembusannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 3, 

dan/atau angka 5, serta 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  mengganggu 

privasi PNS atau 

keluarga PNS yang 

bersangkutan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya  untuk 

mengganggu 

privasi PNS atau 

keluarga PNS 

yang 

bersangkutan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

1 tahun setelah SK 

dicabut, kecuali SK 

akan dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan.  
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Hukum 

 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang tersebut 

dalam KMK serta ahli 

waris. 

90.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai 

penetapan tewas 

bagi pegawai di 

lingkungan 

kementerian 

keuangan yang 

memenuhi kriteria 

tewas dan salinan 

atau tembusannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 3, 

dan/atau angka 5, serta 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk mengganggu 

privasi PNS atau 

keluarga PNS yang 

bersangkutan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya  untuk 

mengganggu 

privasi PNS atau 

keluarga PNS 

yang 

bersangkutan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

3 tahun setelah SK 

ditetapkan, kecuali 

SK masuk berkas 

perseorangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang tersebut 

dalam KMK serta ahli 

waris. 

91.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai masa 

persiapan pensiun 

dan salinan atau 

tembusannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 3, 

dan/atau angka 5, serta 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk mengganggu 

privasi PNS yang 

bersangkutan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya  untuk 

mengganggu 

privasi PNS yang 

bersangkutan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

1 tahun setelah SK 

dicabut, kecuali SK 

akan dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang tersebut 

dalam KMK serta ahli 

waris. 

92.  Informasi 

mengenai gaji, 

tunjangan, 

honorarium, dan 

penghasilan 

lainnya yang 

diterima pegawai 

Kementerian 

Keuangan yang 

bersumber dari 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Negara 

(APBN). 

 

Kode Arsip: KP5.1 – 

Dokumen Identitas 

a. Pasal 17 huruf h angka 

3 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan, 

pemalsuan, dan 

pemerasan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan, 

pemalsuan, dan 

pemerasan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

3 tahun anggaran 

setelah tanggal 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pegawai 

 

 

 

penjelasannya. Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

beserta 

penjelasannya. 

93.  Dokumen sengketa 

pajak, meliputi:  

a. surat banding; 

b. surat gugatan; 

c. surat uraian 

banding; 

d. surat 

tanggapan; 

e. surat bantahan; 

f. berita acara 

sidang; 

g. memori 

peninjauan 

kembali; 

h. kontra memori; 

dan  

i. dokumen lain 

yang dimaksud 

dalam Pasal 34 

Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 

1983 tentang 

Ketentuan 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana 

telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 

beserta penjelasannya 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

a. Dapat mengungkap 

kerahasiaan Wajib 

Pajak (Pemohon 

banding/Penggugat). 

b. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat karena 

memuat informasi 

mengenai kegiatan 

usaha Wajib Pajak 

(Pemohon 

banding/Penggugat). 

c. Pejabat yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 34 

Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan 

Umum dan Tata 

Cara Perpajakan 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

a. Melindungi 

kerahasiaan 

Wajib Pajak 

(Pemohon 

Banding/ 

Penggugat). 

b. Mencegah 

terjadinya 

persaingan usaha 

tidak sehat 

karena memuat 

informasi 

mengenai 

kegiatan usaha 

Wajib Pajak 

(Pemohon 

banding/ 

Penggugat). 

c. Pejabat terhindar 

dari ancaman  

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

41 UU KUP, 

10 tahun setelah 

pengiriman salinan 

putusan 

pengadilan pajak 

kepada para pihak, 

kecuali berkas 

perkara yang 

berskala nasional, 

permanen. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Umum dan Tata 

Cara 

Perpajakan 

sebagaimana 

telah beberapa 

kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- 

Undang Nomor 

7 Tahun 2021 

tentang 

Harmonisasi 

Peraturan 

Perpajakan. 

 

Kode Arsip: PN0.3 

– Sengketa 

Perpajakan 

(Keberatan, 

Banding, Gugatan, 

dan Peninjauan 

Kembali) 

terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 

7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan. 

c. Pasal 17 Huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

b, huruf h, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

Undang- Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi 

Peraturan 

Perpajakan, diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 41 

UU KUP, beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

94.  Informasi dalam 

dokumen 

manajemen risiko 

Pusat Sistem 

Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, beserta 

Berpotensi 

menimbulkan celah 

atas keamanan 

informasi, yang dapat 

Melindungi 

keamanan 

informasi. 

Sesuai dengan 

kebijakan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Informasi dan 

Teknologi 

Keuangan, antara 

lain meliputi 

namun tidak 

terbatas pada: 

a. aset informasi; 

b. hasil identifikasi 

risiko 

(ancaman, 

kerentanan, 

dampak risiko); 

dan 

c. rencana 

penanganan 

risiko. 

 

Kode Arsip: OT5.1 

– Pemantauan dan 

Reviu Manajemen 

Risiko 

penjelasannya juncto Pasal 

16 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, 

beserta penjelasannya. 

 

 

 

disalahgunakan untuk 

mengganggu sistem 

informasi Kementerian 

Keuangan. 

 

 

Kementerian 

Keuangan 

dan/atau 

sepanjang aset 

informasi tersebut 

masih 

digunakan/masih 

operasional.  

95.  Dokumen 

dan/atau informasi 

yang terkait 

dengan kebijakan, 

standar, ketentuan 

teknis, 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik beserta  

penjelasannya. 

a. Dapat menghambat 

penerapan 

kebijakan, standar, 

dan ketentuan teknis 

pelaksanaan 

kebijakan di bidang 

a. Melindungi 

penerapan 

kebijakan, 

standar, dan 

ketentuan teknis 

pelaksanaan 

a. Selama sistem 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

(TIK), 

infrastruktur 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pelaksanaan 

kebijakan di 

bidang Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi (TIK), 

antara lain diatur 

di dalam:  

a. Keputusan 

Menteri 

Keuangan; 

b. Keputusan 

Sekretaris 

Jenderal; 

c. Keputusan Staf 

Ahli Organisasi, 

Birokrasi dan 

Teknologi 

Informasi selaku 

Chief Information 

Officer 

Kementerian 

Keuangan; dan 

d. Keputusan 

Kepala Pusat 

Sistem Informasi 

dan Teknologi 

Keuangan. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

(TIK). 

b. Dapat menimbulkan 

celah atas keamanan 

informasi, yang 

dapat 

disalahgunakan 

untuk mengganggu 

sistem informasi 

Kementerian 

Keuangan. 

c. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat antara 

penyedia jasa TIK, 

karena memuat 

informasi mengenai 

rencana 

pengembangan TIK 

Kementerian 

Keuangan. 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

kebijakan di 

bidang Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

(TIK).  

b. Menjaga 

keamanan 

informasi 

c. Mencegah 

timbulnya 

persaingan 

usaha tidak 

sehat antara 

penyedia jasa 

TIK, karena 

memuat 

informasi 

mengenai 

rencana 

pengembangan 

TIK Kementerian 

Keuangan. 

d. Pegawai 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

TIK, 

infrastruktur 

pendukung, dan 

infrastruktur 

keamanan 

informasi 

tersebut masih 

operasional/ 

digunakan; 

dan/atau 

b. 5 tahun setelah 

tanggal 

penciptaan 

arsip, kecuali 

akan dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

96.  Dokumen 

pendukung dan 

dokumen 

pelaksanaan 

kebijakan, standar, 

ketentuan teknis di 

bidang Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi (TIK), 

beserta dokumen 

evaluasinya. 

 

Kode Arsip: TI0.0.0 

– Aplikasi Umum / 

TI0.0.1 – Aplikasi 

Khusus 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik beserta  

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

a. Dapat menghambat 

penerapan kebijakan, 

standar, dan 

ketentuan teknis 

pelaksanaan 

kebijakan di bidang 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

(TIK). 

b. Dapat menimbulkan 

celah atas keamanan 

informasi, yang dapat 

disalahgunakan 

untuk mengganggu 

sistem informasi 

Kementerian 

Keuangan. 

a. Melindungi 

penerapan 

kebijakan, 

standar, dan 

ketentuan teknis 

pelaksanaan 

kebijakan di 

bidang Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

(TIK). 

b. Menjaga 

keamanan 

informasi. 

c. Mencegah 

timbulnya 

persaingan 

a. Selama sistem 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

(TIK), 

infrastruktur 

TIK, 

infrastruktur 

pendukung, dan 

infrastruktur 

keamanan 

informasi 

tersebut masih 

operasional/ 

digunakan; 

dan/atau 

b. 5 tahun setelah 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

beserta penjelasannya. 

 

c. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat antara 

penyedia jasa TIK, 

karena memuat 

informasi mengenai 

rencana 

pengembangan TIK 

Kementerian 

Keuangan. 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

usaha tidak 

sehat antara 

penyedia jasa 

TIK, karena 

memuat 

informasi 

mengenai 

rencana 

pengembangan 

TIK Kementerian 

Keuangan. 

d. Pegawai 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

tanggal 

penciptaan 

arsip, kecuali 

akan dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

97.  Informasi teknis 

meliputi namun 

a. Pasal 17 huruf b 

Undang-Undang Nomor 

a. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

a. Mencegah 

timbulnya 

a. Selama sistem 

Teknologi 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

tidak terbatas pada 

konfigurasi, IP 

address, MAC 

address, topologi, 

tipe, versi, fitur 

keamanan aplikasi, 

dan 

interkoneksi/relasi 

antar komponen 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

(TIK), infrastruktur 

TIK, infrastruktur 

pendukung, serta 

infrastruktur 

keamanan 

informasi yang 

terdapat antara 

lain dalam: 

a. dokumen 

laporan hasil 

pekerjaan pihak 

ketiga; 

b. dokumen 

perjanjian 

dengan pihak 

ketiga; 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 23 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 16 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi 

tidak sehat antara 

penyedia jasa TIK, 

karena memuat 

informasi mengenai 

rencana 

pengembangan TIK 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Dapat menimbulkan 

celah atas keamanan 

informasi, yang 

dapat 

disalahgunakan 

untuk mengganggu 

sistem informasi 

Kementerian 

Keuangan. 

 

persaingan usaha 

tidak sehat 

antara penyedia 

jasa TIK, karena 

memuat 

informasi 

mengenai 

rencana 

pengembangan 

TIK Kementerian 

Keuangan. 

b. Melindungi 

keamanan 

informasi.  

Informasi dan 

Komunikasi 

(TIK), 

infrastruktur 

TIK, 

infrastruktur 

pendukung, dan 

infrastruktur 

keamanan 

informasi 

tersebut masih 

operasional/ 

digunakan; 

dan/atau 

b. 5 tahun setelah 

pemeriksaan, 

kecuali akan 

dinilai kembali 

oleh unit 

pengelola arsip 

dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

dinilai kembali. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

c. dokumen hasil 

kajian/laporan 

terkait 

penerapan TIK; 

d. dokumen kajian 

kebutuhan 

pengadaan; 

e. dokumen user 

requirement; 

f. dokumen desain 

sistem TIK;  

g. dokumen hasil 

quality 

assurance; 

h. kesepakatan 

tingkat layanan 

antara Pusat 

Sistem 

Informasi dan 

Teknologi 

Keuangan 

dengan unit 

pengguna 

layanan Pusat 

Sistem 

Informasi dan 

Teknologi 

Elektronik, beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Keuangan dan 

laporan 

pencapaiannya; 

i. kesepakatan 

tingkat 

operasional di 

lingkungan 

Pusat Sistem 

Informasi dan 

Teknologi 

Keuangan dan 

hasil monitoring 

evaluasinya; 

j. kesepakatan 

tingkat layanan 

dan/atau 

perjanjian kerja 

sama antara 

Pusat Sistem 

Informasi dan 

Teknologi 

Keuangan 

dengan pihak 

eksternal 

Kementerian 

Keuangan;  

k. Configuration 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Management 

Database 

(CMDB). 

l. dokumen terkait 

pengelolaan aset 

TIK dan 

konfigurasi TIK; 

m. dokumen terkait 

pengelolaan 

infrastruktur, 

Pusat Data dan 

Pusat 

Pemulihan 

Data; 

n. dokumen 

knowledge base; 

o. Business Impact 

Analysis (BIA) 

dan data 

dukungnya; 

p. Disaster 

Recovery Plan 

dan laporan 

pelaksanaan- 

nya; 

q. laporan uji 

fungsionalitas 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

kelangsungan 

TIK; 

r. dokumen terkait 

pengelolaan 

sistem aplikasi, 

sistem basis 

data, dan sistem 

layanan data, 

s. laporan 

koordinasi 

dengan pemilik 

dan/atau 

pengguna data 

terkait analisis 

data 

t. dokumen terkait 

pengelolaan 

keamanan 

informasi; 

u. dokumen terkait 

pengelolaan 

jaringan 

komunikasi 

data; 

v. cetak biru TIK 

Kementerian 

Keuangan; 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

w. dokumen 

rencana 

strategis Pusat 

Sistem 

Informasi dan 

Teknologi 

Keuangan; dan 

x. Enterprise 

Architecture 

Kementerian 

Keuangan 

(domain 

teknologi, data, 

dan aplikasi); 

y. naskah dinas 

tindak lanjut 

arahan/ 

penugasan 

pimpinan; dan 

z. dokumen terkait 

pelaksanaan 

kegiatan 

dukungan 

pimpinan. 

 

Kode Arsip: TI0.0.0 

– Aplikasi Umum / 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

TI0.0.1 – Aplikasi 

Khusus 

98.  Informasi teknis 

meliputi namun 

tidak terbatas pada 

konfigurasi, IP 

address, MAC 

address, topologi, 

tipe, versi, fitur 

keamanan aplikasi, 

dan 

interkoneksi/relasi 

antar komponen 

sistem Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi (TIK), 

infrastruktur TIK, 

infrastruktur 

pendukung, 

infrastruktur 

keamanan 

informasi yang 

terdapat antara 

lain pada: 

a. Pusat Data dan 

Pusat 

Pemulihan Data 

Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, beserta 

penjelasannya juncto Pasal 

16 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, 

beserta penjelasannya. 

Dapat menimbulkan 

celah atas keamanan 

informasi  

 

 

Melindungi 

keamanan 

informasi.  

 

a. Selama sistem 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

(TIK), 

infrastruktur 

TIK, 

infrastruktur 

pendukung, dan 

infrastruktur 

keamanan 

informasi 

tersebut masih 

operasional/ 

digunakan; 

dan/atau 

b. 5 tahun setelah 

pemeriksaan, 

kecuali akan 

dinilai kembali 

oleh unit 

pengelola arsip 

dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kementerian 

Keuangan, 

misalnya 

informasi pada 

server; 

b. Perangkat TIK 

yang terhubung 

ke Pusat Data 

dan Pusat 

Pemulihan 

Data; 

c. Cloud storage 

yang disediakan 

oleh pihak 

ketiga 

berdasarkan 

perjanjian 

d. Network 

Operating 

Centre; dan 

e. Service Desk. 

 

Kode Arsip: TI0.0.0 

– Aplikasi Umum / 

TI0.0.1 – Aplikasi 

Khusus 

Keuangan. 

dinilai kembali. 

99.  Hak akses Pasal 17 huruf j Undang- Dapat menimbulkan Melindungi a. Sepanjang hak 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pengguna dan 

pengelola Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi (TIK), 

baik internal 

maupun eksternal 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode Arsip: TI0.0.0 

– Aplikasi Umum / 

TI0.0.1 – Aplikasi 

Khusus 

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, beserta 

penjelasannya juncto Pasal 

16 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, 

beserta penjelasannya. 

celah atas keamanan 

informasi, yang dapat 

disalahgunakan untuk 

mengganggu sistem 

informasi Kementerian 

Keuangan. 

 

 

keamanan 

informasi.  

 

akses pengguna 

dan pengelola 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

(TIK) belum 

dinonaktifkan 

(disable); 

dan/atau 

b. 5 tahun setelah 

pemeriksaan, 

kecuali akan 

dinilai kembali 

oleh unit 

pengelola arsip 

dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

dinilai kembali. 

c.  

100.  Lisensi software 

(termasuk product 

key atau grant 

number atau 

lainnya yang 

digunakan dalam 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik beserta 

penjelasannya.  

a. Dapat melanggar hak 

atas kekayaan 

intelektual produsen 

software yang 

digunakan 

Kementerian 

a. Mencegah 

pelanggaran hak 

atas kekayaan 

intelektual 

produsen 

software yang 

a. Sepanjang 

lisensi software 

belum end of 

life: dan/atau 

b. 5 tahun setelah 

pemeriksaan, 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

proses instalasi, 

aktivasi, dan 

update software) 

dan dokumen 

terkait pengelolaan 

lisensi, beserta 

dokumen 

pendukungnya.  

 

Kode Arsip: TI0.0.0 

– Aplikasi Umum / 

TI0.0.1 – Aplikasi 

Khusus 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

Keuangan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

digunakan 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pegawai  

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

kecuali akan 

dinilai kembali 

oleh unit 

pengelola arsip 

dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

dinilai kembali. 

101.  Log File. 

 

Kode Arsip: TI0.0.0 

– Aplikasi Umum / 

TI0.0.1 – Aplikasi 

Khusus 

 

 

Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, beserta 

penjelasannya juncto Pasal 

16 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, 

beserta penjelasannya. 

 

Dapat menimbulkan 

celah atas keamanan 

informasi, yang dapat 

disalahgunakan untuk 

mengganggu sistem 

informasi Kementerian 

Keuangan. 

Melindungi 

keamanan 

informasi.  

 

a. Selama sistem 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

(TIK), 

infrastruktur 

TIK, 

infrastruktur 

pendukung, dan 

infrastruktur 

keamanan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

informasi 

tersebut masih 

operasional/ 

digunakan; 

dan/atau. 

b. 5 tahun setelah 

pemeriksaan 

dan akan dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

102.  Basis data dan 

source code 

aplikasi yang 

dikelola oleh Pusat 

Sistem Informasi 

dan Teknologi 

Keuangan. 

 

Kode Arsip: TI0.0.0 

– Aplikasi Umum / 

TI0.0.1 – Aplikasi 

Khusus 

a. Pasal 17 huruf b 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta  

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

a. Dapat menimbulkan 

celah atas keamanan 

informasi, yang 

dapat 

disalahgunakan 

untuk mengganggu 

sistem informasi 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Dapat melanggar 

Hak Atas Kekayaan 

Intelektual. 

a. Melindungi 

keamanan 

informasi. 

b. Melindungi Hak 

Atas Kekayaan 

Intelektual. 

 

a. selama basis 

data dan source 

code aplikasi 

tersebut masih 

digunakan; 

dan/atau 

b. 5 tahun setelah 

pemeriksaan 

dan akan dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pasal 16 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik, beserta 

penjelasannya. 

 panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

103.  Dokumen 

pengembangan 

sistem informasi 

(aplikasi, basis 

data, jaringan) 

antara lain 

meliputi namun 

tidak terbatas pada 

dokumen: 

a. user 

requirement; 

b. analisis 

kebutuhan 

pengguna; 

c. penyusunan 

rancangan dan 

rencana 

pengujian 

aplikasi; 

d. pengembangan 

aplikasi; 

a. Pasal 17 huruf b 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 Huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat menimbulkan 

celah atas keamanan 

informasi, yang 

dapat 

disalahgunakan 

untuk mengganggu 

sistem informasi 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Berpotensi 

melanggar Hak Atas 

Kekayaan 

Intelektual. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

a. Melindungi 

keamanan 

informasi. 

b. Melindungi Hak 

Atas Kekayaan 

Intelektual. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

a. Sepanjang 

sistem 

informasi 

tersebut dalam 

tahap 

pengembangan 

dan masih 

operasional/ 

digunakan; 

dan/atau 

b. 5 tahun setelah 

pemeriksaan 

dan akan dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

e. pengujian (user 

acceptance 

testing, system 

testing, dan 

lain-lain); 

f. pelatihan 

aplikasi; 

g. penjaminan 

mutu; 

h. dokumen rilis; 

i. dokumen 

perubahan 

(misalnya 

request for 

change); 

j. dokumen 

gangguan dan 

permasalahan; 

k. konfigurasi dan 

aset; 

l. pemenuhan 

permintaan; 

m. kapasitas dan 

ketersediaan. 

 

Kode Arsip: TI0.0.0 

– Aplikasi Umum / 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

TI0.0.1 – Aplikasi 

Khusus 

104.  Dokumen terkait 

laporan hasil 

Vulnerability 

Assessment, 

Vulnerability 

Testing, dan uji 

performa sistem 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

(TIK), infrastruktur 

TIK, infrastruktur 

pendukung, serta 

infrastruktur 

keamanan 

informasi di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode Arsip: TI0.0.0 

– Aplikasi Umum / 

TI0.0.1 – Aplikasi 

Khusus 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 16 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

a. Dapat menimbulkan 

celah atas keamanan 

informasi, yang 

dapat 

disalahgunakan 

untuk mengganggu 

sistem informasi 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

 

a. Melindungi 

keamanan 

informasi. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

a. Sampai 

teknologi yang 

digunakan 

untuk menutup 

celah keamanan 

informasi tidak 

diterapkan lagi 

dan selama 

sistem 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

(TIK), 

infrastruktur 

TIK, 

infrastruktur 

pendukung, 

serta 

infrastruktur 

keamanan 

informasi 

tersebut masih 

operasional/ 

digunakan; 

dan/atau 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

b. 5 tahun setelah 

pemeriksaan 

dan akan dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

105.  Dokumen terkait 

penerapan 

manajemen 

keamanan 

informasi, 

manajemen mutu 

dan layanan 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

(TIK), dan Sistem 

Manajemen 

Terpadu di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan.  

 

Kode Arsip: TI0.0.0 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 16 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik, beserta 

a. Dapat menimbulkan 

celah atas keamanan 

informasi, yang 

dapat 

disalahgunakan 

untuk mengganggu 

sistem informasi 

Kementerian 

Keuangan.  

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

a. Melindungi 

keamanan 

informasi. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

a. Selama sistem 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

(TIK), 

infrastruktur 

TIK, 

infrastruktur 

pendukung, dan 

infrastruktur 

keamanan 

informasi di 

lingkungan 

Pusat Sistem 

Informasi dan 

Teknologi 

Keuangan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

– Aplikasi Umum / 

TI0.0.1 – Aplikasi 

Khusus 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

 

masih 

operasional/ 

digunakan; 

dan/atau 

b. 5 tahun setelah 

pemeriksaan 

dan akan dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

106.  Laporan hasil audit 

tata kelola 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

(TIK) di lingkungan 

Kementerian 

Keuangan oleh 

pihak internal 

maupun eksternal. 

 

Kode Arsip:  

a. PW0.0 – 

Pengawasan/ 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 16 ayat (1) huruf b 

a. Dapat menimbulkan 

celah atas keamanan 

informasi, yang 

dapat 

disalahgunakan 

untuk mengganggu 

sistem informasi 

Kementerian 

Keuangan.  

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

a. Melindungi 

keamanan 

informasi. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

a. Selama 

komponen yang 

diaudit masih 

digunakan/ 

beroperasi; 

dan/atau 

b. 5 tahun setelah 

pemeriksaan 

dan akan dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pemantauan 

yang 

memerlukan 

tindak lanjut 

b. PW0.1 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut 

c. PW0.2 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

mengandung 

unsur 

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang 

memerlukan 

tindak lanjut 

d. PW0.3 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

mengandung 

unsur 

Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

 

penjelasannya. 

 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut 

e. PW1 – 

Pengawasan 

Eksternal 

107.  Korespondensi 

internal 

Kementerian 

Keuangan melalui 

naskah dinas 

elektronik, surat 

elektronik (email), 

dan/atau 

collaboration tools 

yang digunakan di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode Arsip: 

disesuaikan 

dengan substansi 

pada 

korespondensi. 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 16 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

a. Dapat menimbulkan 

celah atas keamanan  

informasi, yang 

dapat 

disalahgunakan 

untuk mengganggu 

sistem informasi 

Kementerian 

Keuangan.  

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

a. Melindungi 

keamanan 

informasi. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

a. Selama server 

yang berkaitan 

dengan akun 

dan surat 

elektronik 

kedinasan 

beroperasi; 

dan/atau 

b. 5 tahun setelah 

pemeriksaan 

dan akan dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

 

 

108.  Dokumen terkait 

pengelolaan 

Jabatan 

Fungsional Pranata 

Komputer di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP1.1.4 – Penilaian 

Kinerja Jabatan 

Fungsional 

a. Pasal 17 huruf h angka 

4 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

a. Dapat mengungkap 

hasil evaluasi 

sehubungan dengan 

kapabilitas, 

intelektualitas, 

rekomendasi 

kemampuan Pranata 

Komputer. 

b. Dapat mengungkap 

data pribadi Pranata 

Komputer. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

a. Melindungi hasil 

evaluasi 

sehubungan 

dengan 

kapabilitas, 

intelektualitas, 

rekomendasi 

kemampuan 

Pranata 

Komputer. 

b. Melindungi data 

pribadi Pranata 

Komputer. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

a. Sepanjang 

pejabat Pranata 

Komputer 

masih aktif, dan 

dapat dibuka 

apabila yang 

bersangkutan 

memberikan 

izin; dan/atau 

b. 3 tahun 

anggaran 

berjalan, 

kecuali SK PAK 

masuk berkas 

perseorangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Bab VI Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Perlindungan 

Data Pribadi, yang 

mengatur tentang 

Kewajiban Pengendali 

Data Pribadi Dan 

Prosesor Data Pribadi 

Dalam Pemrosesan Data 

Pribadi 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

109.  Laporan Keuangan 

Pusat Sistem 

Informasi dan 

Teknologi 

Keuangan 

(unaudited), 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KU2.0.3 – Laporan 

Keuangan Satuan 

Kerja/Unit 

Akuntansi 

Pembantu 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

a. Dapat menimbulkan 

kesalahan persepsi 

publik yang 

mengambil angka 

laporan keuangan 

unaudited karena 

laporan tersebut 

belum diaudit 

sehingga angka 

masih dapat berubah. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

a. Mencegah 

timbulnya 

persepsi 

negatif publik 

terhadap Pusat 

Sistem Informasi 

dan Teknologi 

Keuangan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

3 tahun setelah UU 

LKPP 

diundangkan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pengguna 

Anggaran Wilayah 

(UAKPA-W) di 

Lingkungan 

Kementerian 

Keuangan 

(unaudited)). 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

110.  Laporan Tahunan 

Barang Milik 

Negara (BMN) 

Pusat Sistem 

Informasi dan 

Teknologi 

Keuangan 

(Unaudited), 

Catatan Atas 

Laporan BMN, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: PL4 – 

Penatausahaan 

Barang Milik 

Negara 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

a. Dapat menimbulkan 

kesalahan persepsi 

publik karena 

Laporan Barang 

Milik Negara 

unaudited tersebut 

belum diaudit 

sehingga masih 

mungkin terdapat 

perubahan dan 

perbaikan. 

b. Dapat menimbulkan 

kesalahan persepsi 

publik karena dalam 

Catatan Atas 

Laporan Barang 

Milik Negara 

a. Mencegah 

timbulnya 

persepsi negatif 

publik terhadap 

Pusat Sistem 

Informasi dan 

Teknologi 

Keuangan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, beserta 

10  tahun. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

 

penjelasannya. terdapat informasi 

rinci terkait pihak 

penyedia, harga beli 

Barang Milik Negara, 

dsb. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

Ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

penjelasannya. 

 

111.  Dokumen Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik Negara 

(RKBMN), 

Penatausahaan 

Barang Milik 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat menimbulkan 

persepsi negatif 

publik terhadap 

Pusat Sistem 

Informasi dan 

Teknologi Keuangan. 

a. Mencegah 

timbulnya 

persepsi negatif 

publik terhadap 

Pusat Sistem 

Informasi dan 

a. PL0.0.0 : 5 

tahun. 

b. PL4 : 10 tahun 

c. PL5.3.x 

(penghapusan 

BMN) : 3 tahun 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Negara (BMN), dan 

Penghapusan BMN 

Pusat Sistem 

Informasi dan 

Teknologi 

Keuangan. 

 

Kode Arsip:  

a. PL4 – 

Penatausahaan 

Barang Milik 

Negara; dan 

b. PL53 – 

Penghapusan 

Barang Milik 

Negara 

c. PL5.3.0 – 

Penghapusan 

BMN karena 

sebab-sebab 

lain 

d. PL5.3.1 – 

Penghapusan 

BMN karena 

putusan 

pengadilan yang 

memperoleh 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

Ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

Teknologi 

Keuangan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

setelah 

pelaksanaan 

penghapusan 

dan 

pemeriksaan 

oleh aparat 

pengawasan.  
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

kekuatan 

hukum tetap 

dan tidak ada 

upaya hukum 

lainnya 

e. PL5.3.2 – 

Penghapusan 

BMN karena 

melaksanakan 

ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan 

f. PL5.3.3 – 

Penghapusan 

BMN karena 

pemusnahan 

g. PL5.3.0 – 

Penghapusan 

BMN karena 

penyerahan ke 

pengelola 

barang 

112.  Dokumen rincian 

anggaran, antara 

lain meliputi 

namun tidak 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Menimbulkan 

persepsi 

negatif publik 

terhadap 

a. Mencegah 

persepsi 

negatif publik 

terhadap 

5 tahun anggaran 

dan akan dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

terbatas pada: 

a. Petunjuk 

Operasional 

Kegiatan, dan 

b. Term of 

References 

 

Kode Arsip: KU0.1 

– Penganggaran 

Pada Unit 

Organisasi Lingkup 

Kementerian 

Keuangan 

 

 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

Ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pegawai y 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 

113.  Informasi 

mengenai disposisi 

dan lembar 

disposisi, serta 

naskah dinas: 

a. yang bersifat 

rahasia; dan 

b. yang menurut 

sifatnya tidak 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan 

Kementerian 

Keuangan, karena 

terungkapnya 

informasi dalam 

naskah dinas yang 

bersifat rahasia dan 

a. Mencegah 

terhambatnya 

pelaksanaan 

kebijakan 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

4 tahun dan akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

disediakan 

untuk pihak 

selain badan 

publik yang 

sedang 

melakukan 

hubungan 

dengan 

Kementerian 

Keuangan, dan 

apabila dibuka 

dapat secara 

serius 

merugikan 

proses 

penyusunan 

kebijakan. 

 

Kode Arsip: KA0 – 

Pengendalian dan 

Pengurusan 

Naskah Dinas 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

terbatas. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

114.  Dokumen yang 

terkait dengan 

proses penyusunan 

kebijakan, antara 

lain meliputi 

a. Pasal 17 huruf e, huruf f 

angka 1, angka 2, 

dan/atau angka 4, serta 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

a. Dapat merugikan 

ketahanan ekonomi 

nasional, karena 

terungkapnya 

informasi mengenai 

a. Menjaga 

ketahanan 

ekonomi 

nasional. 

b. Menjaga 

a. HK1.0 :  Selama 

masih berlaku 

ditambah 1 

tahun setelah 

ada perubahan, 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

namun tidak 

terbatas pada: 

1) matriks tindak 

lanjut; 

2) risalah rapat 

pimpinan;  

3) lembar disposisi 

dan naskah 

dinas terkait 

hasil rapat 

matriks tindak 

lanjut; 

4) Key Take Aways 

(KTA); dan 

5) bahan/materi 

dari 

rapat/kegiatan 

Menteri, Wakil 

Menteri, 

dan/atau 

pimpinan di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode Arsip:  

a. HK1.0 – 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

e, huruf f, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

rencana kebijakan 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Dapat menganggu 

hubungan 

internasional, karena 

memuat informasi 

mengenai rencana 

kebijakan kerja sama 

internasional. 

c. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan 

Kementerian 

Keuangan, karena 

adanya 

pengungkapan 

informasi secara 

prematur. 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

hubungan 

internasional. 

c. Mencegah 

terhambatnya 

pelaksanaan 

kebijakan 

Kementerian 

Keuangan. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

dan akan dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

b. OT1.1 :  2 

tahun, dan akan 

dinilai kembali 

oleh unit 

pengelola arsip 

dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan.. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Penyusunan 

dan Penetapan 

Produk Hukum  

b. OT1.1 – Rapat 

Pimpinan  

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

115.  Keputusan Komite 

Stabilitas Sistem 

Keuangan (KSSK), 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

a. Pasal 17 huruf b, huruf 

e angka 1, angka 2, 

angka 3, angka 6, 

dan/atau angka 7, serta 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

b, huruf e, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

a. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat antara 

pelaku usaha di 

sektor keuangan, 

karena antara lain 

memuat informasi 

mengenai hasil 

pengawasan 

terhadap pelaku 

usaha di sektor 

keuangan. 

b. Berpotensi 

mengganggu 

stabilitas sistem 

keuangan yang 

dapat merugikan 

ketahanan ekonomi 

nasional. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

a. Mencegah 

timbulnya 

persaingan usaha 

tidak sehat 

antara pelaku 

usaha di sektor 

keuangan, 

karena antara 

lain memuat 

informasi 

mengenai hasil 

pengawasan 

terhadap pelaku 

usaha di sektor 

keuangan. 

b. Menjaga 

stabilitas sistem 

keuangan yang 

dapat merugikan 

ketahanan 

ekonomi 

Selama masih 

berlaku ditambah 

1 tahun setelah 

ada perubahan, 

dan akan dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

penjelasannya.  

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

nasional. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

penjelasannya. 

e. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 14 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2016 tentang 

Pencegahan dan 

Penanganan Krisis 

Sistem Keuangan, 

beserta penjelasannya. 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

e. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 14 ayat (4) 

Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pencegahan 

dan Penanganan 

Krisis Sistem 

Keuangan, beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 47 Undang- 

Undang Nomor 9 

Tahun 2016 tentang 

Pencegahan dan 

Penanganan Krisis 

Sistem Keuangan, 

beserta 

penjelasannya.  

 

e. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

47 Undang- 

Undang Nomor 9 

Tahun 2016 

tentang 

Pencegahan dan 

Penanganan 

Krisis Sistem 

Keuangan, 

beserta 

penjelasannya.  

 

116.  Dokumen a. Pasal 17 huruf b, huruf a. Dapat menimbulkan a. Mencegah 2 tahun dan akan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dan/atau informasi 

terkait rapat 

Komite Stabilitas 

Sistem Keuangan 

(KSSK) dan rapat 

yang 

diselenggarakan 

Sekretariat KSSK, 

antara lain 

meliputi namun 

tidak terbatas 

pada: 

a. bahan rapat; 

b. simpulan rapat; 

c. notula rapat; 

d. transkrip rapat; 

e. rekaman audio 

rapat; dan  

f. rekaman video 

rapat. 

 

Kode Arsip: OT1.1 

– Rapat Pimpinan  

e angka 1, angka 2, 

angka 3, angka 6, 

dan/atau angka 7, serta 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

b, huruf e, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya.  

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

persaingan usaha 

tidak sehat antara 

pelaku usaha di 

sektor keuangan, 

karena antara lain 

memuat informasi 

mengenai hasil 

pengawasan 

terhadap pelaku 

usaha di sektor 

keuangan. 

b. Berpotensi 

mengganggu 

stabilitas sistem 

keuangan yang 

dapat merugikan 

ketahanan ekonomi 

nasional. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

timbulnya 

persaingan usaha 

tidak sehat 

antara pelaku 

usaha di sektor 

keuangan, 

karena antara 

lain memuat 

informasi 

mengenai hasil 

pengawasan 

terhadap pelaku 

usaha di sektor 

keuangan. 

b. Menjaga 

stabilitas sistem 

keuangan yang 

dapat merugikan 

ketahanan 

ekonomi 

nasional. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pasal 14 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2016 tentang 

Pencegahan dan 

Penanganan Krisis 

Sistem Keuangan, 

beserta penjelasannya. 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 14 ayat (4) 

Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pencegahan 

dan Penanganan 

Krisis Sistem 

Keuangan, beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 47 Undang-

Undang Nomor 9 

Tahun 2016 tentang 

Pencegahan dan 

Penanganan Krisis 

Sistem Keuangan, 

beserta 

penjelasannya.  

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

47 Undang-

Undang Nomor 9 

Tahun 2016 

tentang 

Pencegahan dan 

Penanganan 

Krisis Sistem 

Keuangan, 

beserta 

penjelasannya.  

 

 

 

117.  Naskah dinas a. Pasal 17 huruf b, huruf a. Dapat menimbulkan a. Mencegah Sesuai dengan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Sekretariat Komite 

Stabilitas Sistem 

Keuangan (KSSK) 

dan KSSK, yang 

bersifat terbatas, 

rahasia, dan 

sangat rahasia. 

 

Kode Arsip: 

Disesuaikan 

dengan fungsi yang 

terdapat dalam 

substansi naskah 

dinas terkait. 

e angka 1, angka 2, 

angka 3, angka 6, 

dan/atau angka 7, serta 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

b, huruf e, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya.  

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

persaingan usaha 

tidak sehat antara 

pelaku usaha di 

sektor keuangan, 

karena antara lain 

memuat informasi 

mengenai hasil 

pengawasan 

terhadap pelaku 

usaha di sektor 

keuangan. 

b. Berpotensi 

mengganggu 

stabilitas sistem 

keuangan yang 

dapat merugikan 

ketahanan ekonomi 

nasional. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

timbulnya 

persaingan usaha 

tidak sehat 

antara pelaku 

usaha di sektor 

keuangan, 

karena antara 

lain memuat 

informasi 

mengenai hasil 

pengawasan 

terhadap pelaku 

usaha di sektor 

keuangan. 

b. Menjaga 

stabilitas sistem 

keuangan yang 

dapat merugikan 

ketahanan 

ekonomi 

nasional. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

kebijakan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pasal 14 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2016 tentang 

Pencegahan dan 

Penanganan Krisis 

Sistem Keuangan, 

beserta penjelasannya. 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 14 ayat (4) 

Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pencegahan 

dan Penanganan 

Krisis Sistem 

Keuangan, beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 47 Undang-

Undang Nomor 9 

Tahun 2016 tentang 

Pencegahan dan 

Penanganan Krisis 

Sistem Keuangan, 

beserta 

penjelasannya.  

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

47 Undang- 

Undang Nomor 9 

Tahun 2016 

tentang 

Pencegahan dan 

Penanganan 

Krisis Sistem 

Keuangan, 

beserta 

penjelasannya.  

 

 

 

 

118.  Laporan a. Pasal 17 huruf b, huruf a. Dapat menimbulkan a. Mencegah 7 tahun setelah 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Assessment 

Kondisi Stabilitas 

Sistem Keuangan.   

 

Kode Arsip: KT02 - 

Kajian Kebijakan 

Ekonomi Makro 

 

e angka 1, angka 2, 

angka 3, angka 6, 

dan/atau angka 7, serta 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

b, huruf e, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya.  

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

persaingan usaha 

tidak sehat antara 

pelaku usaha di 

sektor keuangan, 

karena antara lain 

memuat informasi 

mengenai hasil 

pengawasan 

terhadap pelaku 

usaha di sektor 

keuangan. 

b. Berpotensi 

mengganggu 

stabilitas sistem 

keuangan yang 

dapat merugikan 

ketahanan ekonomi 

nasional. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

timbulnya 

persaingan usaha 

tidak sehat 

antara pelaku 

usaha di sektor 

keuangan, 

karena antara 

lain memuat 

informasi 

mengenai hasil 

pengawasan 

terhadap pelaku 

usaha di sektor 

keuangan. 

b. Menjaga 

stabilitas sistem 

keuangan yang 

dapat merugikan 

ketahanan 

ekonomi 

nasional. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pasal 14 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2016 tentang 

Pencegahan dan 

Penanganan Krisis 

Sistem Keuangan, 

beserta penjelasannya. 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 14 ayat (4) 

Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pencegahan 

dan Penanganan 

Krisis Sistem 

Keuangan, beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 47 Undang- 

Undang Nomor 9 

Tahun 2016 tentang 

Pencegahan dan 

Penanganan Krisis 

Sistem Keuangan, 

beserta 

penjelasannya.  

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

47 Undang- 

Undang Nomor 9 

Tahun 2016 

tentang 

Pencegahan dan 

Penanganan 

Krisis Sistem 

Keuangan, 

beserta 

penjelasannya.  

 

 

 

119.  Hasil kajian terkait a. Pasal 17 huruf b, huruf a. Dapat menimbulkan a. Mencegah 7 tahun setelah 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

stabilitas sistem 

keuangan. 

 

Kode Arsip: KT0.5 – 

Kajian Kebijakan 

Sektor Keuangan 

e angka 1, angka 2, 

angka 3, angka 6, 

dan/atau angka 7, serta 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

b, huruf e, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya.  

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

persaingan usaha 

tidak sehat antara 

pelaku usaha di 

sektor keuangan, 

karena antara lain 

memuat informasi 

mengenai hasil 

pengawasan 

terhadap pelaku 

usaha di sektor 

keuangan. 

b. Berpotensi 

mengganggu 

stabilitas sistem 

keuangan yang 

dapat merugikan 

ketahanan ekonomi 

nasional. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

timbulnya 

persaingan usaha 

tidak sehat 

antara pelaku 

usaha di sektor 

keuangan, 

karena antara 

lain memuat 

informasi 

mengenai hasil 

pengawasan 

terhadap pelaku 

usaha di sektor 

keuangan. 

b. Menjaga 

stabilitas sistem 

keuangan yang 

dapat merugikan 

ketahanan 

ekonomi 

nasional. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pasal 14 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2016 tentang 

Pencegahan dan 

Penanganan Krisis 

Sistem Keuangan, 

beserta penjelasannya. 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 14 ayat (4) 

Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pencegahan 

dan Penanganan 

Krisis Sistem 

Keuangan, beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 47 Undang-

Undang Nomor 9 

Tahun 2016 tentang 

Pencegahan dan 

Penanganan Krisis 

Sistem Keuangan, 

beserta 

penjelasannya.  

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

47 Undang- 

Undang Nomor 9 

Tahun 2016 

tentang 

Pencegahan dan 

Penanganan 

Krisis Sistem 

Keuangan, 

beserta 

penjelasannya.  

 

 

 

120.  Dokumen dan a. Pasal 17 huruf b dan a. Dapat mengganggu a. Melindungi 5 tahun setelah 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

informasi yang 

terkait dengan 

proses 

pemeriksaan 

terhadap jasa 

profesi keuangan 

atau kantor jasa 

profesi keuangan, 

yaitu: 

a. Surat 

Keputusan 

mengenai 

rencana 

pemeriksaan 

tahunan; 

b. Surat Tugas 

Pemeriksaan; 

c. Surat 

Pemberitahuan 

Pemeriksaan; 

d. Surat 

Penangguhan/ 

Penolakan 

Pemeriksaan; 

e. Kertas Kerja 

Pemeriksaan; 

f. Risalah 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 51 ayat (7) 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik, beserta 

reputasi jasa profesi 

keuangan atau 

kantor jasa profesi 

keuangan yang 

diperiksa. 

b. Dapat mengganggu 

perlindungan hak 

cipta atas metodologi 

jasa profesi 

keuangan yang telah 

dilindungi hak 

ciptanya dan 

menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

kantor jasa profesi 

keuangan. 

c. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  melakukan 

pemerasan terhadap 

profesi keuangan 

atau kantor profesi 

keuangan. 

d. Dapat membuka 

rahasia pengguna 

reputasi profesi 

keuangan. 

b. Melindungi 

rahasia pengguna 

jasa profesi 

keuangan. 

c. Melindungi hak 

cipta atas 

metodologi jasa 

profesi keuangan 

dan mencegah 

timbulnya 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

kantor jasa 

profesi keuangan. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Permintaan 

Keterangan; 

g. Simpulan 

Sementara 

Hasil 

Pemeriksaan; 

h. Risalah 

Pembahasan 

Hasil 

Pemeriksaan;   

i. Berita Acara 

Pemeriksaan; 

j. Laporan Hasil 

Pemeriksaan; 

k. Surat Hasil 

Pemeriksaan; 

l. Salinan 

laporan 

pemberian jasa 

yang 

diterbitkan oleh 

profesi 

keuangan/ 

kantor profesi 

keuangan; dan 

m. Salinan 

dokumen yang 

penjelasannya. 

 

jasa profesi 

keuangan. 

e. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

diperoleh dari 

objek 

pemeriksaan, 

antara lain 

meliputi 

namun tidak 

terbatas pada: 

1) dokumen 

klien; 

2) dokumen 

pendukung; 

dan  

3) kertas kerja 

profesi 

keuangan/k

antor profesi 

keuangan. 

 

Keterangan: 

Informasi dalam 

dokumen 

sebagaimana huruf 

a. s.d. huruf m. 

dapat diakses oleh 

publik, sepanjang 

telah 

diolah oleh Pusat 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pembinaan Profesi 

Keuangan (PPPK) 

dan/atau 

dipublikasikan 

oleh Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode Arsip: PK1.1 – 

Pemeriksaan 

Profesi Keuangan 

dan Kantor Profesi 

Keuangan 

121.  Dokumen dan 

informasi yang 

terkait dengan 

proses pengawasan 

selain pemeriksaan 

terhadap jasa 

profesi keuangan 

atau kantor jasa 

profesi keuangan, 

antara lain 

meliputi namun 

tidak terbatas 

pada: 

a. Surat 

Pemberitahuan 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

a. Dapat mengganggu 

reputasi jasa profesi 

keuangan atau 

kantor jasa profesi 

keuangan yang 

menjadi objek 

pengawasan. 

b. Dapat mengganggu 

perlindungan hak 

cipta atas metodologi 

jasa profesi 

keuangan yang telah 

dilindungi hak 

ciptanya dan 

menimbulkan 

a. Melindungi 

reputasi profesi 

keuangan. 

b. Melindungi 

rahasia 

pengguna jasa 

profesi 

keuangan. 

c. Melindungi hak 

cipta atas 

metodologi jasa 

profesi keuangan 

dan mencegah 

timbulnya 

persaingan 

5 tahun  setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pemenuhan 

Rekomendasi/ 

Rencana 

Perbaikan; 

b. Analisis 

Pemenuhan 

Rekomendasi/ 

Rencana 

Perbaikan; 

c. Surat 

Pemberitahuan 

Monitoring/ 

Pemantauan 

Tindak Lanjut 

Hasil 

Pemeriksaan; 

d. Surat Tugas 

Monitoring/ 

Pemantauan 

Tindak Lanjut 

Hasil 

Pemeriksaan; 

e. Berita Acara 

Monitoring/ 

Pemantauan 

Tindak Lanjut 

Hasil 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 51 ayat (7) 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik, beserta 

penjelasannya. 

 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

kantor jasa profesi 

keuangan. 

c. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk melakukan 

pemerasan terhadap 

profesi keuangan 

atau kantor profesi 

keuangan. 

d. Dapat membuka 

rahasia pengguna 

jasa profesi 

keuangan. 

e. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

usaha tidak 

sehat antar 

kantor jasa 

profesi 

keuangan. 

d. Pegawai 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 

Undang- Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pemeriksaan; 

dan 

f. Laporan 

Monitoring/ 

Pemantauan 

Tindak Lanjut 

Hasil 

Pemeriksaan. 

 

Kode Arsip: PK1.2 – 

Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan 

Profesi Keuangan 

dan Kantor Profesi 

Keuangan 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

122.  Informasi terkait 

kegiatan profesi 

keuangan yang 

antara lain 

meliputi namun 

tidak terbatas 

pada: 

a. data pribadi 

profesi 

keuangan dan 

tenaga kerja;  

b. data detail 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf h angka 3 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

a. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat, karena 

memuat informasi 

mengenai kegiatan 

usaha kantor profesi 

keuangan dan 

pengguna jasa 

kantor profesi 

keuangan. 

b. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

a. Mencegah 

terjadinya 

persaingan usaha 

tidak sehat, 

karena memuat 

informasi 

mengenai 

kegiatan usaha 

kantor profesi 

keuangan dan 

pengguna jasa 

kantor profesi 

5 tahun  setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

klien;  

c. identitas penilai 

atas objek 

penilaian;  

d. daftar 

penugasan 

penilaian; 

e. biaya jasa (fee);  

f. laporan 

keuangan 

kantor profesi 

keuangan; dan 

g. laporan 

keuangan 

auditan klien. 

 

Catatan: 

1. Informasi data 

detail klien, 

sebagaimana 

dimaksud pada 

huruf b, yaitu: 

a. nama klien 

audit; 

b. tahun buku 

klien audit; 

c. Akuntan 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan huruf h, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

informasi, karena 

memuat identitas 

pribadi profesi 

keuangan dan 

tenaga kerja. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

keuangan. 

b. Melindungi 

identitas pribadi. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Publik yang 

menandatan

gani laporan 

audit; 

d. opini yang 

diberikan; 

dan 

e. nomor serta 

tanggal 

laporan 

auditor 

independen, 

dapat dibuka 

kepada pihak 

pengguna 

laporan 

keuangan 

tertentu 

(spesifik) 

untuk 

mencegah 

manipulasi 

laporan auditor 

independen, 

misalnya untuk 

keperluan 

pengadaan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

barang dan 

jasa. 

2. Informasi 

laporan 

keuangan 

auditan klien 

sebagaimana 

dimaksud pada 

huruf g, yaitu: 

a. total aset 

klien; dan 

b. laba bersih 

klien, 

dapat dibuka 

dalam rangka 

konfirmasi 

melalui QR 

Code yang 

tercantum pada 

laporan auditor 

independen. 

3. biaya jasa (fee) 

sebagaimana 

dimaksud pada 

huruf e dapat 

dibuka apabila 

dalam bentuk 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

range atau rata-

rata per tahun. 

 

Kode Arsip: PK2 – 

Pelaporan Profesi 

Keuangan dan 

Kantor Profesi 

Keuangan 

123.  Naskah dinas 

Pusat Pembinaan 

Profesi Keuangan 

yang tidak 

disediakan untuk 

pihak lain selain 

pihak yang 

disebutkan dalam 

tujuan/tembusan 

naskah dinas 

dimaksud, antara 

lain yang berkaitan 

dengan: 

a. penagihan 

sanksi denda; 

b. penanganan 

pengaduan; dan 

c. lain-lain.  

 

a. Pasal 17 huruf a angka 

2 dan huruf b Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf a 

dan huruf b serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

pemerasan kepada 

profesi keuangan. 

b. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat, karena 

memuat informasi 

pengaduan yang 

ditujukan kepada 

profesi keuangan 

dan belum terbukti 

kebenarannya. 

c. Dapat mengganggu 

reputasi profesi 

keuangan yang 

menerima sanksi. 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

pemerasan 

kepada profesi 

keuangan. 

b. Menjaga reputasi 

profesi keuangan 

yang menerima 

sanksi. 

c. Mencegah 

terjadinya 

persaingan usaha 

tidak sehat, 

karena memuat 

informasi 

pengaduan yang 

a. PK1.0 : 5 tahun 

setelah 

berakhirnya 

tahun 

pemeriksaan. 

b. PK1.1 : 5 tahun 

setelah 

berakhirnya 

tahun 

pemeriksaan. 

c. PK1.2 : 5 tahun 

setelah 

penciptaan 

arsip. 

d. PK1.3 : 5 tahun 

setelah 

penciptaan 

arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kode Arsip:  

a. PK1.0 – 

Penyusunan 

Rencana 

Pemeriksaan 

Berkala Profesi 

Keuangan dan 

Kantor Profesi 

Keuangan 

b. PK1.1 – 

Pemeriksaan 

Profesi 

Keuangan dan 

Kantor Profesi 

Keuangan 

c. PK1.2 – Tindak 

Lanjut Laporan 

Hasil 

Pemeriksaan 

Profesi 

Keuangan dan 

Kantor Profesi 

Keuangan 

d. PK1.3 – Sanksi 

Administratif 

Profesi 

Keuangan dan 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

ditujukan kepada 

profesi keuangan 

dan belum 

terbukti 

kebenarannya. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kantor Profesi 

Keuangan 

124.  Keterangan, kopi 

kertas kerja, dan 

kopi dokumen 

pendukung lainnya 

yang diperoleh 

Komite Profesi 

Akuntan Publik 

(KPAP) dari pejabat 

dan/atau pegawai 

Kementerian 

Keuangan, 

Akuntan Publik, 

Kantor Akuntan 

Publik (KAP), 

Asosiasi Profesi 

Akuntan Publik, 

tenaga ahli, 

dan/atau pihak 

lain yang terkait 

dengan profesi 

Akuntan Publik 

dalam proses 

banding. 

 

Kode Arsip: PK3.2 – 

a. Pasal 17 huruf b, huruf 

h angka 3, dan huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

b, huruf h dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

a. Dapat mengganggu 

reputasi akuntan 

publik atau kantor 

akuntan publik yang 

diperiksa.  

b. Dapat mengganggu 

perlindungan hak 

cipta atas metodologi 

jasa profesi 

keuangan yang telah 

dilindungi hak 

ciptanya dan 

menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

kantor akuntan 

publik.  

c. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  pemerasan 

terhadap akuntan 

publik atau kantor 

akuntan publik. 

d. Dapat membuka 

a. Melindungi 

reputasi akuntan 

publik. 

b. Melindungi 

rahasia pengguna 

jasa akuntan 

publik. 

c. Mencegah 

terjadinya 

persaingan usaha 

tidak sehat. 

d. Melindungi hak 

cipta atas 

metodologi jasa 

profesi keuangan 

dan mencegah 

timbulnya 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

kantor akuntan 

publik. 

e. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

5 tahun setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Banding Komite 

Profesi Akuntan 

Publik 

 

penjelasannya juncto 

Pasal 51 ayat (7) 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 9 ayat (1) dan ayat 

(2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 84 

Tahun 2012 tentang 

Komite Profesi Akuntan 

Publik beserta 

penjelasannya. 

rahasia pengguna 

jasa akuntan publik 

atau kantor akuntan  

publik. 

e. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

125.  Surat 

Pertimbangan 

Komite Profesi 

Akuntan Publik 

(KPAP) kepada 

Menteri Keuangan, 

beserta notula 

rapat KPAP. 

 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

a. Dapat menimbulkan 

persepsi yang salah 

atas pertimbangan 

KPAP yang diberikan 

kepada Menteri 

Keuangan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

a. Mencegah 

terjadinya 

polemik terhadap 

pertimbangan 

KPAP. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

5 tahun setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kode Arsip: PK3.1 – 

Pertimbangan 

Komite Profesi 

Akuntan Publik 

Kepada Menteri 

Keuangan 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

126.  Laporan tahunan 

yang disampaikan 

oleh kantor profesi 

keuangan kepada 

Pusat Pembinaan 

Profesi Keuangan 

dalam rangka 

pembinaan dan 

pengawasan profesi 

keuangan. 

 

Kode Arsip: PK2 – 

Pelaporan Profesi 

Keuangan dan 

Kantor Profesi 

Keuangan 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf h angka 3 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan huruf h, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

a. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat, karena 

memuat kegiatan 

usaha kantor profesi 

keuangan. 

b. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, karena 

memuat identitas 

pribadi profesi 

keuangan dan 

tenaga kerja. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

a. Mencegah 

terjadinya 

persaingan 

usaha tidak 

sehat, karena 

memuat 

kegiatan usaha 

kantor profesi 

keuangan. 

b. Mencegah 

penyalahgunaan 

identitas pribadi 

profesi keuangan 

dan tenaga 

kerja. 

c. Pegawai  

5 tahun setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 

Undang- Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

127.  Laporan realisasi 

Pelatihan 

Profesional 

Berkelanjutan 

(PPL) yang 

disampaikan oleh 

profesi keuangan 

kepada Pusat 

Pembinaan Profesi 

Keuangan dalam 

rangka pembinaan 

dan pengawasan 

profesi keuangan. 

 

Catatan: 

Rekapitulasi 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf h angka 4 

dan/atau angka 5 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan huruf h, serta ayat 

a. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

kantor profesi 

keuangan, karena 

memuat informasi 

realisasi PPL profesi 

keuangan yang 

bekerja di kantor 

profesi keuangan 

tersebut. 

b. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, karena 

memuat informasi 

pribadi mengenai 

a. Mencegah 

terjadinya 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

kantor profesi 

keuangan, 

karena memuat 

informasi 

realisasi PPL 

profesi keuangan 

yang bekerja di 

kantor profesi 

keuangan 

tersebut. 

b. Mencegah 

timbulnya 

5 tahun setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

jumlah/total 

satuan kredit PPL 

(SKP) untuk 

masing-masing 

profesi keuangan 

dapat diakses. 

 

Kode Arsip: PK2 – 

Pelaporan Profesi 

Keuangan dan 

Kantor Profesi 

Keuangan 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

kapabilitas dan 

satuan Pendidikan 

profesi keuangan. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

penyalahgunaan 

data dan/atau 

informasi, karena 

memuat 

informasi pribadi 

mengenai 

kapabilitas dan 

satuan 

Pendidikan 

profesi keuangan. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

128.  Daftar Kantor 

Akuntan Publik 

(KAP) dan Akuntan 

Publik (AP) yang 

telah selesai 

menjalani masa: 

a. Pasal 17 huruf b 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat, antar 

kantor profesi 

keuangan. 

b. Pegawai yang tidak 

a. Mencegah 

terjadinya 

persaingan usaha 

tidak sehat, antar 

kantor profesi 

keuangan. 

5 tahun setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

1. tidak 

diperbolehkan 

memberikan 

suatu jasa 

tertentu atau 

pada suatu 

jenis entitas 

tertentu; atau 

2. penghentian 

pemberian jasa 

asurans untuk 

sementara 

waktu. 

 

Kode Arsip:  

a. PK0.0.2 – 

Perizinan 

Akuntan Publik 

b. PK0.0.4 – 

Perizinan Usaha 

Kantor Publik 

(KAP) dan 

Cabang KAP) 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

129.  Seluruh data, 

informasi, dan 

alat/metodologi 

yang digunakan 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

a. Dapat menimbulkan 

persepsi negatif dari 

stakeholders 

eksternal kepada 

a. Melindungi data, 

informasi, dan 

alat/ metodologi 

yang digunakan 

OT3.0 dan OT 3.1 

3  tahun anggaran 

dan akan dinilai 

kembali oleh unit 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

maupun 

dihasilkan dalam 

Survei Kesehatan 

Organisasi di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip:  

a. OT3.0 – Proses 

Layanan Mutu 

dan 

Penghargaan 

Organisasi   

b. OT3.1 – 

Penetapan 

Layanan Mutu 

dan 

Penghargaan 

Organisasi 

Informasi Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

b, huruf i, dan ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

unit yang 

bersangkutan dan 

dampak negatif 

terhadap citra 

Kementerian 

Keuangan karena 

memuat isu-isu 

sensitif yang terkait 

dengan 

permasalahan 

internal masing-

masing Unit Eselon I 

di lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Dapat digunakan 

untuk memanipulasi 

jawaban survei. 

c. Dapat melanggar 

hak atas kekayaan 

intelektual (hak 

cipta). 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

maupun 

dihasilkan 

dalam survei 

kesehatan 

organisasi di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Melindungi hak 

atas kekayaan 

iIntelektual (hak 

cipta). 

c. Mencegah 

adanya 

memanipulasi 

jawaban survei. 

d. Pegawai 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang- Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

penjelasannya. 

 

130.  Laporan 

monitoring dan 

evaluasi Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP) 

terkait 

penyelidikan dan 

penyidikan tindak 

pidana. 

 

Kode Arsip: OT1.0 

– 

Standardisasi/Pem

bakuan 

Sistem/Work 

Instruction/Proses 

Bisnis/Enterprise 

Arsitektur 

a. Pasal 17 huruf a angka 

1 Undang- Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang- Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf a 

dan ayat (2) Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat menghambat 

proses penegakan 

hukum yaitu 

menghambat proses 

penyelidikan dan 

penyidikan suatu 

tindak pidana. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

a. Melindungi

 proses 

penegakan 

hukum. 

b. Pegawai 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

5  tahun dan akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

131.  Cetak Biru 

Program 

Transformasi 

Kelembagaan 

Kementerian 

Keuangan tahun 

2014 – 2025, 

beserta dokumen 

pendukungnya.  

 

Kode Arsip: OT0 – 

Pembentukan/Per

ubahan/Penghapu

san Organisasi 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan 

transformasi 

kelembagaan 

Kementerian 

Keuangan tahun 

2014-2025 karena 

adanya 

pengungkapan 

secara prematur. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan 

transformasi 

kelembagaan 

Kementerian 

Keuangan tahun 

2014-2025. 

b. Pegawai 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

8 tahun dan akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

 



185 
 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

132.  Seluruh data, 

informasi, dan 

alat/metodologi 

yang digunakan 

maupun dihasilkan 

dalam penataan 

organisasi di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya, 

antara lain 

meliputi namun 

tidak terbatas pada 

dokumen mengenai 

delayering 

dan/atau naskah 

akademis yang 

memuat:  

a. ringkasan 

eksekutif;  

b. bab mengenai 

permasalahan; 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kegiatan penataan 

organisasi di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan karena 

adanya 

pengungkapan 

secara prematur. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kegiatan 

penataan 

organisasi di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan 

karena adanya 

pengungkapan 

secara prematur. 

b. Pegawai 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

8 tahun dan akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

c. bab mengenai 

analisis; dan 

d. bab mengenai 

penutup. 

 

Kode Arsip: OT0 – 

Pembentukan/Per

ubahan/Penghapu

san Organisasi 

penjelasannya 

133.  Laporan hasil 

analisis beban 

kerja di lingkungan 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: OT2.4 

– Analisis Beban 

Kerja (ABK) 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya.  

b. Pasal 17 huruf j 

Undang- Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

a. Dapat menimbulkan 

persepsi negatif dari 

masyarakat kepada 

Kementerian 

Keuangan karena 

dokumen dimaksud 

hanya digunakan 

untuk kepentingan 

evaluasi internal 

organisasi.  

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

a. Melindungi 

dokumen 

managerial di 

bidang 

pengelolaan 

organisasi dan 

Sumber Daya 

Manusia. 

b. Melindungi 

program 

penataan 

organisasi di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

10 tahun setelah 

penciptaan arsip. 

 



187 
 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

Keterangan: 

Hanya dapat diakses oleh 

kementerian/lembaga 

teknis terkait, antara lain 

Kementerian PAN dan RB, 

Badan Kepegawaian 

Negara, serta Inspektorat 

Jenderal dan Biro Sumber 

Daya Manusia. 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

134.  Seluruh data, 

informasi, dan 

alat/metodologi 

beserta dokumen 

pendukung yang 

digunakan 

maupun dihasilkan 

dalam kajian 

dengan tujuan 

tertentu.  

 

Kode Arsip: KT2 – 

Kajian dan 

Penelitian Lainnya 

a. Pasal 17 huruf i Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 

2009 tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan karena 

adanya 

pengungkapan secara 

prematur. 

b. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan dan 

pemerasan. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

a. Mencegah 

timbulnya 

polemik akibat 

pengungkapan 

informasi 

mengenai kajian 

yang masih 

prematur. 

b. Mencegah 

penyalahgunaan 

kajian untuk 

melakukan 

penipuan dan 

pemerasan. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

a. Data dukung: 5 

tahun setelah 

penciptaan 

arsip. 

b. Hasil kajian: 5 

tahun dan akan 

dinilai kembali 

oleh unit 

pengelola arsip 

dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

135.  Seluruh data, 

informasi, dan 

alat/metodologi 

yang digunakan 

maupun dihasilkan 

dalam 

pembentukan dan 

penggunaan 

jabatan fungsional 

di lingkungan 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya, 

antara lain 

informasi yang 

terdapat dalam: 

a. surat 

a. Pasal 17 huruf i Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 

2009 tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kegiatan strategis 

karena adanya 

pengungkapan 

secara prematur. 

b. Dapat menimbulkan 

polemik antar 

pejabat fungsional. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

a. Mencegah 

terhambatnya 

pelaksanaan 

kegiatan strategis 

karena adanya 

pengungkapan 

secara prematur. 

b. Mencegah 

timbulnya 

polemik antar 

pejabat 

fungsional. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-  

Nomor 43 Tahun 

5 tahun setelah 

setelah penciptaan 

arsip. 

 



189 
 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

penyampaian 

naskah akademik 

mengenai 

pembentukan/ 

penyempurnaan; 

b. naskah 

akademik 

pembentukan/ 

penyempurnaan 

jabatan 

fungsional 

meliputi bab 

mengenai 

konsep jabatan 

fungsional; 

c. surat 

penyampaian 

naskah 

akademik 

mengenai 

naskah 

akademis 

tunjangan 

jabatan 

fungsional; 

d. naskah 

akademik 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

2009 tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

usulan 

tunjangan 

jabatan 

fungsional, 

meliputi: 

1) bab mengenai 

kondisi 

jabatan 

fungsional; 

2) bab mengenai 

usulan 

tunjangan 

fungsional;  

3) lampiran 

evaluasi 

jabatan 

fungsional; 

dan 

e. nota dinas dan 

lampiran nota 

dinas hasil 

verifikasi usulan 

kebutuhan 

jabatan 

fungsional. 

 

Kode Arsip: OT2.3 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

– Jabatan 

Fungsional 

136.  Laporan hasil 

monitoring dan 

evaluasi terkait 

keorganisasian dan 

jabatan fungsional. 

 

Kode Arsip: OT2.3 

– Jabatan 

Fungsional 

a. Pasal 17 huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kegiatan strategis 

karena adanya 

pengungkapan 

secara prematur. 

b. Dapat menimbulkan 

kondisi yang kurang 

kondusif bagi 

organisasi dan 

pegawai. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Melindungi 

program 

penataan 

organisasi di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Melindungi 

program 

pengembangan 

jabatan 

fungsional. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

3 tahun setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

137.  Informasi dan 

dokumen 

pendukung yang 

terkait dengan 

penetapan 

peringkat jabatan 

bagi jabatan 

struktural, 

jabatan 

fungsional, 

jabatan non 

eselon, dan 

jabatan pada 

Badan Layanan 

Umum di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode Arsip: 

OT2.1.0 – 

Peringkat Jabatan 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat menimbulkan 

polemik antar 

pegawai. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Mencegah 

timbulnya 

polemik antar 

pegawai. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

3 tahun setelah 

penciptaan arsip. 
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138.  Informasi di 

dalam lampiran 

Keputusan 

Menteri Keuangan 

mengenai 

peringkat jabatan 

bagi jabatan 

struktural, 

fungsional, 

pelaksana, dan 

jabatan pimpinan 

di unit non eselon 

di lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode Arsip: 

OT2.1.0 – 

Peringkat Jabatan 

a. Pasal 17 huruf h angka 

4 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

Pembina di bidang 

organisasi dan 

ketatalaksanaan 

Kementerian Keuangan, 

dan hanya diperuntukkan 

bagi sekretariat unit Eselon 

I/non Eselon yang 

bertanggung jawab secara 

langsung kepada Menteri 

Keuangan, Biro Hukum,  

a. Berpotensi 

menimbulkan 

polemik antar 

pegawai karena 

informasi dalam 

Lampiran Keputusan 

Menteri Keuangan 

mengenai peringkat 

jabatan digunakan 

sebagai acuan untuk 

menentukan hasil 

evaluasi atau 

penilaian kapabilitas 

pegawai. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Mencegah 

timbulnya 

polemik antar 

pegawai, karena 

informasi dalam 

lampiran 

Keputusan 

Menteri 

Keuangan 

mengenai 

peringkat jabatan 

digunakan 

sebagai acuan 

untuk 

menentukan 

hasil evaluasi 

atau penilaian 

kapabilitas 

pegawai. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

Selama masih 

berlaku dan  1 

tahun setelah ada 

perubahan akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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Biro Perencanaan dan 

Keuangan, Biro Umum, dan 

Biro Sumber Daya 

Manusia. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

139.  Mekanisme 

penetapan jabatan 

dan peringkat bagi 

Pelaksana di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan beserta 

dokumen 

pendukungnya, 

antara lain 

meliputi namun 

tidak terbatas 

pada: 

a. berita acara 

hasil sidang 

penilaian dan 

lampirannya; 

b. dokumen 

penilaian, 

surat 

rekomendasi 

dari pejabat 

penilai; dan 

c. rancangan 

keputusan 

pejabat eselon 

II atas nama 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya.  

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

a. Dapat menimbulkan 

polemik antar 

pegawai. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Mencegah 

timbulnya 

polemik antar 

pegawai. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

3 tahun setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

eselon I 

mengenai 

penetapan 

pelaksana 

dalam jabatan 

dan peringkat 

(grading 

pelaksana). 

 

Kode Arsip: 

OT2.1.0 – 

Peringkat Jabatan 

140.  Keputusan pejabat 

eselon II atas nama 

eselon I mengenai 

penetapan 

pelaksana dalam 

jabatan dan 

peringkatnya. 

 

Kode Arsip: 

OT2.1.0 – 

Peringkat Jabatan 

a. Pasal 17 huruf h angka 4 

dan huruf i Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya.  

b. Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

a. Dapat menimbulkan 

polemik antar 

pegawai. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

a. Mencegah 

timbulnya 

polemik antar 

pegawai. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

3 tahun setelah SK 

ditetapkan ,kecuali 

SK dan akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 

2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara, 

beserta penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian, dan 

hanya diperuntukkan bagi 

pegawai yang 

bersangkutan, sekretariat 

unit Eselon I/non Eselon 

yang bertanggung jawab 

secara langsung kepada 

Menteri Keuangan, Biro 

Hukum, Biro Perencanaan 

dan Keuangan, Biro Umum, 

dan Biro Sumber Daya 

Manusia. 

141.  Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai hasil 

penilaian inovasi 

terbaik di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan.  

 

Kode Arsip: HK1.0 

a. Pasal 17 huruf i Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat menimbulkan 

kondisi yang kurang 

kondusif bagi peserta 

penilaian apabila 

mengetahui hasil 

penilaian sebelum 

pengumuman 

penghargaan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

a. Mencegah 

timbulnya kondisi 

yang kurang 

kondusif bagi 

peserta penilaian 

apabila 

mengetahui hasil 

penilaian sebelum 

pengumuman 

penghargaan. 

Selama masih 

berlaku  dan 1 

tahun setelah ada 

perubahan, akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 

2009 tentang Kearsipan 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 

2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara, 

beserta penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif  ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya.  

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh oleh 

Tim Penilai Inovasi Terbaik 

di Lingkungan Kementerian 

Keuangan. 

 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

142.  Keputusan 

Menteri 

Keuangan 

mengenai hasil 

penilaian kantor 

wilayah terbaik, 

kantor 

pelayanan 

terbaik, di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan.  

 

Kode Arsip: HK1.0 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang- Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang- Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

beserta penjelasannya 

juncto Pasal 44 ayat (1) 

huruf i dan ayat (2) 

a. Dapat menimbulkan 

kondisi yang kurang 

kondusif bagi 

kantor peserta 

penilaian apabila 

mengetahui hasil 

penilaian sebelum 

diumumkan pada 

Hari Oeang. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

a. Mencegah 

timbulnya 

kondisi yang 

kurang kondusif 

bagi kantor 

peserta penilaian 

apabila 

mengetahui 

hasil penilaian 

sebelum 

diumumkan 

pada Hari 

Oeang. 

b. Pegawai  

Selama masih 

berlaku  dan 1 

tahun setelah ada 

perubahan, akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

Undang- Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya 

juncto Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 

tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya 

juncto Pasal 61 ayat (1) 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif  

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 80 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya.  

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh Tim 

Penilaian Kantor Wilayah 

Terbaik dan Kantor 

Pelayanan Terbaik di 

Lingkungan Kementerian 

Keuangan. 

beserta 

penjelasannya. 

143.  Seluruh data dan 

informasi   yang 

digunakan 

maupun 

dihasilkan dalam 

penilaian                 

Kantor Wilayah 

Terbaik, Kantor 

Pelayanan 

Terbaik,  

Penilaian Inovasi, 

dan 

Pembangunan 

Zona Integritas 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang- Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang- Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

beserta penjelasannya 

juncto Pasal 44 ayat (1) 

huruf i dan ayat (2) 

a. Dapat menimbulkan 

kondisi yang kurang 

kondusif bagi peserta 

penilaian. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

a. Mencegah 

timbulnya 

kondisi yang 

kurang kondusif 

bagi peserta              

penilaian. 

b. Pegawai 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

3 tahun anggaran 

dan akan dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 

 



203 
 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Wilayah Bebas 

Korupsi/ Wilayah 

Birokrasi Bersih 

Melayani (ZI- 

WBK/WBBM). 

 

Kode Arsip: 

OT3.0 – Proses 

Layanan Mutu 

dan 

Penghargaan 

Organisasi 

Undang- Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

144.  Laporan 

pemantauan dan 

evaluasi unit 

kerja berpredikat 

Wilayah Bebas 

Korupsi/ 

Wilayah 

Birokrasi Bersih 

Melayani 

(WBK/WBBM).  

 

Kode Arsip: 

OT3.1 – 

Penetapan 

Layanan Mutu 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang- Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang- Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

beserta penjelasannya 

juncto Pasal 44 ayat (1) 

huruf i dan ayat (2) 

Undang- Undang 

a. Dapat menimbulkan 

kondisi yang kurang 

kondusif bagi unit 

yang dilakukan 

pemantauan dan 

evaluasi. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

a. Mencegah 

timbulnya 

kondisi yang 

kurang kondusif 

bagi unit kerja di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pegawai 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

3 tahun setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dan 

Penghargaan 

Organisasi 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan 

beserta penjelasannya. 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

145.  Dokumen 

penyelesaian 

usulan pengelolaan 

Barang Milik 

Negara/BMN 

Kementerian 

Keuangan 

(penggunaan, 

pemanfaatan, 

penghapusan, dan 

pemindahtanganan

), beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip:  

a. PL5.0: 

Penggunaan. 

b. PL5.1: 

Pemanfaatan. 

c. PL5.2: 

Pemindahtanga

nan. 

a. Pasal 17 huruf e angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4, dan/atau 

angka 6, serta huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf e 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

a. Dapat menimbulkan 

sengketa antara 

Kementerian 

Keuangan sebagai 

pengelola dan/atau 

pengguna Barang 

Milik Negara (BMN) 

dengan pihak lain. 

b. Dapat merugikan 

ketahanan ekonomi 

nasional berkaitan 

dengan aset vital 

milik negara.  

c. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan 

pengelolaan BMN 

Kementerian 

Keuangan. 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

a. Mencegah 

terjadinya 

sengketa terkait 

Barang Milik 

Negara (BMN). 

b. Mencegah 

timbulnya  

kerugiaan 

ketahanan 

ekonomi nasional 

berkaitan dengan 

aset vital milik 

negara.  

c. Menjaga 

pelaksanaan 

kebijakan 

pengelolaan BMN 

Kementerian 

Keuangan. 

d. Pegawai 

Kearsipan 

terhindar dari 

PL5.3 > 3 tahun 

setelah 

pelaksanaan 

penghapusan dan 

pemeriksaan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

d. PL5.3: 

Penghapusan. 

 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

146.  Dokumen usul 

perencanaan 

Barang Milik 

Negara (BMN) 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya.  

 

Kode Arsip: PL0.0.0 

Perencanaan 

Barang Milik 

Negara 

 

 

a. Pasal 17 huruf e angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4, dan/atau 

angka 6, serta huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf e 

a. Dapat menimbulkan 

sengketa antara 

Kementerian 

Keuangan sebagai 

pengelola dan/atau 

pengguna Barang 

Milik Negara (BMN) 

dengan pihak lain. 

b. Dapat merugikan 

ketahanan ekonomi 

nasional berkaitan 

dengan aset vital 

milik negara.  

c. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

pengelolaan BMN 

a. Mencegah 

terjadinya 

sengketa terkait 

Barang Milik 

Negara (BMN). 

b. Mencegah 

timbulnya 

kerugiaan 

ketahanan 

ekonomi nasional 

berkaitan dengan 

aset vital milik 

negara. 

c. Menjaga 

pelaksanaan 

kebijakan 

5 tahun setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Kementerian 

Keuangan. 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

pengelolaan BMN 

Kementerian 

Keuangan. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

147.  Dokumen bukti 

kepemilikan 

Barang Milik 

Negara (BMN) 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode Arsip: PL6 

– Bukti 

Kepemilikan 

BMN 

a. Pasal 17 huruf e angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4, dan/atau 

angka 6, serta huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

a. Dapat menimbulkan 

sengketa antara 

Kementerian 

Keuangan sebagai 

pengelola dan/atau 

pengguna Barang 

Milik Negara (BMN) 

dengan pihak lain. 

b. Dapat merugikan 

ketahanan ekonomi 

nasional berkaitan 

a. Mencegah 

terjadinya 

sengketa terkait 

Barang Milik 

Negara (BMN). 

b. Mencegah 

timbulnya  

kerugiaan 

ketahanan 

ekonomi nasional 

berkaitan dengan 

a. PL6 : sampai 

dengan barang 

dihapuskan/ 

dipindahtangan

kan. 

b. PL5.3 : 3 tahun 

setelah 

pelaksanaan 

penghapusan 

dan 

pemeriksaan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf e 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

dengan aset vital 

milik negara.  

c. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

pengelolaan BMN 

Kementerian 

Keuangan. 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

aset vital milik 

negara.  

c. Menjaga 

pelaksanaan 

kebijakan 

pengelolaan BMN 

Kementerian 

Keuangan. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

oleh aparat 

pengawasan. 

148.  Informasi 

mengenai data 

tanah Kementerian 

Keuangan yang 

belum bersertifikat.  

 

a. Pasal 17 huruf e angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4, dan/atau 

angka 6, serta huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

a. Dapat menimbulkan 

sengketa antara 

Kementerian 

Keuangan sebagai 

pengelola dan/atau 

pengguna Barang 

a. Mencegah 

terjadinya 

sengketa terkait 

Barang Milik 

Negara (BMN). 

b. Mencegah 

Sesuai dengan 

ketentuan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kode Arsip: PL7 – 

Pengawasan dan 

Pengendalian BMN 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf e 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

Milik Negara (BMN) 

dengan pihak lain. 

b. Dapat merugikan 

ketahanan ekonomi 

nasional berkaitan 

dengan aset vital 

milik negara.  

c. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan 

pengelolaan BMN 

Kementerian 

Keuangan. 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

timbulnya  

kerugiaan 

ketahanan 

ekonomi nasional 

berkaitan dengan 

aset vital milik 

negara.  

c. Menjaga 

pelaksanaan 

kebijakan 

pengelolaan BMN 

Kementerian 

Keuangan. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

149.  Dokumen 

penawaran teknis 

dan informasi di 

dalam dokumen 

penawaran 

administrasi yang 

memuat rahasia 

pribadi dan/atau 

dapat melanggar 

hak atas kekayaan 

intelektual  

dan/atau 

berpotensi 

menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat, antara 

lain meliputi 

namun tidak 

terbatas pada: 

a. data pribadi 

pengurus 

(perlu 

diperhatikan 

dalam 

penggunaan 

istilah data 

pribadi karena 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf h angka 3 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan huruf h, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

a. Dapat menghambat 

proses pengadaan 

barang dan jasa. 

b. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

penyedia barang dan 

jasa. 

c. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan, dengan 

menggunakan data 

pribadi pengurus. 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

a. Mencegah 

terjadinya 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

penyedia barang 

dan jasa. 

b. Melindungi 

pelaku 

pengadaan.  

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Melindungi data 

perseorangan 

sebagaimana 

diatur dalam 

Pasal 58 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

Sesuai dengan 

ketentuan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Catatan:  

Proses audit dan 

pertanggung- 

jawaban sudah 

selesai di tahun 

kedua. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

terkait UU 

27/2022 

tentang 

Perlindungan 

Data Pribadi, 

perlu dicari 

alternatif 

istilah lain data 

personal, 

identitas 

personal, dll) 

(nama, Nomor 

Induk 

Kependudukan

, dan Nomor 

Pokok Wajib 

Pajak), dan 

b. data kualifikasi 

penyedia. 

 

Kode Arsip: PL1 – 

Pengadaan 

(menggunakan 

kode klasifikasi 

yang paling 

tersier/terkecil 

sesuai dengan jenis 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 

13, dan Pasal 14 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2000 tentang 

Rahasia Dagang, beserta 

penjelasannya. 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

e. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan. 

e. Melindungi hak 

atas kekayaan 

intelektual. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

barang/jasa dan 

cara 

pengadaannya) 

 

 

beserta 

penjelasannya. 

f. Barang siapa dengan 

sengaja dan tanpa 

hak menggunakan 

Rahasia Dagang 

pihak lain dikenakan 

sanksi pidana 

penjara dan/atau 

denda sebagaimana 

diatur dalam Pasal 

17 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2000 tentang 

Rahasia Dagang, 

beserta 

penjelasannya. 

150.  Data rinci penyedia 

(vendor) yang 

terverifikasi pada 

sistem Layanan 

Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE) 

Kementerian 

Keuangan, sebagai 

berikut: 

a. username dan 

a. Pasal 17 huruf b 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk  mengakses 

sistem LPSE. 

b. Berpotensi 

menimbulkan 

persaingan usaha 

yang tidak sehat 

antar penyedia yang 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

mengakses sistem 

LPSE. 

b. Mencegah 

timbulnya 

persaingan usaha 

yang tidak sehat 

antar penyedia 

Sesuai dengan 

ketentuan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

password 

penyedia; 

b. alamat 

perusahaan; 

c. klasifikasi 

usaha; 

d. organisasi; 

e. Nomor Pokok 

Wajib Pajak 

(NPWP); 

f. izin usaha; 

g. akta pendirian 

dan/atau 

perubahan 

terakhir; 

h. surat kuasa; 

dan 

i. surat 

keterangan 

fiskal tahun 

terakhir atau 

Surat Pajak 

Tahunan (SPT), 

Pajak 

Penghasilan 

(PPh) tahun 

terakhir. 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana 

telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 

7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

dapat mengganggu 

proses pengadaan 

barang/jasa. 

c. Pejabat yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 34 

Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan 

Umum dan Tata 

Cara Perpajakan 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi 

Peraturan 

Perpajakan, diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 41 

UU KUP, beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

yang dapat 

mengganggu 

proses pengadaan 

barang/jasa. 

c. Pejabat terhindar 

dari ancaman  

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

41 UU KUP, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

Kode Arsip: 

PL0.0.0 – 

Perencanaan 

BMN 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

151.  Data nama peserta 

pengadaan 

langsung dan nilai 

penawaran pada 

aplikasi Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Pengadaan 

Langsung (SIMPeL) 

sejak tahap 

pemasukan 

penawaran sampai 

dengan penetapan 

penyedia (vendor). 

 

Kode Arsip: 

PL0.0.0 – 

a. Pasal 17 huruf b 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

a. Berpotensi 

menimbulkan 

persaingan usaha 

yang tidak sehat 

antar penyedia, yang 

dapat mengganggu 

proses pengadaan 

barang/jasa. 

Misalnya apabila 

nama peserta 

pengadaan langsung 

dan nilai penawaran 

dibuka, peserta 

pengadaan langsung 

lainnya dapat 

memperlambat 

proses penetapan 

a. Mencegah 

terjadinya 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

penyedia, yang 

dapat 

mengganggu 

proses 

pengadaan 

barang/jasa. 

Misalnya apabila 

nama peserta 

pengadaan 

langsung dan 

nilai penawaran 

dibuka, peserta 

pengadaan 

Sesuai dengan 

ketentuan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Perencanaan 

BMN 

penjelasannya. harga. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

langsung lainnya 

dapat 

memperlambat 

proses penetapan 

harga. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

152.  Dokumen dalam 

proses evaluasi 

pengadaan barang 

dan jasa, antara 

lain meliputi 

namun tidak 

terbatas pada: 

a. kertas 

kerja/dokumen 

evaluasi pokja 

pemilihan; dan 

a. Pasal 17 huruf b 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

a. Berpotensi 

menimbulkan 

persaingan usaha 

yang tidak sehat 

antar penyedia, yang 

dapat mengganggu 

proses pengadaan 

barang/jasa. 

Misalnya keunggulan 

harga dari salah satu 

penyedia barang dan 

a. Mencegah 

terjadinya 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

penyedia, yang 

dapat 

mengganggu 

proses 

pengadaan 

barang/jasa. 

Misalnya 

Sesuai dengan 

ketentuan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

b. dokumen 

evaluasi 

kewajaran 

harga dan hasil 

klarifikasinya. 

 

Kode Arsip: PL1 

– Pengadaan 

(menggunakan 

kode klasifikasi 

yang paling 

tersier/terkecil 

sesuai dengan 

jenis 

barang/jasa dan 

cara 

pengadaannya) 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

jasa.   

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

keunggulan 

harga dari salah 

satu penyedia 

barang dan jasa.  

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

153.  Informasi di dalam 

surat perjanjian 

pengadaan 

barang/jasa 

pemerintah, antara 

lain meliputi 

namun tidak 

terbatas pada: 

a. rahasia pribadi; 

b. melanggar hak 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf h angka 3 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

a. Dapat menghambat 

proses pengadaan 

barang dan jasa. 

b. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

penyedia, yang dapat 

mengganggu proses 

pengadaan 

barang/jasa. 

a. Mencegah 

terjadinya 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

penyedia, yang 

dapat 

mengganggu 

proses 

pengadaan 

barang/jasa. 

Sesuai dengan 

ketentuan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

atas kekayaan 

intelektual; 

dan/atau 

c. berpotensi 

menimbulkan 

persaingan 

usaha tidak 

sehat. 

 

Kode Arsip: PL1 – 

Pengadaan 

(menggunakan 

kode klasifikasi 

yang paling 

tersier/terkecil 

sesuai dengan jenis 

barang/jasa dan 

cara 

pengadaannya) 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 

13, dan Pasal 14 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2000 tentang 

Rahasia Dagang, beserta 

penjelasannya. 

c. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan, dengan 

menggunakan 

informasi rahasia 

pribadi seseorang. 

d. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

b. Melindungi 

pelaku 

pengadaan.  

c. Mencegah 

terjadinya 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya  untuk 

melakukan 

penipuan, 

dengan 

menggunakan 

informasi rahasia 

pribadi 

seseorang. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

e. Barang siapa dengan 

sengaja dan tanpa 

hak menggunakan 

Rahasia Dagang 

pihak lain dikenakan 

sanksi pidana 

penjara dan/atau 

denda sebagaimana 

diatur dalam Pasal 

17 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2000 tentang 

Rahasia Dagang, 

beserta 

penjelasannya. 

154.  Pengelolaan risiko 

organisasi 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

a. Pasal 17 huruf e dan 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

a. Dapat mengganggu 

ketahanan ekonomi 

nasional karena 

antara lain memuat 

a. Melindungi 

ketahanan 

ekonomi nasional 

karena antara 

KP4.2 dan KP4.3 :  

5 tahun + 5 tahun 

🡪 musnah. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip:  

a. OT4.0 – 

Perencanaan 

kinerja 

b. OT4.1 – 

Pelaksanaan 

kinerja 

c. OT4.2 – 

Evaluasi, 

Pelaporan, dan 

Pemanfaatan 

Kinerja 

d. OT4.3 – 

Pelaksanaan 

Pemantauan 

dan Evaluasi 

Sistem 

Manajemen 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf e 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 34 ayat (1) UU 

KUP. 

informasi mengenai 

pinjaman 

pemerintah, kondisi 

kas negara, dan 

stabilitas sektor 

fiskal. 

b. Dapat menghambat 

pencapaian 

sasaran/strategi 

Kementerian 

Keuangan. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melampaui 

batas 

kewenangannya 

akan diberi sanksi 

pidana dan denda 

berdasarkan 

ketentuan Pasal 41 

UU KUP, beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

lain memuat 

informasi 

mengenai 

pinjaman 

pemerintah, 

kondisi kas 

negara, dan 

stabilitas sektor 

fiskal. 

b. Mencegah 

terhambatnya 

pencapaian 

sasaran/strategi 

Kementerian 

Keuangan. 

c. Pejabat terhindar 

dari saksi pidana  

dan denda sesuai 

ketentuan Pasal 

41 UU KUP, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kearsipan, beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

 

 

 

155.  Nilai Kinerja 

Organisasi (NKO) 

beserta seluruh 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: OT5.1 

Pemantauan dan 

Reviu Manajemen 

Risiko 

 

a. Pasal 17 huruf e 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

e dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat mengganggu 

ketahanan ekonomi 

nasional antara lain 

memuat informasi 

mengenai pinjaman 

pemerintah, kondisi 

kas negara, dan 

stabilitas sektor 

fiskal. 

b. Dapat menghambat 

pencapaian 

sasaran/strategi 

Kementerian 

Keuangan. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

a. Melindungi 

ketahanan 

ekonomi nasional 

karena antara 

lain memuat 

informasi 

mengenai 

pinjaman 

pemerintah, 

kondisi kas 

negara, dan 

stabilitas sektor 

fiskal. 

b. Mencegah 

terhambatnya 

pencapaian 

sasaran/strategi 

Kementerian 

Sesuai dengan 

ketentuan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya.  

Keuangan.  

c. Pegawai ari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

 

156.  Hasil quality 

assurance 

manajemen kinerja 

organisasi dan 

risiko organisasi, 

beserta dokumen 

pendukungnya 

yang terdiri dari: 

a. Dokumen 

manajemen 

risiko; 

b. Laporan reviu 

dan audit 

manajemen 

Kinerja dan 

a. Pasal 17 huruf angka 4 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya.  

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya 

juncto Pasal 44 ayat (1) 

huruf h dan ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 

a. Dapat mengungkap 

upaya peningkatan 

pengelolaan kinerja 

pegawai/organisasi 

dan pengelolaan 

risiko organisasi. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

a. Melindungi upaya 

peningkatan 

pengelolaan 

kinerja pegawai/ 

organisasi dan 

pengelolaan risiko 

organisasi.  

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

P4.2 dan KP4.3 :  5 

tahun + 5 tahun 🡪 

musnah. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Risiko; 

c. Laporan Survei 

Implementasi 

Pengelolaan 

Kinerja (Survey 

Strategy 

Focused 

Organization);  

d. Laporan Tingkat 

Kematangan 

Penerapan 

Manajemen 

Risiko (TKPMR); 

e. Laporan 

Evaluasi Sistem 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

(SAKIP) Mandiri; 

dan 

f. Laporan hasil 

penilaian 

mandiri 

maturitas 

penyelenggara-

an Sistem 

Pengendalian 

43 tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Intern 

Pemerintah 

(SPIP) yang 

belum 

dievaluasi oleh 

BPKP. 

 

Kode Arsip:  

a. OT4.0 – 

Perencanaan 

kinerja 

b. OT4.1 – 

Pelaksanaan 

kinerja 

c. OT4.2 – 

Evaluasi, 

Pelaporan, dan 

Pemanfaatan 

Kinerja 

d. OT4.3 – 

Pelaksanaan 

Pemantauan 

dan Evaluasi 

Sistem 

Manajemen 

157.  Informasi dalam 

buku laporan 

Pasal 17 huruf h angka 3 

Undang-Undang Nomor 14 

Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

a. Melindungi data 

pribadi seseorang. 

Sesuai dengan 

ketentuan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

perkembangan 

penyelesaian 

kerugian negara 

lingkup 

Kementerian 

Keuangan yang 

memuat rahasia 

pribadi. 

 

Kode Arsip: KU1.2 

– Laporan 

Perkembangan 

Penyelesaian 

Kerugian Negara 

tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

informasi, misalnya  

untuk melakukan 

intimidasi dan 

pemerasan terhadap 

pihak-pihak yang 

berkaitan dengan 

penyelesaian kerugian 

negara. 

b. Mencegah 

terjadinya 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

melakukan 

intimidasi dan 

pemerasan 

terhadap pihak-

pihak yang 

berkaitan dengan 

penyelesian 

kerugian negara. 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

 

158.  Informasi terkait 

penetapan 

pemberian 

Tunjangan 

Khusus Pembinaan 

Keuangan Negara 

(TKPKN) bagi 

pegawai di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

a. Pasal 17 huruf i Undang-

undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasanya. 

b. Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

pasal 44 ayat (1) huruf I 

a. Dapat menghambat 

kebijakan pemberian 

TKPKN di lingkungan 

Kementerian 

Keuangan.  

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan 

a. Melindungi 

kebijakan 

pemberian 

TKPKN di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

7 tahun setelah 

penetapan, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan.. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

pasal 85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

159.  Laporan Keuangan 

Kementerian 

Keuangan  

(unaudited), 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KU2.0.1 – Laporan 

Keuangan 

Kementerian 

Keuangan 

unaudited 

 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat menimbulkan 

kesalahan persepsi 

publik karena 

menggunakan 

informasi laporan 

keuangan yang 

unaudited dan masih 

dapat berubah. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

a. Mencegah 

persepsi negatif 

publik terhadap 

Kementerian 

Keuangan.  

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

3 tahun setelah 

Undang-Undang 

LKPP 

diundangkan, 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pasal 85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

160.  Informasi dalam 

lampiran Laporan 

Keuangan 

Kementerian 

Keuangan yang 

terkait dengan 

rahasia pribadi. 

 

Kode Arsip:  

a. KU2.0.0 – 

laporan 

keuangan 

Kementerian 

Keuangan 

audited 

b. KU2.0.1 – 

laporan 

keuangan 

Kementerian 

Keuangan 

unaudited 

 

Pasal 17 huruf h angka 3 

Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

 

Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  melakukan 

intimidasi dan 

pemerasan terhadap 

pihak-pihak yang 

termuat dalam lampiran 

laporan keuangan. 

Mencegah terjadinya 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk melakukan 

intimidasi dan 

pemerasan terhadap 

pihak-pihak yang 

termuat dalam 

lampiran laporan 

keuangan. 

3 tahun setelah 

Undang-Undang 

LKPP 

diundangkan, 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

161.  Konsep Laporan 

Hasil Pemeriksaan 

(LHP) atas Laporan 

Keuangan 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip:  

Pengawasan 

Internal 

a. PW0.0 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

memerlukan 

tindak lanjut 

b. PW0.1 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut 

c. PW0.2 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, beserta 

penjelasannya juncto Pasal 

19 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara. 

Dapat menimbulkan 

kesalahan persepsi 

publik yang 

menggunakan informasi 

dari konsep Laporan 

Hasil Pemeriksaan 

(LHP) yang masih dapat 

berubah setelah ada 

tanggapan/hasil 

pembahasan dari 

auditee. 

Mencegah persepsi 

negatif publik 

terhadap 

Kementerian 

Keuangan. 

a. Pengawasan 

yang 

memerlukan 

tindak lanjut: 3 

tahun setelah 

tindak lanjut 

selesai, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pengawasan 

yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut: 5 

tahun setelah 

tanggal 

penciptaan 

arsip, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

yang 

mengandung 

unsur 

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang 

memerlukan 

tindak lanjut 

d. PW0.3 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

mengandung 

unsur 

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut 

e. PW1 – 

Pengawasan 

Eksternal 

Kementerian 

Keuangan. 

 

162.  Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) 

atas Laporan 

Keuangan 

Kementerian 

Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, beserta 

penjelasannya juncto Pasal 

Melangkahi 

kewenangan Badan 

Pemeriksa Keuangan 

(BPK) sebagaimana 

diatur dalam Pasal 19 

Mematuhi ketentuan 

Pasal 19 ayat (1) 

Undang- Undang 

Nomor 15 Tahun 

2004 tentang 

a. Pengawasan 

yang 

memerlukan 

tindak lanjut: 3 

tahun setelah 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Keuangan.  

 

Kode Arsip:  

Pengawasan 

Internal 

a. PW0.0 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

memerlukan 

tindak lanjut 

b. PW0.1 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut 

c. PW0.2 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

mengandung 

unsur 

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang 

memerlukan 

19 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara. 

ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab 

Keuangan Negara. 

Pemeriksaan 

Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab 

Keuangan Negara. 

tindak lanjut 

selesai, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pengawasan 

yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut: 5 

tahun setelah 

tanggal 

penciptaan 

arsip, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

tindak lanjut 

d. PW0.3 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

mengandung 

unsur 

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut 

e. PW1 – 

Pengawasan 

Eksternal 

163.  Informasi dalam 

dokumen 

pendukung 

Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) 

(Lampiran) yang 

memuat rahasia 

pribadi. 

 

Kode Arsip:  

Pengawasan 

Internal 

Pasal 17 huruf h angka 3 

Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  melakukan 

intimidasi dan 

pemerasan terhadap 

pihak-pihak yang 

termuat dalam lampiran 

dokumen pendukung 

LHP. 

Mencegah terjadinya 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

intimidasi dan 

pemerasan terhadap 

pihak-pihak yang 

termuat dalam 

lampiran dokumen 

pendukung  LHP. 

a. Pengawasan 

yang 

memerlukan 

tindak lanjut: 3 

tahun setelah 

tindak lanjut 

selesai, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

a. PW0.0 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

memerlukan 

tindak lanjut 

b. PW0.1 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut 

c. PW0.2 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

mengandung 

unsur 

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang 

memerlukan 

tindak lanjut 

d. PW0.3 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pengawasan 

yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut: 5 

tahun setelah 

tanggal 

penciptaan 

arsip, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

mengandung 

unsur 

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut 

e. PW1 – 

Pengawasan 

Eksternal. 

164.  Saran dan/atau 

rekomendasi dari 

Komite Pengawas 

Perpajakan terkait 

dengan kebijakan 

perpajakan dan 

penyelenggaraan 

administrasi 

perpajakan, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip:  

a. HK1.0 - 

Penyusunan 

dan Penetapan 

Produk Hukum  

a. Pasal 17 huruf e angka 

3 dan huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara 

a. Dapat merugikan 

ketahanan ekonomi 

nasional karena 

memuat informasi 

mengenai rencana 

awal perubahan 

kebijakan di bidang 

perpajakan. 

b. Pejabat yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 34 

Undang- Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan 

Umum dan Tata 

Cara Perpajakan 

sebagaimana telah 

a. Mencegah 

timbulnya 

polemik terhadap 

rencana awal 

perubahan 

kebijakan 

perpajakan. 

b. Melindungi 

kerahasiaan data 

Wajib Pajak. 

c. Pejabat terhindar 

dari ancaman  

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

41 UU KUP, 

beserta 

penjelasannya. 

a. HK1.0 : 1 tahun 

setelah 

Keputusan 

Menteri 

Keuangan 

dinyatakan 

tidak berlaku, 

dinilai kembali 

oleh unit 

pengelola arsip 

dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

b. HK1.1 : 3 tahun 

setelah tanggal 

penciptaan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

b. HK1.1 - 

Penyusunan 

Pendapat 

Hukum 

Perpajakan (UU KUP), 

beserta penjelasannya 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 

7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

e dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi 

Peraturan 

Perpajakan, diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 41 

UU KUP, beserta 

penjelasannya. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

 

 

arsip. 

165.  Laporan Komite 

Pengawas 

a. Pasal 17 huruf e angka 

3 dan huruf i Undang-

a. Dapat merugikan 

ketahanan ekonomi 

a. Mencegah 

timbulnya 

a. Pengawasan 

yang 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Perpajakan: 

a. Laporan 

Monitoring dan 

Evaluasi Saran 

dan/atau 

Rekomendasi; 

dan 

b. Laporan 

Tahunan 

Komite 

Pengawas 

Perpajakan, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip:  

Pengawasan 

Internal 

a. PW0.0 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

memerlukan 

tindak lanjut 

b. PW0.1 – 

Pengawasan/  

Pemantauan 

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP), 

beserta penjelasannya 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 

7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

nasional karena 

memuat informasi 

mengenai rencana 

awal perubahan 

kebijakan di bidang 

perpajakan. 

b. Pejabat yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 34 

Undang- Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan 

Umum dan Tata 

Cara Perpajakan 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi 

Peraturan 

Perpajakan, diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 41 

UU KUP, beserta 

penjelasannya. 

c. Pegawai yang tidak 

polemik terhadap 

rencana awal 

perubahan 

kebijakan 

perpajakan. 

b. Melindungi 

kerahasiaan data 

Wajib Pajak. 

c. Pejabat terhindar 

dari ancaman  

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

41 UU KUP, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

 

memerlukan 

tindak lanjut: 3 

tahun setelah 

tindak lanjut 

selesai, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pengawasan 

yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut: 5 

tahun setelah 

tanggal 

penciptaan 

arsip, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 



234 
 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut 

c. PW0.2 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

mengandung 

unsur 

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang 

memerlukan 

tindak lanjut 

d. PW0.3 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

mengandung 

unsur 

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

e dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

166.  Kajian dan Risalah 

Pengamatan yang 

a. Pasal 17 huruf e angka 

3 dan huruf i Undang-

a. Dapat merugikan 

ketahanan ekonomi 

a. Mencegah 

timbulnya 

a. Pengawasan 

yang 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

digunakan dalam 

penyusunan saran 

dan/atau 

rekomendasi 

Komite Pengawas 

Perpajakan, 

beserta dokumen 

pendukungnya 

 

Kode Arsip:  

Pengawasan 

Internal 

a. PW0.0 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

memerlukan 

tindak lanjut 

b. PW0.1 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut 

c. PW0.2 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP), 

beserta penjelasannya 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 

7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

nasional karena 

memuat informasi 

mengenai rencana 

awal perubahan 

kebijakan di bidang 

perpajakan. 

b. Pejabat yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 34 

Undang- Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan 

Umum dan Tata 

Cara Perpajakan 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi 

Peraturan 

Perpajakan, diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 41 

UU KUP, beserta 

penjelasannya. 

c. Pegawai yang tidak 

polemik terhadap 

rencana awal 

perubahan 

kebijakan 

perpajakan. 

b. Melindungi 

kerahasiaan data 

Wajib Pajak. 

c. Pejabat terhindar 

dari ancaman  

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

41 UU KUP, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

 

memerlukan 

tindak lanjut: 3 

tahun setelah 

tindak lanjut 

selesai, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pengawasan 

yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut: 5 

tahun setelah 

tanggal 

penciptaan 

arsip, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 



236 
 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

yang 

mengandung 

unsur 

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang 

memerlukan 

tindak lanjut 

d. PW0.3 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

mengandung 

unsur 

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

e dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

167.  Informasi terkait 

substansi 

pengaduan, 

masukan, dan 

permohonan 

mediasi 

masyarakat kepada 

Komite Pengawas 

a. Pasal 17 huruf a angka 

2 dan huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

a. Dapat 

membahayakan 

keselamatan 

pengadu/teradu. 

b. Dapat mencemarkan 

nama baik teradu 

yang belum terbukti 

kebenarannya). 

a. Melindungi 

kerahasiaan data 

Wajib Pajak. 

b. Melindungi 

kerahasiaan data 

pengadu, pemberi 

masukan, dan 

whistleblower. 

a. Pengawasan 

yang 

memerlukan 

tindak lanjut: 3 

tahun setelah 

tindak lanjut 

selesai, dinilai 

kembali oleh 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Perpajakan, 

termasuk data 

pengadu, pemberi 

masukan/ 

whistleblower, dan 

pemohon mediasi, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip:  

Pengawasan 

Internal 

a. PW0.0 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

memerlukan 

tindak lanjut 

b. PW0.1 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut 

c. PW0.2 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP), 

beserta penjelasannya 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 

7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik juncto Pasal 4 

dan Pasal 5 UU Nomor 

13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan 

c. Dapat menghambat 

proses penanganan 

pengaduan, 

masukan, dan 

permohonan mediasi 

masyarakat. 

d. Pejabat yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 34 

Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan 

Umum dan Tata 

Cara Perpajakan 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi 

Peraturan 

Perpajakan, diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 41 

UU KUP, beserta 

penjelasannya. 

e. Pegawai yang tidak 

c. Pejabat terhindar 

dari ancaman  

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

41 UU KUP, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pengawasan 

yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut: 5 

tahun setelah 

tanggal 

penciptaan 

arsip, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

yang 

mengandung 

unsur 

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang 

memerlukan 

tindak lanjut 

d. PW0.3 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

mengandung 

unsur 

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut 

Korban. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf a 

h dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta, 

penjelasannya. 

168.  Rancangan 

peraturan 

perundang- 

undangan 

termasuk 

Rancangan 

Undang-Undang, 

Rancangan 

a. Pasal 17 huruf e dan 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

a. Dapat merugikan 

ketahanan ekonomi 

nasional, karena 

memuat informasi 

mengenai rencana 

kebijakan di bidang 

keuangan negara 

dan/atau kekayaan 

a. Mencegah 

timbulnya 

kerugian 

ketahanan 

ekonomi 

nasional, karena 

memuat 

informasi 

a. Sampai dengan 

peraturan 

perundang-

undangan 

dimaksud 

diundangkan; 

dan/atau  

b. 1 tahun setelah 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Peraturan 

Pemerintah, 

Rancangan 

Peraturan 

Presiden, 

Rancangan 

Peraturan 

Pemerintah 

Pengganti Undang-

Undang, 

Rancangan 

Peraturan Menteri 

Keuangan yang 

berkaitan dengan 

tugas dan fungsi 

Kementerian 

Keuangan di 

bidang keuangan 

dan kekayaan 

negara, beserta 

dokumen 

pendukungnya 

termasuk di 

dalamnya antara 

lain naskah dinas 

internal. 

 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf e 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

 

negara yang masih 

bersifat prematur.  

b. Dapat menimbulkan 

persepsi yang salah 

di masyarakat 

karena tersebarnya 

informasi yang 

belum final. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

mengenai 

rencana 

kebijakan di 

bidang keuangan 

negara dan/atau 

kekayaan negara 

yang masih 

bersifat 

prematur. 

b. Mencegah 

timbulnya 

persepsi yang 

salah di 

masyarakat 

karena 

tersebarnya 

informasi yang 

belum final. 

c. Pegawai 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

Keputusan 

Menteri 

Keuangan 

dinyatakan 

tidak berlaku, 

dinilai kembali 

oleh unit 

pengelola arsip 

dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

beserta 

penjelasannya 

169.  Rancangan 

Keputusan Menteri 

Keuangan yang 

terkait dengan 

tugas dan fungsi 

Kementerian 

Keuangan di 

bidang keuangan 

dan kekayaan 

negara yang 

memuat rahasia 

pribadi, rahasia 

jabatan, dan/atau 

persaingan usaha 

tidak sehat, 

beserta dokumen 

pendukungnya 

termasuk di 

dalamnya antara 

lain naskah dinas 

internal.  

Contoh: 

a. Rancangan 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf h angka 1, angka 

2, angka 3, angka 4, 

dan/atau angka 5, serta 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

b, huruf h, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

a. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat antara 

Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) 

dengan pelaku usaha 

lainnya, misalnya 

dalam rancangan 

kebijakan mengenai 

penambahan modal 

BUMN. 

b. Dapat menimbulkan 

penyalahgunaan 

informasi pribadi, 

karena memuat 

informasi antara lain 

mengenai identitas 

pribadi dan riwayat 

anggota keluarga. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

a. Mencegah 

timbulnya 

persaingan usaha 

tidak sehat 

antara Badan 

Usaha Milik 

Negara (BUMN) 

dengan pelaku 

usaha lainnya, 

misalnya dalam 

rancangan 

kebijakan 

mengenai 

penambahan 

modal BUMN. 

b. Mencegah 

timbulnya 

penyalahgunaan 

informasi pribadi, 

karena memuat 

informasi antara 

lain mengenai 

identitas pribadi 

1 tahun setelah 

Keputusan Menteri 

Keuangan 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Keputusan 

Menteri 

Keuangan 

mengenai 

pengangkatan 

direksi/ 

komisaris 

BUMN/lembaga 

di bawah 

Kementerian 

Keuangan atau 

perusahaan 

yang sahamnya 

dimiliki oleh 

Kementerian 

Keuangan, dan 

Dewan 

Pengawas pada 

Badan Layanan 

Umum (Pasal 17 

huruf h 

Undang-Undang 

Nomor 14 

Tahun 2008 

tentang 

Keterbukaan 

Informasi 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

dan riwayat 

anggota keluarga. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-  

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Publik, beserta 

penjelasannya). 

b. Rancangan 

Keputusan 

Menteri 

Keuangan 

mengenai 

penyertaan 

modal negara 

(Pasal 17 huruf 

b dan huruf e 

angka 1 

Undang- 

Undang Nomor 

14 Tahun 2008 

tentang 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya). 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

170.  Keputusan Menteri 

Keuangan yang 

a. Pasal 17 huruf b, huruf 

e, huruf h angka 1, 

a. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

a. Mencegah 

timbulnya 

1 tahun setelah 

Keputusan Menteri 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

terkait dengan 

tugas dan fungsi 

Kementerian 

Keuangan di 

bidang keuangan 

dan kekayaan 

negara yang 

memuat rahasia 

pribadi, rahasia 

jabatan, dan/atau 

persaingan usaha 

tidak sehat, 

beserta dokumen 

pendukungnya 

termasuk di 

dalamnya antara 

lain naskah dinas 

internal.  

Contoh: 

a. Keputusan 

Menteri 

Keuangan 

mengenai 

pengangkatan 

direksi/ 

komisaris 

BUMN/lembaga 

angka 2, angka 3, angka 

4, dan/atau angka 5,  

serta huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

b, huruf e, huruf h, dan 

huruf i, serta ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

tidak sehat antara 

Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) 

dengan pelaku 

usaha lainnya, 

misalnya dalam 

rancangan kebijakan 

mengenai 

penambahan modal 

BUMN. 

b. Dapat menimbulkan 

penyalahgunaan 

informasi pribadi, 

karena memuat 

informasi antara lain 

mengenai identitas 

pribadi dan riwayat 

anggota keluarga. 

c. Secara tegas 

dinyatakan dalam 

Keputusan Menteri 

Keuangan bahwa 

Keputusan Menteri 

Keuangan dimaksud 

hanya diperuntukan 

bagi pihak-pihak 

yang tersebut dalam 

persaingan usaha 

tidak sehat antara 

Badan Usaha 

Milik Negara 

(BUMN) dengan 

pelaku usaha 

lainnya, misalnya 

dalam rancangan 

kebijakan 

mengenai 

penambahan 

modal BUMN. 

b. Mencegah 

timbulnya 

penyalahgunaan 

informasi pribadi, 

karena memuat 

informasi antara 

lain mengenai 

identitas pribadi 

dan riwayat 

anggota keluarga. 

c. Mencegah 

informasi dalam 

KMK diakses oleh 

pihak yang tidak 

berhak, karena 

Keuangan 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

di bawah 

Kementerian 

Keuangan atau 

perusahaan 

yang sahamnya 

dimiliki oleh 

Kementerian 

Keuangan, dan 

Dewan 

Pengawas pada 

Badan Layanan 

Umum (Pasal 17 

huruf h 

Undang- 

Undang Nomor 

14 Tahun 2008 

tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

beserta 

penjelasannya). 

b. Keputusan 

Menteri 

Keuangan 

mengenai 

penyertaan 

modal negara 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

e. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keputusan Menteri 

Keuangan.  

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

e. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

materinya bersifat 

individual dan 

konkret. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

e. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

(Pasal 17 huruf 

b dan huruf e 

angka 1 

Undang- 

Undang Nomor 

14 Tahun 2008 

tentang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

beserta 

penjelasannya). 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

 

 

 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya.  

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

f. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

171.  Rancangan 

Keputusan Menteri 

Keuangan yang 

terkait dengan 

pelaksanaan 

kegiatan suatu 

tugas tertentu, 

beserta dokumen 

pendukungnya 

termasuk di 

dalamnya antara 

lain naskah dinas 

internal. 

Contoh : 

Rancangan 

Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai 

pembentukan tim. 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat menimbulkan 

konflik kepentingan 

dalam pelaksanaan 

tugas. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Mencegah 

terjadinya konflik 

kepentingan 

dalam 

pelaksanaan 

tugas. 

b. Mencegah 

informasi dalam 

RKMK diakses 

oleh pihak yang 

tidak berhak, 

karena 

materinya 

bersifat 

individual dan 

konkret. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

1 tahun setelah 

Keputusan Menteri 

Keuangan 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

172.  Keputusan Menteri 

Keuangan yang 

terkait dengan 

pelaksanaan 

kegiatan suatu 

tugas tertentu, 

beserta dokumen 

pendukungnya 

termasuk di 

dalamnya antara 

lain naskah dinas 

internal. 

Contoh: 

Keputusan Menteri 

Keuangan 

mengenai 

pembentukan tim. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

a. Dapat menimbulkan 

konflik kepentingan 

dalam pelaksanaan 

tugas. 

b. Secara tegas 

dinyatakan dalam 

Keputusan Menteri 

Keuangan bahwa 

Keputusan Menteri 

Keuangan dimaksud 

hanya diperuntukan 

bagi pihak-pihak 

yang tersebut dalam 

Rancangan 

Keputusan Menteri 

Keuangan.  

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

a. Mencegah 

terjadinya konflik 

kepentingan 

dalam 

pelaksanaan 

tugas. 

b. Mencegah 

informasi dalam 

KMK diakses 

oleh pihak yang 

tidak berhak, 

karena 

materinya 

bersifat 

individual dan 

konkret. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

1 tahun setelah 

Keputusan Menteri 

Keuangan 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

173.  Rancangan 

Keputusan Menteri 

Keuangan yang 

terkait dengan 

tugas dan fungsi 

Kementerian 

Keuangan di 

bidang keuangan 

dan kekayaan 

negara yang 

bersifat penetapan 

dan mengikat 

secara individual 

atau dalam lingkup 

terbatas, beserta 

dokumen 

pendukungnya 

termasuk di 

dalamnya antara 

lain naskah dinas 

internal. 

Misalnya: 

a. Rancangan 

Keputusan 

a. Pasal 17 huruf a angka 

1 dan huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

e. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

a, dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

a. Dapat menghambat 

proses penegakan 

hukum, misalnya 

Rancangan 

Keputusan Menteri 

Keuangan mengenai 

pencegahan 

bepergian ke luar 

negeri. 

b. Dapat menimbulkan 

persepsi yang salah 

di masyarakat, 

karena informasi 

yang masih bersifat 

prematur. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

a. Melindungi 

proses penegakan 

hukum, misalnya 

Rancangan 

Keputusan 

Menteri 

Keuangan 

mengenai 

pencegahan 

bepergian ke luar 

negeri. 

b. Mencegah 

timbulnya 

persepsi yang 

salah di 

masyarakat, 

karena informasi 

yang masih 

bersifat 

prematur. 

e. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

1 tahun setelah 

Keputusan Menteri 

Keuangan 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Menteri 

Keuangan 

mengenai 

pencegahan 

bepergian ke 

luar negeri. 

b. Rancangan 

Keputusan 

Menteri 

Keuangan 

mengenai 

pencabutan 

pencegahan 

bepergian ke 

luar negeri.  

c. Rancangan 

Keputusan 

Menteri 

Keuangan 

mengenai 

perpanjangan 

pencegahan 

bepergian ke 

luar negeri. 

d. Rancangan 

Keputusan 

Menteri 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Keuangan 

mengenai 

penghapusan 

piutang negara. 

e. Rancangan 

Keputusan 

Menteri 

Keuangan 

mengenai 

penggunaan 

Barang Milik 

Negara. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

174.  Keputusan Menteri 

Keuangan yang 

terkait dengan 

tugas dan fungsi 

Kementerian 

Keuangan di 

bidang keuangan 

dan kekayaan 

negara yang 

bersifat penetapan 

a. Pasal 17 huruf a angka 

1 dan huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

a. Dapat menghambat 

proses penegakan 

hukum, misalnya 

Keputusan Menteri 

Keuangan mengenai 

pencegahan 

bepergian ke luar 

negeri.dinyatakan 

dalam Keputusan 

Menteri Keuangan 

a. Melindungi 

proses penegakan 

hukum, misalnya 

Keputusan 

Menteri 

Keuangan  

b. Secara tegas 

mengenai 

pencegahan 

bepergian ke luar 

1 tahun setelah 

Keputusan Menteri 

Keuangan 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dan mengikat 

secara individual 

atau dalam lingkup 

terbatas, beserta 

dokumen 

pendukungnya 

termasuk di 

dalamnya antara 

lain naskah dinas 

internal. 

Contoh: 

a. Keputusan 

Menteri 

Keuangan 

mengenai 

pencegahan 

bepergian ke 

luar negeri. 

b. Keputusan 

Menteri 

Keuangan 

mengenai 

pencabutan 

pencegahan 

bepergian ke 

luar negeri.  

c. Keputusan 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

a, dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

bahwa Keputusan 

Menteri Keuangan 

dimaksud hanya 

diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang 

tersebut dalam 

Keputusan Menteri 

Keuangan.  

b. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

melakukan 

penipuan, misalnya 

informasi terkait 

penghapusan 

piutang negara.  

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

negeri. 

c. Mencegah 

informasi dalam 

KMK diakses 

oleh pihak yang 

tidak berhak, 

karena 

materinya 

bersifat 

individual dan 

konkret. 

d. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

melakukan 

penipuan, 

misalnya 

informasi terkait 

penghapusan 

piutang negara. 

e. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Menteri 

Keuangan 

mengenai 

perpanjangan 

pencegahan 

bepergian ke 

luar negeri. 

d. Keputusan 

Menteri 

Keuangan 

mengenai 

penghapusan 

piutang negara. 

e. Keputusan 

Menteri 

Keuangan 

mengenai 

penggunaan 

Barang Milik 

Negara. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

f. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

175.  Konsep Legal 

Opinion  (LO) 

a. Pasal 17 huruf e angka 

1, angka 3, dan/atau 

a. Dapat 

membahayakan 

a. Menjaga 

ketahanan 

a. Pinjaman dalam 

negeri: 10 tahun 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

beserta dokumen 

pendukungnya 

termasuk di 

dalamnya antara 

lain naskah dinas 

internal yang 

terkait dengan: 

a. penerbitan 

Surat Utang 

Negara (SUN) 

dan Surat 

Berharga 

Syariah Negara 

(SBSN); 

b. penjaminan 

pemerintah; 

dan 

c. pinjaman dan 

hibah baik 

dalam negeri 

maupun luar 

negeri. 

 

Keterangan: 

Agreement yang 

menjadi dasar 

diterbitkannya LO 

angka 5, huruf f angka 1 

dan angka 2, serta huruf 

i Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

e, huruf f, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

ketahanan ekonomi 

nasional, karena 

memuat informasi 

mengenai usulan 

pricing dan tingkat 

suku bunga 

b. Dapat mengganggu 

posisi, daya tawar, 

dan strategi 

pemerintah dalam 

negosiasi pinjaman 

dan hibah luar 

negeri. 

c. Dapat menimbulkan 

gugatan kepada 

Kementerian 

Keuangan karena 

terungkapnya 

informasi yang harus 

dirahasiakan 

berdasarkan 

perjanjian.  

d. Pembatalan 

perjanjian/ 

agreement oleh 

pemberi pinjaman 

dan dapat dijadikan 

ekonomi 

nasional, karena 

memuat 

informasi 

mengenai usulan 

pricing dan 

tingkat suku 

bunga 

b. Melindungi 

posisi, daya 

tawar, dan 

strategi 

pemerintah 

dalam negosiasi 

pinjaman dan 

hibah luar negeri. 

c. Mencegah 

timbulnya 

gugatan kepada 

Kementerian 

Keuangan karena 

terungkapnya 

informasi yang 

harus 

dirahasiakan 

berdasarkan 

perjanjian. 

setelah 

pinjaman 

diakhiri, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pinjaman luar 

negeri - 10 

tahun setelah 

pekerjaan 

diserahterima- 

kan, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

bersifat confidential 

dan LO berisi 

pernyataan yang 

menunjuk pihak-

pihak tertentu. 

 

Kode Arsip: 

BR0.0.2 – 

Pelaksanaan 

Pinjaman 

Multilateral 

isu publik yang 

berdampak negatif 

terhadap 

Pemerintah. 

e. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

176.  Legal Opinion 

beserta dokumen 

pendukungnya 

termasuk di 

dalamnya antara 

lain naskah dinas 

internal yang 

terkait dengan: 

a. penerbitan 

a. Pasal 17 huruf e angka 

1, angka 3, dan/atau 

angka 5, huruf f angka 1 

dan angka 2, serta huruf 

i Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

a. Dapat 

membahayakan 

ketahanan ekonomi 

nasional, karena 

memuat informasi 

mengenai usulan 

pricing dan tingkat 

suku bunga 

b. Dapat mengganggu 

a. Menjaga 

ketahanan 

ekonomi 

nasional, karena 

memuat 

informasi 

mengenai usulan 

pricing dan 

tingkat suku 

a. Pinjaman dalam 

negeri: 10 tahun 

setelah 

pinjaman 

diakhiri, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

SUN dan 

SBSN; 

b. penjaminan 

pemerintah; 

dan 

c. pinjaman dan 

hibah baik 

dalam negeri 

maupun luar 

negeri. 

 

Keterangan: 

Agreement yang 

menjadi dasar 

diterbitkannya LO 

bersifat 

confidential, dan 

LO berisi 

pernyataan yang 

menunjuk pihak-

pihak tertentu. 

 

Kode Arsip: 

BR0.0.2 – 

Pelaksanaan 

Pinjaman 

Multilateral 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

e, huruf f, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

posisi, daya tawar, 

dan strategi 

pemerintah dalam 

negosiasi pinjaman 

dan hibah luar 

negeri. 

c. Dapat menimbulkan 

gugatan kepada 

Kementerian 

Keuangan karena 

terungkapnya 

informasi yang harus 

dirahasiakan 

berdasarkan 

perjanjian.  

d. Pembatalan 

perjanjian/ 

agreement oleh 

pemberi pinjaman 

dan dapat dijadikan 

isu publik yang 

berdampak negatif 

terhadap 

Pemerintah. 

e. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

bunga 

b. Melindungi 

posisi, daya 

tawar, dan 

strategi 

pemerintah 

dalam negosiasi 

pinjaman dan 

hibah luar negeri. 

c. Mencegah 

timbulnya 

gugatan kepada 

Kementerian 

Keuangan karena 

terungkapnya 

informasi yang 

harus 

dirahasiakan 

berdasarkan 

perjanjian. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pinjaman luar 

negeri: 10 tahun 

setelah 

pekerjaan 

diserahterima- 

kan, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

177.  Dokumen antar 

badan publik atau 

intra badan publik 

sebagai 

pendukung 

kebijakan, yang 

menurut sifatnya 

tidak disediakan 

untuk pihak selain 

badan publik yang 

sedang melakukan 

hubungan dengan 

Kementerian 

Keuangan dan 

apabila dibuka 

dapat mengganggu 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

a. Dapat menimbulkan 

persepsi yang salah 

di masyarakat. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

a. Mencegah 

timbulnya 

persepsi yang 

salah di 

masyarakat. 

b. Pegawai 

terhindar dari 

ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

Sesuai dengan 

ketentuan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

proses 

penyusunan 

kebijakan, 

meliputi: 

a. naskah dinas 

internal; 

b. naskah dinas 

antar badan 

publik; 

dan/atau 

c. dokumen lain 

yang terkait 

dengan proses 

penyusunan 

kebijakan. 

 

Kode Arsip: Sesuai 

dengan fungsi 

naskah dinas 

terkait. 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

penjelasannya. penjelasannya. 

 

 

178.  Rancangan produk 

kebijakan yang 

masih dalam 

proses 

penyusunan, 

beserta dokumen 

pendukungnya 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

a. Dapat menimbulkan 

persepsi yang salah 

di masyarakat, 

karena informasi 

yang masih bersifat 

prematur. 

b. Pegawai yang tidak 

a. Mencegah 

timbulnya 

persepsi yang 

salah di 

masyarakat, 

karena informasi 

yang masih 

1 tahun setelah 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

termasuk di 

dalamnya antara 

lain naskah dinas 

internal yang 

meliputi: 

a. Rancangan 

Instruksi 

Menteri 

Keuangan; 

b. Rancangan 

Surat Edaran 

Menteri 

Keuangan; 

c. Rancangan 

Keputusan 

Sekretaris 

Jenderal; 

d. Rancangan 

Surat Edaran 

Sekretaris 

Jenderal; dan 

e. Rancangan 

Keputusan 

Kepala 

Biro/Pusat/Dir

ektur di 

lingkungan 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

bersifat 

prematur. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Sekretariat 

Jenderal. 

 

Contoh: 

Rancangan 

Keputusan 

Sekretaris Jenderal 

mengenai tata 

kelola. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

179.  Rancangan 

keputusan 

kebijakan dan 

produk kebijakan 

pimpinan unit 

eselon I dan 

pimpinan unit 

eselon II yang 

terkait dengan 

tugas dan fungsi 

Kementerian 

Keuangan yang 

memuat rahasia 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 3, angka 4, 

dan/atau angka 5, serta 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, karena 

memuat informasi 

pribadi antara lain 

riwayat, kondisi 

anggota keluarga, 

dan kondisi 

keuangan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi karena 

memuat 

informasi pribadi 

antara lain 

riwayat, kondisi 

anggota keluarga, 

dan kondisi 

keuangan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

1 tahun setelah 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pribadi dan rahasia 

jabatan, beserta 

dokumen 

pendukungnya 

termasuk di 

dalamnya antara 

lain naskah dinas 

internal.  

Contoh: 

Rancangan 

Keputusan 

Sekretaris Jenderal 

mengenai mutasi 

pejabat pengawas. 

 

Kode Arsip:  

HK1.0 – 

Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

 

180.  Informasi di dalam 

Lampiran 

Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 

62/PMK.06/2020 

tentang 

a. Pasal 17 huruf h angka 

3 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

a. Berpotensi 

menimbulkan isu 

suku, agama, ras, 

antar golongan 

(SARA) yang dapat 

membahayakan 

a. Mencegah 

timbulnya isu 

suku, agama, 

ras, antar 

golongan (SARA) 

yang dapat 

1 tahun setelah 

Peraturan Menteri 

Keuangan 

dinyatakan tidak 

berlaku, dinilai 

kembali oleh unit 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Penyelesaian Aset 

Bekas Milik 

Asing/Tionghoa 

(ABMA/T) 

sebagaimana telah 

diubah dengan 

Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 

182/PMK.06/2021 

tentang Perubahan 

atas Peraturan 

Menteri Keuangan 

Nomor 

62/PMK.06/2020 

tentang 

Penyelesaian Aset 

Bekas Milik 

Asing/Tionghoa 

(ABMA/T). 

 

Kode Arsip: KN3.11 

Pengelolaan Aset-

aset Milik 

Asing/Tiongkok 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

negara. 

b. Dapat menghambat 

proses penegakan 

hukum terkait 

ABMA/T. 

c. Dapat menimbulkan 

gugatan yang 

berpotensi 

merugikan negara. 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

membahayakan 

negara. 

b. Melindungi 

proses penegakan 

hukum terkait 

ABMA/T. 

c. Mencegah 

timbulnya 

gugatan yang 

berpotensi 

merugikan 

negara. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 

181.  Laporan 

pemantauan 

program dan 

a. Pasal 17 huruf b, huruf 

e angka 1, angka 2, 

angka 3, angka 5 

a. Dapat 

menimbulkan 

persaingan usaha 

a. Mencegah 

timbulnya 

persaingan usaha 

3 tahun setelah 

tahun anggaran 

berakhir, dinilai 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

kinerja Manajemen 

Eksekutif Komite 

Nasional Ekonomi 

Keuangan Syariah 

(KNEKS): 

a. Laporan 

triwulanan dari 

Kepala 

Sekretariat 

KNEKS kepada 

Sekretaris 

KNEKS, 

b. Laporan 

semesteran dari 

Sekretaris 

KNEKS kepada 

Ketua Harian 

dan Ketua 

KNEKS, 

c. Laporan 

sewaktu-waktu 

dari Kepala 

Sekretariat 

KNEKS kepada 

Sekretaris 

KNEKS, 

d. Laporan 

dan/atau angka 6, serta 

huruf i Undang- Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

b, huruf e, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

tidak sehat antar 

pelaku ekonomi 

dan keuangan 

syariah, karena 

memuat informasi 

yang berkaitan 

dengan 

rekomendasi di 

bidang ekonomi 

keuangan syariah. 

b. Dapat merugikan 

ketahanan ekonomi 

nasional, misalnya 

terkait 

perkembangan/ 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

keuangan syariah 

Indonesia. 

c. Pegawai yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan 

tidak sehat antar 

pelaku ekonomi 

keuangan syariah 

b. Menjaga 

perkembangan/ 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

keuangan syariah 

Indonesia. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 



264 
 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

sewaktu-waktu 

dari Sekretaris 

KNEKS kepada 

Ketua Harian 

dan Ketua 

KNEKS, 

beserta dokumen 

pendukungnya, 

antara lain namun 

tidak terbatas pada 

dokumen 

pemantauan 

program dan 

kinerja Manajemen 

Eksekutif yang 

dilakukan oleh 

Sekretariat KNEKS. 

 

Kode Arsip: OT4.2 

– Evaluasi, 

Pelaporan, dan 

Pemanfaatan 

Kinerja 

diancam pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

182.  Dokumen 

dan/atau informasi 

terkait rapat yang 

diselenggarakan 

a. Pasal 17 huruf b, huruf 

e angka 1, angka 2, 

angka 3, angka 5 

dan/atau angka 6, serta 

a. Dapat 

menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

a. Mencegah 

timbulnya 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

2 tahun setelah 

tanggal penciptaan 

arsip, dinilai 

kembali oleh unit 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Sekretariat Komite 

Nasional Ekonomi 

Keuangan Syariah 

(KNEKS), antara 

lain: 

a. bahan rapat; 

b. simpulan rapat; 

c. notula rapat; 

d. transkrip rapat 

e. rekaman audio 

rapat; dan  

f. rekaman video 

rapat. 

 

Kode Arsip: OT1.1 

– Rapat Pimpinan 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

b, huruf e, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya 

pelaku ekonomi 

dan keuangan 

syariah, karena 

memuat informasi 

yang berkaitan 

dengan 

rekomendasi di 

bidang ekonomi 

keuangan syariah. 

b. Dapat merugikan 

ketahanan ekonomi 

nasional, misalnya 

terkait 

perkembangan/ 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

keuangan syariah 

Indonesia. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

pelaku ekonomi 

keuangan 

syariah. 

b. Menjaga 

perkembangan/ 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

keuangan syariah 

Indonesia. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

183.  Laporan 

penyelenggaraan 

rapat koordinasi 

dan rapat pleno 

Komite Nasional 

Ekonomi Keuangan 

Syariah (KNEKS), 

beserta dokumen 

pendukungnya 

antara lain namun 

tidak terbatas pada 

dokumen 

penyiapan rapat. 

 

Kode Arsip: OT1.1 

– Rapat Pimpinan 

a. Pasal 17 huruf b, huruf 

e angka 1, angka 2, 

angka 3, angka 5 

dan/atau angka 6, 

serta huruf i Undang- 

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi                           

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008  

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

beserta penjelasannya  

juncto Pasal 44 ayat (1) 

huruf b, huruf e, dan 

huruf i, serta ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2009  

a. Dapat 

menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

pelaku ekonomi 

dan keuangan 

syariah, karena 

memuat informasi 

yang berkaitan 

dengan 

rekomendasi di 

bidang ekonomi 

keuangan syariah. 

b. Dapat merugikan 

ketahanan 

ekonomi nasional, 

misalnya terkait 

perkembangan/ 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

keuangan syariah 

a. Mencegah 

timbulnya 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

pelaku ekonomi 

keuangan 

syariah. 

b. Menjaga 

perkembangan/ 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

keuangan syariah 

Indonesia. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

2 tahun setelah 

tanggal penciptaan 

arsip, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

Indonesia. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

184.  Laporan hasil 

kajian investasi 

yang dilakukan 

oleh Lembaga 

Pengelola Dana 

Pendidikan (LPDP) 

dan/atau 

konsultan terkait 

dengan rencana 

pengambilan 

keputusan 

a. Pasal 17 huruf b, huruf 

e angka 3, dan huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

calon mitra/ mitra 

investasi LPDP 

seperti perbankan 

dan sekuritas. 

b. Dapat menimbulkan 

sentimen negatif 

terhadap LPDP dari 

calon mitra/mitra 

a. Mencegah 

timbulnya 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

calon mitra/mitra 

investasi LPDP 

seperti 

perbankan dan 

sekuritas. 

b. Mencegah 

timbulnya 

a. Data dukung: 5 

tahun setelah 

tanggal 

penciptaan 

arsip. 

b. Hasil kajian: 5 

tahun setelah 

tanggal 

penciptaan 

arsip, dinilai 

kembali oleh 



268 
 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

investasi, baik dari 

aspek finansial, 

hukum, teknis, 

dan aspek lainnya. 

 

Kode Arsip:  KT2 – 

Kajian dan 

Penelitian Lainnya 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

b, huruf e, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

investasi LPDP 

seperti perbankan 

dan sekuritas 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

sentimen negatif 

terhadap LPDP 

dari calon 

mitra/mitra 

investasi LPDP 

seperti 

perbankan dan 

sekuritas. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

185.  Kajian yang 

dilakukan oleh 

Lembaga Pengelola 

Dana Pendidikan 

(LPDP) yang 

diperuntukkan 

bagi kepentingan 

internal, antara 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

a. Dapat mengungkap 

kebijakan LPDP yang 

masih bersifat 

prematur.  

b. Dapat menghambat 

penerapan kebijakan 

yang diambil oleh 

LPDP.  

a. Mencegah potensi 

tersebarnya 

informasi yang 

masih bersifat 

prematur. 

b. Melindungi 

penerapan 

kebijakan oleh 

a. Data dukung: 5 

tahun setelah 

tanggal 

penciptaan 

arsip. 

b. Hasil kajian: 5 

tahun setelah 

tanggal 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

lain meliputi 

namun tidak 

terbatas pada 

kajian mengenai: 

a. pengembangan 

organisasi; 

b. perhitungan 

standar biaya; 

c. pengembangan 

layanan; 

d. dan lain-lain, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip:  KT2 – 

Kajian dan 

Penelitian Lainnya 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

i dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

LPDP. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

penciptaan 

arsip, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

186.  Catatan 

background 

checking peserta 

seleksi beasiswa 

Lembaga Pengelola 

Dana Pendidikan 

(LPDP), beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk memanipulasi 

aktivitas media 

sosial peserta seleksi 

beasiswa LPDP. 

b. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan LPDP 

a. Mencegah 

terjadinya 

manipulasi 

aktivitas media 

sosial peserta 

seleksi beasiswa 

LPDP. 

b. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan LPDP 

5 tahun setelah 

tanggal penciptaan 

arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kode Arsip: 

DP0.1.0 – 

Pelaksanaan 

Seleksi dan 

Rekrutmen 

Mahasiswa 

 

 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

dalam proses seleksi 

beasiswa LPDP. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

dalam proses 

seleksi beasiswa 

LPDP. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

187.  Catatan 

wawancara, oleh 

reviewer terhadap 

peserta seleksi 

beasiswa Lembaga 

Pengelola Dana 

Pendidikan (LPDP), 

beserta rekaman 

audio dan/atau 

videonya. 

Pasal 17 huruf j Undang- 

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik beserta 

penjelasannya juncto Pasal 44 

ayat (1) huruf h dan ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, 

misalnya untuk 

memanipulasi 

kepribadian peserta 

seleksi beasiswa 

LPDP, sehingga 

kompetensi penerima 

beasiswa tidak 

a. Mencegah 

terjadinya 

manipulasi 

kepribadian 

peserta seleksi 

beasiswa LPDP. 

b. Menghindari 

timbulnya 

kesalahpahaman 

karena 

5 tahun setelah 

tanggal penciptaan 

arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

Kode Arsip: 

DP0.1.0 – 

Pelaksanaan 

Seleksi dan 

Rekrutmen 

Mahasiswa 

 sesuai dengan 

kriteria yang 

ditetapkan LPDP. 

b. Dapat menimbulkan 

kesalahpahaman, 

karena 

membutuhkan 

keahlian khusus 

untuk 

menerjemahkan 

hasil evaluasi 

kualitatif reviewer. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya 

a.  

membutuhkan 

keahlian khusus 

untuk 

menerjemahkan 

hasil evaluasi 

kualitatif 

reviewer. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang- Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

188.  Hasil assessment 

reviewer terhadap 

peserta seleksi 

beasiswa Lembaga 

Pengelola Dana 

Pendidikan (LPDP). 

 

Kode Arsip: 

DP0.1.0 – 

Pelaksanaan 

Seleksi dan 

Rekrutmen 

Mahasiswa 

a. Pasal 17 huruf h angka 

4 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan:  

Hanya boleh diakses oleh 

reviewer yang menilai, 

peserta seleksi yang 

bersangkutan, dan 

pengelola LPDP. 

a. Dapat mengungkap 

hasil evaluasi 

peserta seleksi 

beasiswa LPDP. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Melindungi 

privasi peserta 

seleksi beasiswa 

LPDP. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

 

 

5 tahun setelah 

tanggal penciptaan 

arsip. 

189.  Hasil evaluasi 

reviewer terhadap 

a. Pasal 17 huruf b 

Undang-Undang Nomor 

a. Dapat mengganggu 

kepentingan 

a. Melindungi 

kekayaan 

5 tahun setelah 

tanggal penciptaan 



273 
 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pendaftar 

pendanaan riset 

Lembaga Pengelola 

Dana Pendidikan 

(LPDP). 

 

Kode Arsip: 

DP0.1.0 – 

Pelaksanaan 

Seleksi dan 

Rekrutmen 

Mahasiswa 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan:  

Boleh diakses oleh reviewer 

yang bersangkutan, 

pengelola LPDP, dan 

pendaftar pendanaan riset 

bersangkutan. 

perlindungan 

kekayaan 

intelektual, misalnya 

plagiarisme. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

intelektual 

pendaftar 

pendanaan riset 

LPDP.  

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

arsip. 

190.  Informasi pribadi 

pendaftar 

(Applicant), 

penerima 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4, dan/atau 

angka 5 Undang-Undang 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk mengganggu 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

mengganggu 

5 tahun setelah 

tanggal penciptaan 

arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

(Awardee), 

dan/atau alumnus 

beasiswa Lembaga 

Pengelola Dana 

Pendidikan (LPDP) 

yang tercantum 

antara lain namun 

tidak terbatas 

pada: 

a. aplikasi 

pendaftaran 

beasiswa; 

b. aplikasi sistem 

monitoring dan 

evaluasi; dan 

c. perjanjian 

antara LPDP 

dengan 

penerima 

beasiswa.  

 

Kode Arsip: 

DP0.1.0 – 

Pelaksanaan 

Seleksi dan 

Rekrutmen 

Mahasiswa 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf h angka 

5 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

privasi seseorang 

karena memuat data 

pribadi yang harus 

dirahasiakan, antara 

lain satuan 

pendidikan, alamat, 

tanda tangan, 

tanggal lahir, dan 

Nomor Induk 

Kependudukan. 

b. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

privasi seseorang. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Melindungi data 

perseorangan 

sebagaimana 

diatur dalam 

Pasal 58 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan:  

Boleh diakses oleh 

pengelola LPDP dan yang 

bersangkutan.  

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

191.  Tata cara dan 

instrumen 

penilaian pada 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

a. Mencegah 

terjadinya 

manipulasi atas 

5 tahun setelah 

tanggal penciptaan 

arsip, dinilai 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

setiap tahapan dari 

seleksi beasiswa 

Lembaga Pengelola 

Dana Pendidikan 

(LPDP) dan 

pendanaan riset, 

beserta dokumen 

pendukungnya.  

 

Kode Arsip: 

DP0.1.0 – 

Pelaksanaan  

Seleksi dan 

Rekrutmen 

Mahasiswa 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

untuk:  

1) memanipulasi 

objek penilaian, 

sehingga 

kompetensi 

penerima 

beasiswa atau 

penerima 

pendanaan riset 

tidak sesuai 

dengan kriteria 

yang ditetapkan 

LPDP; 

2) melakukan 

penipuan 

mengatasnama- 

kan LPDP serta 

digunakan untuk 

tujuan komersil.  

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

objek penilaian, 

sehingga 

kompetensi 

penerima 

beasiswa atau 

penerima 

pendanaan riset 

tidak sesuai 

dengan kriteria 

yang ditetapkan 

LPDP. 

b. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

melakukan 

penipuan 

mengatasnamaka

n LPDP serta 

digunakan untuk 

tujuan komersil.  

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

192.  Kriteria dan tata 

cara penilaian 

pada pengelolaan 

investasi 

sebagaimana 

tercantum dalam 

pedoman dan/atau 

SOP Investasi 

Lembaga Pengelola 

Dana Pendidikan 

(LPDP). 

 

Kode Arsip: OT1.0 

– 

Standarisasi/Pemb

akuan 

Sistem/Work 

Instruction/Proses 

Bisnis/Enterprise 

Arsitektur 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf i Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

b dan huruf i, serta 

ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat menimbulkan 

praktik kartel di 

antara mitra 

investasi LPDP. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Mencegah 

timbulnya 

praktik kartel di 

antara mitra 

investasi LPDP. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

 

5 tahun setelah 

tanggal penciptaan 

arsip, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

193.  Hasil dan/atau 

keputusan rapat, 

beserta dokumen 

pendukung dari 

rapat dewan 

penyantun 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

ketentuan Pasal 5 

ayat (2) Peraturan 

Presiden Nomor 

111 Tahun 2021 

tentang Dana 

Abadi di Bidang 

Pendidikan, antara 

lain meliputi 

namun tidak 

terbatas pada hasil 

rapat mengenai: 

a. investasi; 

b. pengembangan 

organisasi; 

c. perhitungan 

standar biaya; 

d. pengembangan 

layanan; 

e. dan lain-lain 

a. Pasal 17 huruf b, huruf 

e angka 3, dan huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

b, huruf e, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

a. Dapat mengungkap 

kebijakan LPDP yang 

masih bersifat 

prematur. 

b. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

calon mitra/mitra 

investasi LPDP 

seperti perbankan 

dan sekuritas. 

c. Dapat menghambat 

penerapan kebijakan 

investasi yang 

diambil oleh LPDP.  

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

a. Mencegah potensi 

tersebarnya 

informasi yang 

berkaitan dengan 

investasi yang 

masih bersifat 

prematur. 

b. Mencegah 

timbulnya 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

calon mitra/mitra 

investasi LPDP 

seperti 

perbankan dan 

sekuritas. 

c. Melindungi 

penerapan 

kebijakan 

investasi yang 

diambil oleh 

LPDP. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Sesuai dengan 

ketentuan 

mengenai jadwal 

retensi arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

Kode Arsip: 

disesuaikan 

dengan materi 

rapat. 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

194.  Informasi daftar 

mitra beserta nilai 

investasi Lembaga 

Pengelola Dana 

Pendidikan (LPDP). 

 

Kode Arsip: 

DP1.2.0 

Pengelolaan Aset 

Investasi 

 

a. Pasal 17 huruf b 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

b dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

mitra investasi LPDP 

seperti perbankan 

dan emiten. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Mencegah 

timbulnya 

persaingan usaha 

tidak sehat antar 

mitra investasi 

LPDP seperti 

perbankan dan 

emiten. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

10 tahun setelah 

Undang-Undang 

LKPP 

diundangkan, 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

195.  Pendapat a. Pasal 17 huruf a angka a. Dapat terjadi a. Mencegah Sampai dengan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

hukum/kajian 

hukum berupa 

surat/ nota dinas, 

beserta dokumen 

pendukungnya.  

 

Kode Arsip: HK2.0 

– Penanganan 

Perkara dan 

Pendampingan 

1, angka 2, dan/atau 

angka 3, huruf e angka 

1, angka 3, angka 4, 

angka 6, dan/atau 

angka 7, serta huruf  i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008  tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP) 

beserta penjelasannya 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 

7 Tahun 2021 tentang 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk mengajukan 

upaya hukum baik 

perdata, pidana, 

maupun Tata Usaha 

Negara, yang 

berpotensi 

menimbulkan 

kerugian negara. 

b. Pejabat yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 34 

Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan 

Umum dan Tata 

Cara Perpajakan 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi 

Peraturan 

Perpajakan, diancam 

pidana sesuai 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

mengajukan 

upaya hukum 

baik perdata, 

pidana, maupun 

Tata Usaha 

Negara, yang 

berpotensi 

menimbulkan 

kerugian negara. 

b. Pejabat terhindar 

dari ancaman  

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

41 UU KUP, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

selesainya masalah 

hukum. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

a, huruf e, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

ketentuan Pasal 41 

UU KUP, beserta 

penjelasannya. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

beserta 

penjelasannya 

 

 

196.  Keterangan 

Presiden dan 

kesimpulan dalam 

permohonan 

judicial review di 

Mahkamah 

Konstitusi (MK), 

beserta dokumen 

pendukungnya, 

a. Pasal 17 huruf a angka 

1, angka 2, dan/atau 

angka 3, huruf e angka 

1, angka 3, angka 4, 

angka 6, dan/atau 

angka 7, serta huruf  i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008  tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk mengajukan 

upaya hukum baik 

perdata, pidana, 

maupun Tata Usaha 

Negara, yang 

berpotensi 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

mengajukan 

upaya hukum 

baik perdata, 

pidana, maupun 

Tata Usaha 

Negara, yang 

Sampai dengan 

selesainya masalah 

hukum. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

antara lain 

meliputi namun 

tidak terbatas 

pada: 

a. surat 

permohonan 

judicial review; 

b. surat pengantar 

judicial review 

dari MK kepada 

Presiden; dan 

c. surat kuasa dari 

Presiden kepada 

Menteri terkait. 

 

Kode Arsip: HK2.0 

– Penanganan 

Perkara dan 

Pendampingan 

 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP) 

beserta penjelasannya 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 

7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

menimbulkan 

kerugian negara. 

b. Dapat mengganggu 

strategi Kementerian 

Keuangan dalam 

persidangan di MK. 

c. Pejabat yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 34 

Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan 

Umum dan Tata 

Cara Perpajakan 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi 

Peraturan 

Perpajakan, diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 41 

UU KUP, beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai yang tidak 

berpotensi 

menimbulkan 

kerugian negara. 

b. Melindungi 

strategi 

Kementerian 

Keuangan dalam 

persidangan di 

MK. 

c. Pejabat terhindar 

dari ancaman  

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

41 UU KUP, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

a, huruf e, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

197.  Jawaban atas 

permohonan 

judicial review di 

Mahkamah Agung 

(MA), beserta 

dokumen 

pendukungnya, 

antara lain namun 

tidak terbatas 

pada: 

a. surat 

permohonan 

judicial review; 

b. surat pengantar 

a. Pasal 17 huruf a angka 

1, angka 2, dan/atau 

angka 3, huruf e angka 

1, angka 3, angka 4, 

angka 6, dan/atau 

angka 7, serta huruf  i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008  tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  mengajukan 

upaya hukum baik 

perdata, pidana, 

maupun Tata Usaha 

Negara, yang 

berpotensi 

menimbulkan 

kerugian negara. 

b. Dapat mengganggu 

strategi Kementerian 

Keuangan dalam 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

mengajukan 

upaya hukum 

baik perdata, 

pidana, maupun 

Tata Usaha 

Negara, yang 

berpotensi 

menimbulkan 

kerugian negara. 

b. Melindungi 

strategi 

Sampai dengan 

selesainya masalah 

hukum. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

judicial review 

dari MA kepada 

Presiden; dan 

c. surat kuasa dari 

Presiden/Mente

ri terkait. 

 

Kode Arsip: HK2.0 

– Penanganan 

Perkara dan 

Pendampingan. 

 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 34  Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP) 

beserta penjelasannya 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 

7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

a, huruf e, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

persidangan di MA. 

c. Pejabat yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 34 

Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan 

Umum dan Tata 

Cara Perpajakan 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi 

Peraturan 

Perpajakan, diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 41 

UU KUP, beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kementerian 

Keuangan dalam 

persidangan di 

MA. 

c. Pejabat terhindar 

dari ancaman  

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

41 UU KUP, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

198.  Surat gugatan, 

jawaban, replik, 

duplik, daftar 

bukti, kesimpulan, 

memori, kontra 

memori, dan 

putusan dalam 

gugatan 

perdata/Tata 

Usaha Negara 

(TUN)/niaga/ 

agama, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: HK2.0 

– Penanganan 

Perkara dan 

Pendampingan 

a. Pasal 17 huruf a angka 

1, angka 2, dan/atau 

angka 3, huruf e angka 

1, angka 3, angka 4, 

angka 6, dan/atau 

angka 7, serta huruf  i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008  tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 34  Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  mengajukan 

upaya hukum baik 

perdata, pidana, 

maupun Tata Usaha 

Negara, yang 

berpotensi 

menimbulkan 

kerugian negara. 

b. Dapat mengganggu 

strategi Kementerian 

Keuangan dalam 

persidangan. 

c. Pejabat yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 34 

Undang-Undang 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

mengajukan 

upaya hukum 

baik perdata, 

pidana, maupun 

Tata Usaha 

Negara, yang 

berpotensi 

menimbulkan 

kerugian negara. 

b. Melindungi 

strategi 

Kementerian 

Keuangan dalam 

persidangan. 

c. Pejabat terhindar 

dari ancaman  

Penanganan 

Perkara: 1 tahun 

setelah diperoleh 

keputusan yang 

memiliki kekuatan 

hukum tetap, 

ditambah 1 tahun 

setelah hak dan 

kewajiban habis 🡪 

permanen. 

 

Sampai dengan 

selesainya masalah 

hukum. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP) 

beserta penjelasannya 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 

7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan, beserta 

penjelasannya.. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

a, huruf e, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan 

Umum dan Tata 

Cara Perpajakan 

sebagaimana telah 

beberapa kali diubah 

terakhir dengan 

Undang- Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi 

Peraturan 

Perpajakan, diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 41 

UU KUP, beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

41 UU KUP, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

199.  Informasi arsip 

yang bersifat 

terbatas, rahasia, 

dan sangat rahasia 

dalam dokumen 

pemindahan arsip, 

antara lain 

meliputi namun 

tidak terbatas 

pada: 

a. Usulan 

pemindahan 

arsip 

b. Berita Acara 

Pemindahan 

Arsip; dan/atau 

c. Daftar Arsip 

yang 

dipindahkan. 

 

Kode Arsip: KA3.0 

Pemindahan Arsip 

Inaktif 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat mengganggu 

keamanan arsip 

yang bersifat 

terbatas, rahasia, 

dan sangat rahasia. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Melindungi 

keamanan arsip 

yang bersifat 

terbatas, rahasia, 

dan sangat 

rahasia. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

2 tahun setelah 

tidak berlaku. 

200.  Dokumen a. Pasal 17 huruf i a. Dapat mengganggu a. Melindungi 5 tahun setelah 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pemusnahan arsip, 

antara lain 

meliputi namun 

tidak terbatas 

pada: 

a. Berita Acara 

Penilaian Arsip 

Usul Musnah; 

dan 

b. persetujuan 

pemusnahan 

arsip dari Arsip 

Nasional 

Republik 

Indonesia; 

 

Kode Arsip: KA41 

(Pemusnahan 

Arsip) KA3.1 – 

Pemusnahan Arsip 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

proses pemusnahan 

arsip. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

proses 

pemusnahan 

arsip. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

tanggal penciptaan 

arsip, dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 

201.  Database 

Kearsipan. 

 

Kode Arsip: KA2.0 

– Pengelolaan Arsip 

Aktif 

Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik beserta 

penjelasannya juncto Pasal 

3 huruf c dan huruf f 

Undang-Undang Nomor 43 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  mengganggu 

proses pengelolaan 

arsip. 

b. Pegawai yang tidak 

a. Melindungi 

proses 

pengelolaan 

arsip. 

b. Menjamin 

keselamatan dan 

keamanan arsip. 

Selama database 

masih 

dipergunakan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

202.  Dokumen 

perjalanan dinas 

luar negeri yang 

dilakukan oleh 

pejabat 

pemerintah/ 

pegawai, antara 

lain meliputi 

namun tidak 

terbatas pada: 

a. Surat Tugas; 

b. Surat Perjalanan 

Dinas; 

c. Surat 

a. Pasal 17 huruf h angka 

3 dan huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk mengganggu 

tujuan/kegiatan 

perjalanan dinas 

pejabat pemerintah/ 

pegawai. 

b. Dapat mengganggu 

keamanan dan 

kenyamanan pejabat 

pemerintah/ 

pegawai. 

c. Pegawai yang tidak 

a. Menjaga 

kelancaran 

pelaksanaan 

tugas pejabat 

pemerintah/ 

pegawai. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

4 tahun setelah 

pelaksanaan, 

kecuali SK dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Permohonan Izin 

dari 

Kementerian 

Keuangan; 

d. Surat 

Persetujuan dari 

Kementerian 

Luar Negeri dan 

Sekretariat 

Negara; 

e. Visa; 

f. Paspor; dan 

g. Tiket. 

 

Kode Arsip: KP5.0 – 

Pelaksanaan Tugas 

Dalam Jabatan 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh pegawai 

yang bersangkutan.  

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

 

 

203.  Dokumen 

perjalanan dinas 

dalam negeri yang 

dilakukan oleh 

pejabat 

pemerintah/ 

pegawai, antara 

lain meliputi 

namun tidak 

terbatas pada:  

a. Pasal 17 huruf h angka 

3 dan huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  mengganggu 

tujuan/kegiatan 

perjalanan dinas 

pejabat pemerintah/ 

pegawai. 

b. Dapat mengganggu 

keamanan dan 

a. Menjaga 

kelancaran 

pelaksanaan 

tugas pejabat 

pemerintah/ 

pegawai. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

4 tahun setelah 

pelaksanaan, 

kecuali SK dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

a. surat tugas; 

b. surat perjalanan 

dinas; 

c. tiket; 

d. kwitansi hotel; 

dan 

e. kwitansi 

pertanggung- 

jawaban lainnya 

yang berkaitan 

dengan 

perjalanan dinas 

tersebut. 

 

Kode Arsip: KP5.0 – 

Pelaksanaan Tugas 

Dalam Jabatan 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh pegawai 

yang bersangkutan.  

kenyamanan pejabat 

pemerintah/ 

pegawai. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

 

 

204.  Dokumen 

pertanggung- 

jawaban keuangan 

perjalanan dinas 

dalam dan luar 

negeri yang 

dilakukan oleh 

pejabat 

pemerintah/ 

pegawai. 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk mengganggu 

tujuan/kegiatan 

perjalanan dinas 

pejabat pemerintah/ 

pegawai. 

b. Dapat menimbulkan 

persepsi yang salah 

a. Menjaga 

kelancaran 

pelaksanaan 

tugas pejabat 

pemerintah/ 

pegawai. 

b. Mencegah 

timbulnya yang 

salah di 

masyarakat 

6 tahun setelah 

Undang-Undang 

LKPP 

diundangkan, 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

Kode Arsip: KU1.4 

– 

Belanja/Pengeluar

an Anggaran 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 15 

Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan 

Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab 

Keuangan Negara. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh pegawai 

yang bersangkutan.  

di masyarakat terkait 

biaya perjalanan 

dinas.  

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

terkait biaya 

perjalanan dinas. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

 

 

 

 

 

  

205.  Data rekam medis 

pegawai dan/atau 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1 dan/atau angka 2 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

2 tahun setelah 

tanggal 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pasien pada Balai 

Kesehatan, Biro 

Umum dan 

Poliklinik pada 

Gedung Keuangan 

Negara (GKN). 

 

Kode Arsip: KP4.2 – 

Layanan 

Kesehatan/ 

Kesejahteraan 

Pegawai 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 57 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

h, serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan beserta 

penjelasannya. 

informasi, misalnya  

untuk  melakukan 

pemerasan dan 

intimidasi. 

b. Dapat melanggar 

kerahasiaan rekam 

medis pegawai 

dan/atau pasien 

yang dijamin oleh 

peraturan 

perundang- 

undangan. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

informasi untuk 

melakukan 

pemerasan dan 

intimidasi. 

b. Melindungi data 

rekam medis 

pegawai dan/atau 

pasien. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

 

penciptaan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

Keterangan: 

Data Rekam Medis dapat 

dibuka kepada pasien dan 

ahli waris.  

206.  Laporan tindak 

lanjut temuan 

APIP/Auditor yang 

direkomendasikan 

kepada unit-unit di 

lingkungan 

Sekretariat 

Jenderal. 

 

Kode Arsip:  

Pengawasan 

Internal 

a. PW0.0 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

memerlukan 

tindak lanjut 

b. PW0.1 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang tidak 

a. Pasal 17 huruf a angka 

1 dan huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf a 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

a. Berpotensi 

menghambat proses 

pemantauan, 

pengawasan, 

pemeriksaan, 

maupun 

penyidikan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Melindungi 

proses 

pemantauan, 

pengawasan, 

pemeriksaan, 

maupun 

penyidikan. 

b. Pegawai 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

 

a. Pengawasan 

yang 

memerlukan 

tindak lanjut: 3 

tahun setelah 

tindak lanjut 

selesai, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pengawasan 

yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut: 5 

tahun setelah 

tanggal 

penciptaan 

arsip, dinilai 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

memerlukan 

tindak lanjut 

c. PW0.2 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

mengandung 

unsur 

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang 

memerlukan 

tindak lanjut 

d. PW0.3 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

mengandung 

unsur 

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut 

e. PW1 – 

Pengawasan 

Eksternal 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

207.  Laporan 

Inventarisasi BMN 

satuan kerja 

Sekretariat 

Jenderal, 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

   

Kode Arsip: PL4 – 

Penatausahaan 

BMN 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya.  

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  diakui 

sebagai hak milik 

yang bersangkutan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

data BMN 

misalnya, diakui 

sebagai hak 

milik yang 

bersangkutan. 

b. Pegawai 

terhindar dari 

ancaman pidana 

sesuai ketentuan 

Pasal 85 

Undang- Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

 

10 tahun setelah 

tanggal penciptaan 

arsip. 

208.  Dokumen 

Penerimaan Negara 

Bukan Pajak 

(PNBP) satuan 

kerja Sekretariat 

Jenderal antara 

lain meliputi 

a. Pasal 17 huruf b, huruf 

h angka 3, dan huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  melakukan 

penipuan dan 

pemerasan.  

b. Dapat menimbulkan 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

data penyewa 

misalnya untuk 

melakukan 

penipuan dan 

pemerasan. 

3 tahun setelah 

pemeriksaan dan/ 

atau masa 

pinjam/sewa. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

namun tidak 

terbatas pada:  

a. Berita Acara 

Sewa; 

b. Kartu Identitas 

Barang; dan 

c. informasi 

terkait 

identitas 

penyewa dalam 

kontrak sewa, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

   

Kode Arsip: PL5.1.0 

– Pemanfaatan 

BMN Berupa Sewa 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

b, huruf  h, dan huruf i, 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

persaingan usaha 

tidak sehat, karena 

memuat informasi 

keuangan penyewa. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

b. Melindungi dari 

persaingan usaha 

tidak sehat, 

karena memuat 

informasi 

keuangan 

penyewa. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

penjelasannya. Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

209.  Rekomendasi 

strategi 

komunikasi untuk 

kegiatan 

komunikasi publik 

terhadap kebijakan 

Kementerian 

Keuangan, beserta 

dokumen 

a. Pasal 17 huruf e angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4, angka 5, angka 

6, dan/atau angka 7, 

serta huruf i Undang-

Undang Nomor 14 tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

a. Dapat menghambat 

pelaksanaan strategi 

komunikasi yang 

dapat berdampak 

pada terganggunya 

implementasi 

kebijakan 

Kementerian 

Keuangan, dokumen 

a. Menjaga 

kesuksesan 

terlaksananya 

strategi 

komunikasi 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

5 tahun setelah 

penciptaan arsip, 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pendukungnya. 

 

Kode arsip: HM0.0 

– Hubungan Antar 

Lembaga 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf e 

dan huruf i serta ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

strategi komunikasi 

bersifat terbatas. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

210.  Data perseorangan 

responden survei 

yang 

diselenggarakan 

oleh unit di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode Arsip: 

HM2.1.0 

a. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi,  karena 

data respon survei 

memuat data 

perseorangan antara 

lain nama lengkap, 

nomor telepon, dan 

alamat email. 

b. Dapat menimbulkan 

gugatan dari 

a. Melindungi data 

responden survei 

dari 

penyalahgunaan 

karena memuat 

data 

perseorangan 

antara lain nama 

lengkap, nomor 

telepon, dan 

alamat email. 

3 tahun setelah 

tahun anggaran. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Permintaan 

Informasi Publik 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 16 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik, beserta 

penjelasannya. 

responden survei 

kepada Kementerian 

Keuangan karena 

tersebarnya data 

pribadi responden 

survei. 

c. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

b. Menjaga 

kredibilitas 

Kementerian 

Keuangan dalam 

melindungi data 

pribadi responden 

survei. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

211.  Hasil riset dan 

audit komunikasi 

yang bersifat 

internal, beserta 

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip:  

Pengawasan 

Internal 

a. PW0.0 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

memerlukan 

tindak lanjut 

b. PW0.1 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang tidak 

memerlukan 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat menimbulkan 

perspektif negatif 

masyarakat terhadap 

kegiatan komunikasi 

Kementerian 

Keuangan, karena 

memuat informasi 

antara lain proses 

penyusunan strategi 

komunikasi, program 

komunikasi, dan 

area perbaikan 

pelaksanaan 

komunikasi. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

a. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan 

komunikasi 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

a. Pengawasan 

yang 

memerlukan 

tindak lanjut: 3 

tahun setelah 

tindak lanjut 

selesai, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Pengawasan 

yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut: 5 

tahun setelah 

tanggal 

penciptaan 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

tindak lanjut 

c. PW0.2 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

mengandung 

unsur 

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang 

memerlukan 

tindak lanjut 

d. PW0.3 – 

Pengawasan/ 

Pemantauan 

yang 

mengandung 

unsur 

pelanggaran 

administratif/ 

fraud yang tidak 

memerlukan 

tindak lanjut 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

arsip, dinilai 

kembali oleh 

unit pengelola 

arsip dan 

panitia penilai 

arsip 

Kementerian 

Keuangan. 

212.  Keputusan 

Sekretaris Jenderal 

mengenai 

pembentukan 

a. Pasal 17 huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Secara tegas 

dinyatakan dalam 

Keputusan 

Sekretaris Jenderal 

a. Melindungi 

pegawai yang 

menjadi anggota 

tim dari ancaman 

1 tahun setelah 

keputusan 

dinyatakan tidak 

berlaku, 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

kelompok kerja 

komunikasi 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode Arsip: HK1.0 

– Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

bahwa Keputusan 

Sekretaris Jenderal 

dimaksud hanya 

diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang 

tersebut dalam 

Keputusan 

Sekretaris Jenderal. 

b. Dapat menimbulkan 

ancaman kepada 

pegawai yang 

menjadi anggota 

Kelompok Kerja 

Komunikasi, baik 

berupa peretasan, 

doxxing, ujaran 

kebencian melalui 

media sosial maupun 

ancaman fisik dari 

pihak-pihak yang 

bertentangan dengan 

Kementerian 

Keuangan. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

peretasan, 

doxxing, ujaran 

kebencian melalui 

media sosial 

maupun 

ancaman fisik 

dari pihak-pihak 

yang 

bertentangan 

dengan 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Mencegah 

informasi dalam 

Keputusan 

Sekretaris 

Jenderal diakses 

oleh pihak yang 

tidak berhak, 

karena materinya 

bersifat individual 

dan konkret. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

selanjutnya akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

beserta 

penjelasannya. 

213.  Data pemohon 

informasi publik di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode Arsip: 

HM2.1.0 

Permintaan 

Informasi Publik 

a. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya.  

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 16 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, karena 

data pemohon 

informasi publik 

memuat data 

perseorangan antara 

lain Nomor Induk 

Kependudukan, 

Nomor Pokok Wajib 

Pajak, alamat, nama 

lengkap, nomor 

telepon, dan alamat 

email. 

b. Dapat menimbulkan 

gugatan dari 

pemohon informasi 

publik kepada 

Kementerian 

Keuangan karena 

tersebarnya data 

pribadi pemohon 

informasi publik. 

c. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

a. Melindungi data 

pemohon 

informasi publik 

dari 

penyalahgunaan 

karena memuat 

data 

perseorangan 

antara lain Nomor 

Induk 

Kependudukan, 

Nomor Pokok 

Wajib Pajak, 

alamat, nama 

lengkap, nomor 

telepon, dan 

alamat email. 

b. Menjaga 

kredibilitas 

Kementerian 

Keuangan dalam 

menjaga data 

perseorangan 

pemohon 

informasi. 

4 tahun setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Elektronik, beserta 

penjelasannya. 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

214.  Dokumen 

dan/atau informasi 

a. Pasal 17 huruf e angka 

1, angka 2, angka 3, 

a. Dapat memicu 

keingintahuan 

a. Melindungi 

informasi yang 

5 tahun setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

hasil uji 

konsekuensi 

informasi publik di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan yang 

dikecualikan, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode arsip: 

HM2.1.1 – Uji 

Konsekuensi dan 

Pembahasan 

Informasi Publik 

 

Catatan:  

Informasi dalam 

Lampiran 

Keputusan PPID 

Kementerian 

Keuangan yang 

terkait dengan 

permintaan 

informasi publik 

pemohon dapat 

diberikan dalam 

angka 4, angka 5, angka 

6, dan/atau angka 7, 

serta huruf i Undang-

Undang Nomor 14 tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf e 

dan huruf i serta ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

publik terhadap 

informasi yang perlu 

dijaga 

kerahasiaannya oleh 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Berpotensi 

menimbulkan 

perdebatan atas 

hasil pengujian 

konsekuensi di 

ruang publik, 

sedangkan 

kewenangan untuk 

menilai hasil 

pengujian 

konsekuensi berada 

pada Komisi 

Informasi Pusat. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

bersifat rahasia 

di lingkungan 

Kementerian 

Keuangan.  

b. Menghindari 

potensi terjadinya 

perdebatan atas 

hasil pengujian 

konsekuensi di 

ruang publik. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

hal terdapat 

penolakan 

permintaan 

informasi publik. 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

215.  Data pengguna 

layanan Pusat 

Kontak Layanan di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan. 

 

Kode arsip: 

HM2.0.1 – 

Pengaduan 

Masyarakat 

a. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi,  karena 

data pengguna 

layanan memuat 

data perseorangan 

antara lain nama 

lengkap, email, dan 

nomor telepon. 

b. Dapat menimbulkan 

gugatan dari 

pengguna layanan 

kepada Kementerian 

Keuangan karena 

tersebarnya data 

perseorangan 

pengguna layanan. 

c. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

a. Melindungi data 

pengguna 

layanan Pusat 

Kontak Layanan 

di lingkungan 

Kementerian 

Keuangan dari 

penyalahgunaan 

memuat data 

perseorangan 

antara lain nama 

lengkap, email, 

dan nomor 

telepon. 

b. Menjaga 

kredibilitas 

Kementerian 

Keuangan dalam 

menjaga data 

perseorangan 

pengguna 

3 tahun anggaran 

setelah penciptaan 

arsip, selanjutnya 

akan dinilai 

kembali oleh unit 

pengelola arsip dan 

panitia penilai 

arsip Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pasal 16 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 1999 

tentang Telekomunikasi, 

beserta penjelasannya 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

layanan. 

 

216.  Data perseorangan 

anggota dan 

peserta kegiatan 

perpustakaan. 

a. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, karena 

data anggota dan 

a. Melindungi data 

perseorangan 

anggota dan 

peserta kegiatan 

1 tahun 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

Kode arsip: PS1.0 – 

Keanggotaan 

Perpustakaan 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 16 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik, beserta 

penjelasannya. 

peserta kegiatan 

perpustakaan 

memuat data 

perseorangan 

antara lain nama 

lengkap, alamat, 

tanggal lahir, nomor 

telepon, dan alamat 

email. 

b. Dapat 

menimbulkan 

gugatan dari 

anggota dan peserta 

kegiatan 

perpustakaan 

kepada 

Kementerian 

Keuangan karena 

tersebarnya data 

perseorangan 

anggota dan peserta 

kegiatan 

perpustakaan. 

c. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

perpustakaan 

antara lain nama 

lengkap, alamat, 

tanggal lahir, 

nomor telepon, 

dan alamat email. 

b. Menjaga 

kredibilitas 

Kementerian 

Keuangan dalam 

menjaga data 

perseorangan 

anggota dan 

peserta kegiatan 

perpustakaan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

217.  Data perseorangan 

peserta kegiatan 

edukasi publik. 

 

a. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, karena 

peserta kegiatan 

a. Melindungi data 

perseorangan 

peserta kegiatan 

edukasi publik 

2 tahun setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kode arsip: DL0.1 – 

Sosialisasi, 

Bimbingan Teknis, 

Konsultasi, dan 

Asistensi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 16 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik, beserta 

penjelasannya. 

edukasi publik 

memuat data 

perseorangan antara 

lain nama lengkap, 

alamat, tanggal lahir, 

nomor telepon, dan 

alamat email. 

b. Dapat menimbulkan 

gugatan dari peserta 

kegiatan edukasi 

publik publik kepada 

Kementerian 

Keuangan karena 

tersebarnya data 

perseorangan peserta 

kegiatan edukasi 

publik. 

c. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

antara lain nama 

lengkap, alamat, 

tanggal lahir, 

nomor telepon, 

dan alamat email. 

b. Menjaga 

kredibilitas 

Kementerian 

Keuangan dalam 

menjaga data 

perseorangan 

peserta kegiatan 

edukasi publik 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

218.  Rekaman dan 

transkrip:  

a. wawancara 

narasumber 

media internal 

di lingkungan 

Kementerian 

Keuangan; dan 

b. wawancara 

pimpinan 

a. Pasal 17 huruf b 

Undang-Undang Nomor 

14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  mengedit 

rekaman dan 

transkrip sehingga 

menimbulkan potensi 

misinformasi. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

rekaman dan 

transkrip, dengan 

cara mengedit 

rekaman dan 

transkrip untuk 

kepentingan 

pribadi dan/atau 

kelompok 

10 tahun setelah 

penciptaan arsip, 

selanjutnya akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Kementerian 

Keuangan 

dengan media 

massa dan 

dengan 

stakeholder 

lainnya. 

 

Kode Arsip: HM1.1 

– Dokumentasi dan 

Peliputan 

 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 40 Undang-

Undang Nomor 28 

tahun 2014 tentang Hak 

Cipta  

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

tertentu. 

b. Melindungi hak 

cipta atas 

rekaman dan 

transkrip. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

219.  Foto dan/atau 

Rekaman video 

kegiatan pimpinan 

yang tidak 

dipublikasikan. 

 

Kode Arsip: HM1.1 

– Dokumentasi dan 

Peliputan 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf e angka 1, angka 

2, angka 3, angka 4, 

angka 5, angka 6, 

dan/atau angka 7 

Undang-Undang Nomor 

14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  mengedit foto 

dan/atau rekaman 

video kegiatan 

pimpinan yang tidak 

dipublikasikan 

sehingga 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

video kegiatan 

pimpinan, dengan 

cara mengedit 

foto dan/atau 

rekaman video 

kegiatan 

pimpinan yang 

10 tahun setelah 

penciptaan arsip, 

selanjutnya akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

 

 

 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 40 Undang-

Undang Nomor 28 tahun 

2014 tentang Hak Cipta.  

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan huruf e serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya 

menimbulkan 

potensi misinformasi. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

tidak 

dipublikasikan 

untuk 

kepentingan 

pribadi dan/atau 

kelompok 

tertentu. 

b. Melindungi 

substansi yang 

dibahas pada 

rapat pimpinan 

dalam rekaman 

video yang tidak 

dipublikasikan. 

c. Melindungi hak 

cipta atas foto 

dan/atau 

rekaman video 

kegiatan 

pimpinan yang 

tidak 

dipublikasikan. 

d. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 



316 
 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

220.  Data perseorangan 

stakeholder di 

lingkungan 

Kementerian 

Keuangan 

 

Kode Arsip: 

HM2.1.0 

Permintaan 

Informasi Publik 

a. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi,  karena 

data stakeholder 

Kementerian 

Keuangan memuat 

data perseorangan 

antara lain nama 

lengkap, alamat, 

tanggal lahir, 

Nomor Induk 

Kependudukan, 

nomor telepon, dan 

alamat email. 

b. Dapat 

menimbulkan 

gugatan dari 

pemohon informasi 

publik kepada 

Kementerian 

Keuangan karena 

a. Melindungi data 

perseorangan 

stakeholder 

Kementerian 

Keuangan antara 

lain nama 

lengkap, alamat, 

tanggal lahir, 

Nomor Induk 

Kependudukan, 

nomor telepon, 

dan alamat email. 

b. Menjaga 

kredibilitas 

Kementerian 

Keuangan dalam 

menjaga data 

perseorangan 

stakeholder 

Kementerian 

Keuangan. 

5 tahun setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pasal 16 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik, beserta 

penjelasannya. 

tersebarnya data 

perseorangan 

anggota dan peserta 

kegiatan 

perpustakaan. 

c. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

221.  Dokumen 

pendukung 

pembuatan konten 

publikasi cetak dan 

elektronik. 

 

Kode Arsip:  

Mengikuti kode 

arsip masing-

masing dokumen 

pendukung. 

a. Pasal 17 huruf e angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4, angka 5, angka 

6, dan/atau angka 7, 

serta huruf i Undang-

Undang Nomor 14 tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf e 

dan huruf i serta ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

a. Dapat menghambat 

kesuksesan 

kebijakan karena 

adanya 

pengungkapan data 

dan/atau informasi 

secara prematur. 

b. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

dokumen, misalnya 

dokumen pendukung 

pembuatan konten 

publikasi cetak dan 

elektronik, sehingga 

menimbulkan 

potensi 

misinformasi. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi oleh 

pihak-pihak yang 

tidak 

berkepentingan. 

b. Mencegah 

penyalahgunaan 

misalnya dengan 

cara mengedit 

dokumen 

pendukung 

pembuatan 

konten publikasi 

cetak dan 

elektronik untuk 

kepentingan 

pribadi dan/atau 

kelompok 

tertentu. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

5 tahun setelah 

penciptaan arsip, 

selanjutnya akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

222.  Data Nilai 

Penetapan Angka 

Kredit (PAK) 

Jabatan 

Fungsional Pranata 

Humas dan 

Jabatan 

Fungsional 

Pustakawan. 

 

Kode Arsip: 

KP1.1.3 Penilaian 

Kinerja Jabatan 

Fungsional 

a. Pasal 17 huruf h angka 

4 dan/atau angka 5, 

serta huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

a. Dapat menimbulkan 

polemik antar 

Pejabat Fungsional 

Pranata Humas 

dan/atau Pejabat 

Fungsional 

Pustakawan. 

b. Dapat menimbulkan 

kesalahpahaman 

dalam 

menerjemahkan hasil 

penilaian, karena 

dari kelengkapan 

bukti fisik yang 

digunakan dalam 

penilaian berbeda 

antar Pejabat 

Fungsional Pranata 

a. Mencegah 

timbulnya 

polemik antar 

Pejabat 

Fungsional 

Pranata Humas 

dan/atau Pejabat 

Fungsional 

Pustakawan. 

b. Mencegah 

terjadinya 

kesalahpahaman 

dalam 

menerjemahkan 

hasil penilaian. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

4 tahun setelah 

penetapan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya.  

Humas dan/atau 

Pejabat Fungsional 

Pustakawan. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

223.  Data hasil Uji 

Kompetensi 

Jabatan 

Fungsional Pranata 

Humas dan 

Jabatan 

Fungsional 

Pustakawan. 

 

Kode Arsip: OT2.3 

a. Pasal 17 huruf h angka 

4 dan huruf i Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

a. Dapat menimbulkan 

polemik antar 

Pejabat Fungsional 

Pranata Humas 

dan/atau Pejabat 

Fungsional 

Pustakawan. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

a. Melindungi 

kebijakan yang 

diambil pimpinan 

terkait 

penggunaan hasil 

Uji Kompetensi 

untuk 

pengelolaan 

Sumber Daya 

Manusia. 

3 tahun setelah 

penciptaan arsip. 



321 
 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

– Jabatan 

Fungsional 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

b. Mencegah 

timbulnya 

polemik antar 

Pejabat 

Fungsional  

Pranata Humas 

dan/atau Pejabat 

Fungsional 

Pustakawan. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

224.  Rekaman suara 

pertemuan (rapat, 

audiensi, 

konsultasi, dan 

lain-lain) Pimpinan 

Kementerian 

Keuangan dengan 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf e angka 1, angka 

2, angka 3, angka 4, 

angka 5, angka 6, 

dan/atau angka 7 

Undang-Undang Nomor 

14 tahun 2008 tentang 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

rekaman suara 

pertemuan, misalnya  

untuk mengedit 

rekaman suara 

pertemuan sehingga 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

rekaman suara 

pertemuan, 

dengan cara 

mengedit 

rekaman suara 

10 tahun setelah 

penciptaan arsip, 

selanjutnya akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pimpinan 

dan/atau 

perwakilan 

lembaga-lembaga 

negara atau 

perwakilan negara 

asing. 

 

Kode Arsip: HM1.1 

– Dokumentasi dan 

Peliputan 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 40 Undang-

Undang Nomor 28 

tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan huruf e serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

menimbulkan 

potensi 

misinformasi. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

pertemuan untuk 

kepentingan 

pribadi dan/atau 

kelompok 

tertentu. 

b. Melindungi hak 

cipta atas 

rekaman dan 

transkrip. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

 

Kementerian 

Keuangan.  

225.  Laporan a. Pasal 17 huruf e angka a. Dapat terjadi a. Mencegah 5 tahun setelah 



323 
 

No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pertemuan (rapat, 

audiensi, 

konsultasi, dan 

lain-lain) Pimpinan 

Kementerian 

Keuangan dengan 

pimpinan 

dan/atau 

perwakilan 

lembaga-lembaga 

negara atau 

perwakilan negara 

asing. 

 

Kode Arsip: 

a. HM0.0 – 

Hubungan 

Antar Lembaga 

b. HM0.5 Rapat 

Dengar 

Pendapat 

 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4, angka 5, angka 

6, dan/atau angka 7, 

serta huruf i Undang-

Undang Nomor 14 tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf e 

dan huruf i, serta serta 

ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

penyalahgunaan 

laporan pertemuan, 

dengan mengutip 

laporan sehingga 

menimbulkan 

potensi 

misinformasi. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

timbulnya 

penyalahgunaan 

informasi yang 

dimuat dalam 

laporan 

pertemuan (rapat, 

audiensi, 

konsultasi, dan 

lain-lain) 

Pimpinan 

Kementerian 

Keuangan. 

b. Melindungi 

substansi yang 

dibahas pada 

rapat Pimpinan 

Kementerian 

Keuangan dengan 

pimpinan 

dan/atau 

perwakilan 

lembaga-lembaga 

negara atau 

perwakilan 

negara asing. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

penciptaan arsip, 

selanjutnya akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

226.  Informasi dan 

dokumen yang 

disampaikan oleh 

pejabat/pegawai 

Kementerian 

Keuangan kepada 

Komisi 

Pemberantasan 

Korupsi 

dalam rangka 

kewajiban 

penyampaian 

Laporan Harta 

Kekayaan 

Penyelenggara 

Negara (LHKPN). 

 

Kode Arsip: KP5.1 – 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1 dan/atau angka 3 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 9 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara 

Yang Bersih Dan Bebas 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi oleh pihak 

yang tidak 

bertanggung jawab 

untuk mengganggu 

privasi 

pejabat/pegawai dan 

melakukan 

penipuan. 

b. Dapat menimbulkan 

persepsi negatif 

kepada 

pejabat/pegawai. 

c. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi pribadi 

oleh pihak-pihak 

yang tidak 

berkepentingan. 

3 tahun setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Dokumen Identitas 

PEgawai 

Dari Korupsi, Kolusi 

Dan Nepotisme, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

227.  Laporan tahunan 

yang disampaikan 

oleh kantor profesi 

keuangan kepada 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf h angka 3 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

a. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat. 

b. Pegawai yang tidak 

a. Mencegah 

terjadinya 

persaingan usaha 

tidak sehat. 

5 tahun setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Pusat Pembinaan 

Profesi Keuangan 

dalam rangka 

pembinaan dan 

pengawasan profesi 

keuangan. 

 

Kode Arsip: PK2 – 

Pelaporan Profesi 

Keuangan dan 

Kantor Profesi 

Keuangan 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan huruf h, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

 

b. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

 

228.  Laporan realisasi 

Pelatihan 

Profesional 

Berkelanjutan 

(PPL) yang 

disampaikan oleh 

profesi keuangan 

kepada Pusat 

Pembinaan Profesi 

Keuangan dalam 

rangka pembinaan 

dan pengawasan 

a. Pasal 17 huruf b dan 

huruf h angka 4 

dan/atau angka 5 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat. 

b. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi oleh pihak 

yang tidak 

bertanggung jawab, 

misalnya pemerasan. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

a. Mencegah 

terjadinya 

persaingan usaha 

tidak sehat. 

b. Mencegah 

timbulnya 

penyalahgunaan 

oleh pihak yang 

tidak 

bertanggung 

jawab. 

c. Pegawai terhindar 

5 tahun setelah 

penciptaan arsip. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

profesi keuangan. 

 

Catatan: 

Rekapitulasi 

jumlah/total 

satuan kredit PPL 

(SKP) untuk 

masing-masing 

profesi keuangan 

dapat diakses. 

 

Kode Arsip: PK2 – 

Pelaporan Profesi 

Keuangan dan 

Kantor Profesi 

Keuangan 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan huruf h, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

 

229.  Daftar Kantor 

Akuntan Publik 

(KAP) dan Akuntan 

Publik (AP) yang 

telah selesai 

menjalani masa: 

1. tidak 

diperbolehkan 

memberikan 

suatu jasa 

tertentu atau 

a. Pasal 17 huruf b 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

a. Dapat menimbulkan 

persaingan usaha 

tidak sehat. 

b. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi oleh pihak 

yang tidak 

bertanggung jawab. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

a. Mencegah 

terjadinya 

persaingan usaha 

tidak sehat. 

b. Mencegah 

timbulnya 

penyalahgunaan 

oleh pihak yang 

tidak 

bertanggung 

jawab. 

5 tahun setelah 

arsip diperbarui, 

selanjutnya akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

pada suatu 

jenis entitas 

tertentu; atau 

2. penghentian 

pemberian jasa 

asurans untuk 

sementara 

waktu. 

 

Kode Arsip:  

a. PK0.0.2 – 

Perizinan 

Akuntan Publik 

b. PK0.0.4 – 

Perizinan Usaha 

Kantor Publik 

(KAP) dan 

Cabang KAP 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf b 

dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 

230.  Data Aparatur Sipil 

Negara (ASN) dan 

calon ASN 

Kementerian 

Keuangan, staf 

khusus/tenaga 

ahli, serta pegawai 

dipekerjakan di 

Kementerian 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4, dan/atau 

angka 5 Undang-

Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya.  

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya 

untuk melakukan 

penipuan, teror, 

intimidasi, dan/atau 

pemerasan kepada 

pegawai yang 

bersangkutan. 

a. Mencegah 

penyalahgunaan  

informasi, 

misalnya  untuk 

melakukan 

penipuan, teror, 

intimidasi, 

dan/atau 

pemerasan 

Kode Arsip KP3.1 

3 tahun setelah 

tanggal penciptaan 

arsip. 

Kode Arsip KP5.1 

3 tahun setelah 

arsip diperbaharui.  
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Keuangan 

sebagaimana 

tercantum pada 

sistem informasi 

kepegawaian 

Kementerian 

Keuangan, antara 

lain meliputi 

namun tidak 

terbatas pada:  

a. profil pegawai;  

b. layanan 

kepegawaian 

(presensi, cuti, 

e-performance, 

Kemenkeu 

Learning 

Center/KLC, izin 

luar negeri, 

melanjutkan 

pendidikan); dan 

c. administrasi 

kepegawaian (SK 

PNS, SK CPNS, 

assessment 

center, uji 

kompetensi, 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf 

h dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, beserta 

penjelasannya. 

b. Setiap orang yang 

tidak memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 79 ayat (3) 

Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 

2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

diancam pidana 

penjara atau denda 

sesuai ketentuan 

Pasal 95 A Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan, 

beserta 

penjelasannya. 

kepada pegawai 

yang 

bersangkutan. 

b. Melindungi 

privasi pegawai 

yang 

bersangkutan. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang- 

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

nominatif 

pensiun, SK 

naik pangkat, 

manajemen tim, 

hukuman 

disiplin).  

Kode Arsip: 

1. KP3.1 - 

Sanksi/ 

Hukuman/ 

Disiplin 

Pegawai 

(untuk data 

presensi dan 

hukuman 

disiplin) 

2. KP5.1 - 

Dokumentasi 

Identitas 

Pegawai 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi 

ketentuan dalam 

Pasal 44 ayat (2) 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

231.  Keputusan Menteri 

Keuangan/ 

Pimpinan Unit 

Eselon I mengenai 

pengangkatan, 

promosi, mutasi, 

dan pemberhentian 

a. Pasal 17 huruf h angka 

1, angka 2, angka 3, 

angka 4, dan/atau 

angka 5, serta huruf i 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

a. Dapat terjadi 

penyalahgunaan 

informasi, misalnya  

untuk  melakukan 

penipuan, teror, 

intimidasi, dan/atau 

pemerasan kepada 

a. Mencegah 

penyalahgunaan 

informasi untuk 

melakukan 

penipuan, teror, 

intimidasi, 

dan/atau 

3 tahun setelah 

penetapan 

keputusan. 

Khusus dokumen 

keputusan, akan 

dinilai kembali 

oleh unit pengelola 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dalam jabatan 

struktural, jabatan 

pada unit 

organisasi non 

Eselon, atau 

jabatan lainnya, 

termasuk salinan 

dan petikannya, 

beserta dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode Arsip: 

KP2.0.2 – Mutasi 

dan Promosi 

 

 

 

Publik beserta 

penjelasannya. 

b. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf h 

dan huruf i, serta ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik, beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha 

pegawai yang 

bersangkutan. 

b. Dapat menghambat 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

proses 

pengangkatan,  

promosi, mutasi, dan 

pemberhentian 

dalam jabatan. 

c. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

d. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

pemerasan 

kepada pegawai 

yang 

bersangkutan. 

b. Melindungi 

pelaksanaan 

kebijakan dalam 

proses 

pengangkatan, 

promosi, mutasi, 

dan 

pemberhentian 

dalam jabatan. 

c. Pegawai terhindar 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

d. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

arsip dan panitia 

penilai arsip 

Kementerian 

Keuangan. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

Negara, beserta 

penjelasannya. 

d. Pasal 17 huruf j 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

Keterangan: 

Dapat diakses oleh 

pengelola kepegawaian dan 

hanya diperuntukan bagi 

pihak-pihak yang tersebut 

dalam keputusan. 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

 

 

232.  Keputusan 

dan/atau naskah 

dinas terkait 

pengangkatan 

Menteri Keuangan 

dalam tugas 

a. Pasal 17 huruf i Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya.  

a. Dapat menimbulkan 

persepsi yang salah 

di masyarakat. 

b. Pegawai yang tidak 

memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 44 ayat 

a. Mencegah 

timbulnya 

persepsi yang 

salah di 

masyarakat. 

b. Pegawai terhindar 

1 tahun setelah 

keputusan 

dinyatakan tidak 

berlaku. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dan/atau jabatan 

lain di luar jabatan 

sebagai Menteri 

Keuangan:  

a. keputusan 

pengangkatan, 

beserta 

dokumen 

pendukungnya; 

b. naskah dinas 

pengangkatan, 

beserta 

dokumen 

pendukungnya; 

c. keputusan 

pelaksanaan 

pembayaran 

honorarium, 

beserta 

dokumen 

pendukungnya; 

dan 

d. naskah dinas 

pelaksanaan 

pembayaran 

honorarium, 

beserta 

b. Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 44 ayat (1) huruf i 

serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 

2009 tentang Kearsipan, 

beserta penjelasannya. 

c. Pasal 17 huruf j Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik beserta 

penjelasannya juncto 

Pasal 61 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, beserta 

penjelasannya. 

 

(2) Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan diancam 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 85 

Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 

2009 tentang 

Kearsipan, beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat pemerintah 

yang melanggar 

ketentuan Pasal 61 

ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dikenai sanksi 

administratif ringan 

sesuai ketentuan 

Pasal 80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

dari ancaman 

pidana sesuai 

ketentuan Pasal 

85 Undang-

Undang Nomor 

43 Tahun 2009 

tentang 

Kearsipan, 

beserta 

penjelasannya. 

c. Pejabat 

pemerintah 

terhindar dari  

sanksi 

administratif 

ringan sesuai 

ketentuan Pasal 

80 ayat (1) 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 

. 
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No. 

Informasi (berisi 

informasi tertentu 

yang akan 

dikecualikan) 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi 

uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 

(disebutkan jangka 

waktunya) 

Dibuka Ditutup  

dokumen 

pendukungnya. 

 

Kode arsip: 

HK1.0 

(Penyusunan dan 

Penetapan Produk 

Hukum) 

Pemerintahan, 

beserta 

penjelasannya. 
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Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh: 

No. Nama Jabatan Unit Kerja TTD 

1. Titin Krisniati Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, 

dan Komunikasi selaku perwakilan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Tingkat I Sekretariat Jenderal  

Biro Umum, Sekretariat 

Jenderal 

 

 

 

 

 

 

 

Ditandatangani secara elektronik 

Titin Krisniati 

2. Titi Susanti Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data 

dan Layanan Informasi selaku perwakilan 

Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Kementerian Keuangan 

Biro Komunikasi dan 

Layanan Informasi, 

Sekretariat Jenderal 

 

 

 

 

 

 

 

Ditandatangani secara elektronik 

Titi Susanti 
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Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.  

 

                Menyetujui, 

 

      Kepala Biro Umum Plt. 

                    selaku 

      Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  

      Tingkat I Sekretariat Jenderal, 

 

  

 

               

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 

                   selaku 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Kementerian Keuangan, 

 

 

 

          

Ditandatangani secara elektronik 

Sugeng Wardoyo                                                                                                                                

 

Ditandatangani secara elektronik  

Yustinus Prastowo 

 


